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ABSTRAK

Solekha. Rokhmatus. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset tetap Berdasarkan
PSAP No. 07 Pada BPK D Kabupaten Pekalongan.

Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jelas kepemilikannya
bernilai  ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan
pemerintahan atau rakyat umum. Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah
berpedoman pada PSAP No. 07 mulai dari proses pengakuan,mengklasifikasikan,
mengukur, menyagjikan, serta mengungkap aset tetap berdaskan pertama kali
perolehan aset tetap, pemeliharaan asetitetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap
tersebut disusutkan. Tujuan dari penélitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
BPKD Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 07 dan mengupayakan
asetnya agar maksimal.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. M etode pengumpulan data
dalam penelitian ini-adalah metode wawancara, dokumentasi, serta observasi.
Teknik pengambilan narasumber dengan memilih informan kunci atau key person.
Jumlah informan yang diwawancarai ada 4 orang, dari bidang aset dan bidang
akuntansi dan pembukuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang
diterapkan oleh BPKD Kabupaten Pekalongan khususnya pada aset tanah; gedung
dan bangunan sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Sementara untuk penyajian
properti investasi pata neraca belum bisa diterapkan, dikarenakan oleh beberapa
alasan.

Kata kunci: Aset Tetap, Perlakuan Akuntansi, Tanah, Gedung dan Bangunan,
PSAP Q7



ABSTRACT

Solekha. Rokhmatus. Analysis of Accounting Treatment for Fixed Assets
Based on PSAP No. 07 At BPKD Pekalongan Regency.

Fixed assets are assets whose existence is clear and whose ownership has
clear economic value for more than one year and isintended for use in government
or general public activities. The accounting treatment of fixed assets by the
government is guided by PSAP No. 07 starting from the process of recognizing,
classifying, measuring, presenting and disclosing fixed assets based on the initial
acquisition of fixed assets, maintenance.of fixed assets, exchange of fixed assets,
and the fixed assets being depreciated. The aim of this research is to find out how
the Pekalongan Regency BPKD implements PSAP No. 07 and strive to maximize
his assets.

Thisresearch is atype of qualitative research. Data collection methodsin this
research are interviews, documentation and observetion. The technique for
selecting sources is by selecting key informants or key persons. The number of
informants interviewed was 4 people, from the asset sector and the accounting and
bookkeeping sector.

The results of the research show that the fixed asset accounting treatment
applied by the Pekalongan Regency BPK D, especially onland assets; buildingsand
structures are in accordance with PSAP No. 07. Meanwhile, the presentation of
investment property on the bal ance sheet cannot yet be implemented, due to several
reasons.

Keywords. Fixed Assets, Accounting Treatment, Land, Buildings and Structures,
PSAP0O7
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PEDOMAN TRANSLITERAS

Pedoman tranditerasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil
Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Secara garis besar pedoman trangliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan
Fonemkonsonan Bahasa Arab. yang dalam sistem tulisan Arab di
lambangkan dengan huruf, dalam  transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan’ tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan

trandliterasinyadengan huruf Latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

\ Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan

< Ba B Be

< Ta T Te

& Sa § es (dengan titik diatas)

& Jm J Je

z Ha h ha (dengan titik dibawah)
z Kha Kh Kadan h

3 Da D De

3 Zal Vi zet (dengan titik di atas)
D Ra R Er

B Zai z Zet

> Sin S Es

o Syin Sy esdan ye
) Sad $ es (dengan titik dibawah)
o= Dad d de (dengan titik dibawah)
L Ta t te (dengan titik dibawah)
L Za z zet (dengan titik dibawah)
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‘ain ¢ komaterbalik (diatas)

¢ Gan G Ge
] Fa F Ef

S Qaf Q Ki

< Kaf K Ka

J Lam L El

N Mim M Em

0 Nun N En

3 Wau W We

- Ha H Ha

3 Hamzah | ' Apostrof
s Ya Y Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasaArab yabg |lambangnyaberupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah I I
Dhamah U U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
(S Fathah dan ya Ai adani
. Fathahdanwau | Au adanu
Contoh:
S -kataba
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Jad -fa’ala

84 -zukira
caly -yazhabu
-su’ila
s -kaifa
Jds -haula

3. Maddah
Maddah atau voka panjangiyang lambangnya berupa harakat dan huruf,
trangliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf.dan Tanda Nama
TR Fathah dan aif | A adan garisdi atas
atau ya
T Kasrah dan ya I I dan garisdi atas
s Hammah danwau | U u dan garis di atas
Contoh:
Jé - gala
0 - rama
Ja8 - qila

4. Ta’ Marbutah
1) Ta’ marbutah-hidup (ditranslasikan dengan “t”)
Contoh:
JilbYiasy, | - raudah a-atfal
2) Ta’ marbutah mati (ditansliterasikan dengan “h”)
Contoh:
Aall -talhah
5. Syaddah
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam trandliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddahitu.
Contoh:
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J% - nazzala
A4 - a birr
. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J!
namun dalam tranditerasi ini kata sandang itu dibedakan atas jata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf gamariyah.
Contoh:

Jall -ar-rgjulu

gl -as-syamsu

Alal) -al-galamu
. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu
hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah
ini terletak di awal kata, is dilambangkanm karena dalam tulisan Arab berupa
alif.

Contoh:
(o -syai’un

o) -inna
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pekal ongan secara geografis berbatasan langsung dengan Kota
Pekalongan dan Laut Jawa disebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara disebelah
Selatan, Kota Pekalongan danKabupaten Batang disebelah Timur, serta
Kabupaten Pemalang di sebelah Barat. Luas Kabupaten Pekalongan sendiri
yakni sekitar 836,15.Km?, yang terdiri dari 19 Kecamatan. Salah satu hal yang
menarik di Kabupaten pekalongan adalah masih banyaknya potensi yang belum
di kembangkan. Salah satu potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan
adalah lahan-lahan kosong yang berlokasi strategis. Tidak hanya lahan kosong
bahkan bangunan kosong bekas pemerintahan, sekolah, maupun rumah-rumah
dinas pemerintah yang tidak digunakan lagi. Sehingga ketika menelusuri
wilayah Kabupaten Pekalongan tidak jarang penelitimelihat gedung yang tidak
terpakal ataupun terbengkala serta tanah kosong yang ditumbuhi tanaman liar
dan tidak terawat, dimana tanah dan bangunan tersebut milik pemerintah.
Kepemilikan tersebut dapat difithat dart papan Kayu ataupun papan bes yang
dipasang didepan bangunan dan lahan kosong tersebut yang bertuliskan tanah
tersebut milik pemerintah. Dengan adanya tanah dan bangunan yang tidak
dimanfaatkan atau tidak di operasikan tersebut membuktikan adanya
pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Ketika peneliti mengatakan hal
tersebut kepada salah satu SKPD di Kabupaten Pekalongan yakni BPKD

Kabupaten Pekal ongan sel aku lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas



aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka dari pihak
BPKD Kabupaten Pekalongan mengatakan bahwa aset-aset tersebut biasanya
sudah dikuasai oleh pemerintah daerah namun belum ada rencana untuk
pemanfaatannya dalam jangka waktu terdekat, kemudian untuk gedung yang
tidak optimal pemanfaatannya sendiri disebabkan oleh beberapa faktor
diantaranya ketika partisipas dari masyarakat kurang memanfaatkan adanya
fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah, bisa disebabkan karena lokas
yang tidak strategis,.dan tidak akomodatif.  Sehingga bangunan yang telah di
bangun mendapatkan penolakan karena tidak sesual dengan kebutuhan
masyarakat. Kemudian ketika pengadaan gedung yang tidak berkonsultasi
dengan pihak [SKPD yang mengatur konstruksi bangunan menyebabkan tidak
sesuainya spesifikasi bangunan bahkan dapat menyababkan pelanggaran
ketentuan pengadaan barang sehingga macet pembangunannya. Dimana hal
tersebut juga disebabkan oleh lemahnya kontrol dari_pejabat pengelola barang
negara. Pergantian kepemimpinan yang menyebabkan berubahnya kebijakan
juga menjadi salah satu penyebab mangkraknya program pembangunan diujung
pemimpin sebelumnya. Kebijakan pemerintah daerah yang tidak memikirkan
kemampuan keuangan daerah juga memicu semakin banyaknya bangunan yang
terbengkalai karena tidak selesai pembangunannya. Kemudian banyak pula
bangunan sekolah khususnya sekolah dasar yang dimarger yang mengakibatkan

salah satu dari sekolah tersebut menjadi tidak terpakai.



Gambar 1.1 Tanah dan gu Sekolah y Tidak Te; pakaih

K ekayaan negara ataupun potensi yang ada pada suatu daerah dan belum
dikembangkan seharusnya bisa lebih dimanfaatkan guna meningkatkan daya
tarik terhadap Kabupaien Pekalongan maupun-memperbaiki kondisi ekonomi
suatu masyarakat. Bahkan potensi seperti itu juga bisa digunakan sebagai salah
satu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dengan memperbaiki dan
memberikan sebuah fasilitas yang layak kepada masyarakat merupakan salah
satu wujud pengayoman dari pemerintah terhadap rakyatnya. Oleh karena itu
peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pemerintah dalam
mengelola asetnya selama ini, khusunya pada pada aset tanah dan bangunan
yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan. Pemilihan tanah dan dabngunan
disebabkan karena aset tanah yang dimiliki oleh kabupaten pekal ongan tidaklah

sedikit, kemudian dari tanah tersebut ada beberapa tanah yang belum



dimanfaatkan. Kemudian untuk gedung dan bangunan sendiri pemerintah
kabupaten pekalongan memiliki data bangunan usul hapus yang bisa sgja
bangunan tersebut dikembangkan atau diperbaiki lagi untuk dimanfaatkan dalam
mendukung aktivitas oprasional pemerintah maupun disewakan kepada

masyarakat ataupun lembaga swasta. Berikut beberapa data bangunan usul hapus

yang dimiliki oleh Pemerintah K abupaten Pekal ongan:

Tabel 1.1 Gedung dan Bangunan Usul Hapus

No Jenis Bangunan Namalnventaris Lokasi
1 Bangunan Gedung Kantor . B. Eks 3. Nusantara Pk
Permanen Dinsosnakertrans
Bangunan Gedung J VS\?gr? agr? dzsv“:an
2 | SDN 3 Wangandowo Pendidikan ng
Permanen Bojong, Kab.
Pekalongan
3 Rumah Negara Golongan | | Rumah Dinas Kgjari Kaien
Tipe A Permanen (Rehab) A
4 Rumah Negara Golongan Rumah Dinas Kaien
Il Tipe A Permanen Kapolres (Rehab) 9
MESS/WISMA/BUNGAL
5 OW/TEMPAT B. Rumah Dinas 3. Nusantara PK|
PERISTIRAHATAN Karyawan |1 '
Lainnya
Bangunan
6 K linik/Puskesmas GEDUNGPKD DESA KUTOREJO
DESA
Bangunan WANGANDOWO
| Klinik/Puskesmas GEDUNG PKD KECAMATAN
BOJONG
Bangunan Gedung Taman Baca
8 | Perpustakaan Semi M asyarakat Lalgzr&%?]n GS’L?ek
Permanen K edungwuni W
Gedung
9 | Pertokoan/K operasi/Pasar Bangunan Pasar , J Kwayanga_n
Darurat Kedungwuni Kedungwuni
Darurat
Bangunan Gedung Pusk. :
101 Kinik/Puskesmas Pembantu Larikan

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022




Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan
terbentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Penataan Perangkat Daerah. Sebelum
memisahkan diri menjadi badan sendiri, BPKD Kabupaten pekalongan adalah
bagian keuangan di kantor Bupati atau sering disebut kantor Sekertaris Daerah
Kabupaten Pekalongan. Lembagasini merupakan instansi pemerintah yang
berkaitan erat dengan proses pengembangan di lingkup pemerintahan K abupaten
Pekalongan. Kegiatan pokok BPKD Kabupaten Peka ongan berkaitan dengan
pendapatan, administrasi keuangan daerah dan potensi daerah, dengan tujuan
untuk meningkatkan pendapatan sertamembangun si stem pengel ol aan keuangan
dan aset yang bertanggungjawab. Seiring dengan pesatnya perkembangan
teknologi saat ini BPKD Kabupaten Pekalongan harus bisa memberikan
pelayanan secaramaksimal (Utomo, 2022).

Berdasarkan. data yang diperoleh dari Laporan. Neraca. Kabupaten
Pekalongan tahun 2022 maka jumlah Aset Tanah yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Pekal ongan sebesar Rp898.094.280.310,62 yang terdiri tanah persil,
tanah non persil, dan lapangan. Kemudian untuk aset gedung dan bangunan
sgumiah Rpl.176.475.486.929,09 yang terdiri dari bangunan gedung tempat
tinggal, bangunan gedung tempat kerja, dan tugu. Pemerintah Kabupaten
Pekalongan memiliki properti yang dapat disewakan kemudian menggunakan
hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayaa kegiatan pemerintah daerah.
Melalui BPKD Kabupaten Pekalongan beberapa aset yang disewakan adalah

Gedung Pertemuan Umum dan Gedung Nusantara (Pendopo Kabupaten



Pekalongan Lama), kemudian ada pula tanah pertanian. Alasan dilakukannya
penyewaan aset tersebut adalah untuk mengoptimalkan penggunaan aset atau
barang milik negara. Tanah yang dikuasai oleh pihak BPKD Kabupaten
Pekalongan namun belum ditentukan kegunaannya dimasa depan juga dapat
dijadikan sebagai salah satu properti investasi. Penyewaan aset negara telah
dijelaskan pada Peraturan Menteri, Keuangan Republik Indonesia Nomor
57/PMK.06/2016. Dimana pada peraturan-ini dijelaskan tujuan disewakannya
Barang Milik Negara (BMN) salah satunya agar aset negara yang kurang
pengoptimal annya bisa |ebih bermanfaat dalam mendukung aktivitas lembaga-
lembaga negarasal ah satunya pada pemerintahan (Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tata Car a Pel aksanaan Sewa
Barang Milik Negara, 2016)

Berdasarkan CaLK Kabupaten Pekalongan pengukuran nilal aset tetap
terdiri_atas. beberapa ketentuan. Pertama, aset tetap. dinilai.dengan biaya
perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan
tidak memungkinkan makanila aset tetap disasarkan padanilai wajar pada saat
perolehan. Kemudian biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara
swakelola meiputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya
tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan
dengan pembangunan aset tersebut. Ketiga mengenai kapitalisasi aset, nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan

penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovas,



perbaikan atau restorsi. Selanjutnya mengenai penyusutan aset tetap, dimana
aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sgaan
dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karenaitu informasi tentang nilai
aset tetap harus disgikan secara memadai agar dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informas yang
sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam
pengelolaan aset tetap adalah nila wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset
tetap dapat dipenuhi- melalui pendapatan kebijakan penyusutan. Penyusutan
adalah alokas yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa aset yang bersangkutan dan mash
dipergunakan., Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai
pengurangan nilal tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam
laporan operasional . M etode penyusutan yang digunakan ol eh pemda K abupaten
Pekalongan.adalah metode garis lurus (straight line.method). dihitung masing-
masing sesuai realisas belanja tahun pengeluaran berjalan (CALK Laporan
Neraca LKPD Kabupaten Pekal ongan Tahun 2022, n.d.).

Salah satu bentuk pengelolaan barang milik negara yang dilakukan oleh
pemerintah adalah dengan menerapkan akuntansi pada pengelolaan aset tetap.
Pada instansi pemerintah pengelolaan aset tetap milik daerah maupun milik
negara diatur dadam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07,
dimana PSAP tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai perlakuan akuntansi

yang akan disgjikan pada |aporan keuangan pemerintah (A. Sujayaet al., 2020).



Perlakuan akuntansi aset tetap oleh pemerintah berpedoman pada PSAP
No. 07 mulai dari proses pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, penyajian,
serta pengungkapan aset tetap berdaskan pertama kali perolehan aset tetap,
pemeliharaan aset tetap, pertukaran aset tetap, dan aset tetap tersebut disusutkan
(Linggariama, 2020). Pengelolaan aset daerah tidak terlepas dari fungsi
mangjemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian
(organizing), pelaksanaan (actuating), dan.pengawasan (controlling) (POAC).
Pertama dan terpenting yakni perencanaan, perencanaan (planning) meliputi
memilih dan mengasosi asikan realitas serta memanfaatkan dugaan masa depan
dengan menggambarkan dan merencanakan pelatihan yang diperlukan oleh
kelompok untuk mencapai hasil yang idea. Kedua, pengorganisasian
(organizing) berarti mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengatur
kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, kemudian
mengkoordinasi._para karyawan untuk melakukan kegiatan serta.menyediakan
unsur-unsur fisik untuk melengkapi pekerjaan serta mengkomunikasikan setiap
pekerjaan yang dilakukan. Ketiga,  pelaksanaan (actuating) merupakan
pendekatan yang dilakukan dengan caramemberdayakan seluruh individu dalam
kelompok agar mempunyai kemauan dan usaha untuk mendapatkan hasil sesuai
dengan persigpan dan perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
Terakhir, pengawasan (controlling) merupakan cara untuk menentukan apa sgja
yang harus dicapai, mulai dari prinsip, apayang sudah selesai, dan apa sgjayang
harus diperbaiki agar sesuai dengan rencana dan mencapai standar(A. Sujaya et

al., 2020).



Aset tetap merupakan harta yang jelas wujudnya dan jel as kepemilikannya
bernilai ekonomis melebihi satu tahun yang diperuntukan dalam kegiatan
pemerintahan atau rakyat umum. (Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2010).
Dalam pel aksanaannya, aset tetap merupakan aset utamalembaga pemerintahan,
karena kegiatan pemerintah dan penggunaan aset tetap tidak dapat dipisahkan.
Untuk mewujudkan pengelolaansaset yang hemat biaya, efektif, dan efisien,
pemerintah memerlukan pengelolaan aset yang tepat. Dengan undang-undang
yang telah ditetapkan; hal tersebut idealnyahisadicapai.

Aset tetap dikategorikan menjadi 6 yaitu tanah; peralatan dan mesin;
gedung dan bhangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan
konstruks dalam pengerjaan. Berdasarkan informasi yang diambil dari sebuah
berita mengenal aset daerah yang diklaim oleh Pemerintah Daerah dan dicatat
pada neraca Kabupaten Pekalongan banyak tanah; gedung dan bangunan yang
tidak. dioprasikan.yang berada di daerah Kabupaten hingga perbatasan dengan
Kota Pekalongan. Dart banyaknya aset yang dimiliki_oleh Pemerintah Daerah
kini sudah mula bersertifikat dengan tujuan sebagai salah satu cara untuk
melindungi aset Pemerintah Daerah. Ketika sebuah aset tetap dijadikan suatu
properti investasi maka aset tersebut sudah tidak menjadi aset tetap dan berubah
menjadi akun properti investasi. Pada saat ini baik Kemenkeu melalui Direktorat
Jendral Perbendaharaan (DJPb) belum menetapkan kodefikasi akun bagi
properti investasi sehingga bagi pemda yang sudah menerapkan PSAP No.17
akan berakibat terjadi kesalahan pada penygjian laporan keuangan, karena

perbedaan pel etakan akun akibat tidak adanya ketetapan kodefikasi akun. Hal ini
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akan berakibat ketikarekonsiliasi |aporan keuangan baik tingkat daerah maupun
provinsi.

Menurut (A. Sujaya et a., 2020) dalam penelitiannya pada BPKAD Kota
Bandung menemukan bahwa penerapan SAP yang ada saat ini berbasis akrual,
namun penerapannya tidak seluruhnya sesuai pada PSAP No. 07, hal tersebut
dikarenakan pengelolaan aktiva tetap.yang sampal saat ini belum terkoordinas
dengan baik dan harus ditingkatkan agar penyajian informasi berdasar pada
peraturan yang harus diterapkan. Diluar 1tu BPKAD Kota Bandung belum
mel akukan inventarisasi aset tetap sehingga keberadaan aset tetap rancau karena
adanya perpindahan tidak wajar, kemudian adanya aset yang dikuasai oleh pihak
lain karena belum adanya bukti kepemilikan oleh BPKAD Kota Bandung.

Menurut (Hasan et al., 2023) dalam penelitiannya mengenai bagaimana
perlakuan akuntansi aktiva tetap pada RSUD Malang dijelaskan bahwasannya
pencatatan. nilai.awal pada aset tetap diambil dari_harga perolehan, perhitungan
dengan metode garis lurus pada penyusutan aset tetap dan tidak ada penilaian
ulang pada aset tetap. Penyajian aset tetap pada neraca sudah sesuai kemudian
informasi mengenai kondis keuangan pada RSUD Malang juga telah disgjikan
pada CaLK sebanding dengan PSAP No. 07.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pendliti
tertarik untuk melakukan tinjauan mengenai bagai mana perlakuan akuntansi aset
tetap mulai dari pengakuan hingga penygjian aset tetap serta perlakuan
pemerintah daerah dalam penerapan properti investasi. Objek pendlitian ini

adalah BPKD Kabupaten Pekalongan, pemilihan objek di lokas tersebut karena
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BPK D Kabupaten Pekal ongan merupakan lembaga yang memiliki dan mengatur
aset tetap milik daerah Kabupaten Pekalongan dan harus dianalisis apakah
perlakuannya sudah sesuai dengan kebijakan akuntansi atau belum. Kemudian
melihat fenomena yang ada pada K abupaten Pekal ongan pemanfaatan aset tetap
tanah, gedung dan bangunan belum optimal dimana dalam penelitian ini aset
tersebut dikelola oleh pemda K abupaten Pekalongan. Dengan adanya peraturan
baru yang berkaitan dengan penyewaan Aset atau Barang Milik Negara yakni

PSAP Nomor 17 mengena Properti Investasi dan PSAP No.07 terkait perlakuan

akuntans aset tetap, maka penelitimemberi judul atas penelitian ini adalah:

“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada

BPKD Kabupaten Pekalongan”.

. Rumusan M asalah
Atas dasar permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini, maka
perumusan. masalahnya yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan bangunan
berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07
yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Pekalongan?

2. Bagaimana BPKD Kabupaten Pekalongan bisa menerapkan PSAP No.17
mengenai Properti Investasi pada laporan keuangan?

. Pembatasan M asalah
Berdasarkan | atar belakang dalam penelitian ini maka pembatasan masal ah

ini diambil gunamembatasi sefauh mana peneliti akan membahas mengenai aset
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tetap yang akan diambil sebagai objek penelitian yakni tanah, gedung dan
bangunan. Serta keputusan yang diambil BPKD Kabupaten Pekalongan dalam
menanggapi PSAP No. 17. Objek pada penelitian ini hanya aset tanah, gedung
dan bangunan. Kemudian untuk PSAP No. 17 hanya membahas mengenai
kemungkinan salah sgji yang akan terjadi pada laporan keuangan pemda
Kabupaten Pekal ongan pada tahun2023.
. Tujuan Pendlitian
Tujuan peneliti-melakukan penelitian pada BPKD Kabupaten Pekalongan
adal ah untuk memantau perlakuan akuntansi pada aset tetap tanah, gedung dan
bangunan mdiputi pengakuan, pengukuran, penilaian awa aset tetap,
pengeluaran setelah perolehan, pengukuran berikutnya, penghentian dan
pel epasan, sertapengungkapan. Kemudian untuk mengetahui bagaimana BPKD
Kabupaten Pekalongan menerapkan PSAP No. 17 ketika dari kementerian
keuangan belum. mengel uarkan kodevikasi akun untuk.menghindari salah sgji
pada pel aporan keuangan tahun 2023.
. Manfaat Penelitian
Penelitian mengena beberapa aset tetap ni nantinya bisa dimanfaatkan
olen kalangan bak penerapan secara langsung maupun akademis atau
pembel g aran.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan informasi
sehubungan dengan bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap khususnya

pada tanah, gedung dan bangunan yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan
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Keuangan Daerah apakah sudah sesuai dengan PSAP No.07 mengenai Aset

Tetap dan PSAP terbaru yakni mengenai Properti Investasi. Kemudian

penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mengembangkan ilmu

pengetahuan yang secarateoritis dapat dipelgari sebagai saranabelgjar dalam

perkuliahan.

. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat dari hasil penelitian untuk peneliti sendiri yakni sebagai

salah satussyarat kel ulusan dari Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Kemudian dapat menambah pengetahuan penéliti mengenal bagaimana
BPKD menerapkan perlakuan akuntansi aset tetap tanah, gedung dan
bangunan yang sesuai dengan PSAP No. 07. Selain itu peneliti juga akan
lebih. mengetahui mengenal apa itu Properti lnvestasi pada Pemerintah
Daerah. Kemudian peneliti juga bisa menggunakan proses dari penelitian
ini sebagal salah satu penerapan pembelgaran yang diterima selama
kegiatan perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai

acuan literatur dalam mempelgari mengenai perlakuan akuntansi tetap
tanah, gedung dan bangunan khusunya pada lembaga pemerintah.

Pembaca juga bisa mengetahui jika ada akun baru pada laporan keuangan
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mengenai properti investasi. Selain itu pembaca juga dapat menggunakan
hasil penelitian sebagai acuan referensi dalam penelitian selanjutnya.
c. Bagi Almamater (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekal ongan)

Dapat dijadikan sebagai sumber pustaka yang bermanfaat bagi para
peneliti lain dan dapat dijadikan sebagai referensi selama pembelgjaran
maupun penulisan penelitiansgienis di lingkungan kampus UIN K.H
Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun diluar kampus.

d. Bagi Badan Pengelola K euangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan

Dengan adanya penelitian ini juga dapat memberikan masukan
mengenal perlakuan akuntans tetap khususnya pada aset tanah,gedung
dan bangunan pada BPKD dan bisa dijadikan sebagai bahan eveluas
dalam perbai kan maupun peningkatan kinerja. Kemudian sebagai referens
mengenal penerapan PSAP No. 17 yang masi h tergolong baru bagi BPKD
Kabupaten Pekal ongan.

F. Sistematika Pembahasan
Sistematika pada penulisan penelitian ini adalah terdiri atas lima bab yang
mana setiap bab didalamnyaterdapat beberapa sub bab:
BAB | PENDAHULUAN
Sistematika pembahasan yang pertama pada penelitian ini dimulai dari
BAB 1, dimana pada bab ini berisi beberapa sub bab seperti latar belakang,
rumusan masalah, pembatasan permasalahan, tujuan, serta manfaat yang akan
diperoleh dari pendlitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Alasan bagian

ini diletakkan pada awa pembahasan agar para pembaca mampu memahami
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alasan penelitian ini serta pokok bahasan yang akan di bahas pada bab
berikutnya.
BAB || LANDASAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

Pada bab dua, sub bab yang pertamaadal ah landasan teori dimananantinya
akan dijelaskan mengenai teori apa yang digunakan dan relevan dengan
penelitian kemudian penerapan teori, pada penelitian tersebut bagaimana. Sub
bab yang ke dua yaitu tel aah pustaka atau keji an terdahul u, dimana pada sub bab
ini akan di uraikan:'beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan
penelitian ini dan akan dijelaskan beberapa poin terkait persamaan maupun
perbedaan dari penelitian yang dilakukan. Dengan adanyatel aah pustaka peneliti
akan mendapatkan gambaran kemudian landasan dari penelitian yang akan
dilakukan. Selain itu juga ada kerangka berpikir, dimana pada kerangka berpikir
disgikan sebuah alur pemecahan masalah melalui bagan yang disgjikan secara
sederhana.
BAB IlIl METODE PENELITIAN

Pada bagian metode penelitian, bab ini;menguraikan beberapa sub bab
seperti jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, kemudian lokasi
tempat penditian, bahkan hingga teknik atau cara penditi dalam menganalisis
dan memvalidas data yang diperoleh nantinya.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat ini menjadi pokok utama dalam sebuah penelitian, dimanapada

bab ini akan dijelaskan secara keseluruhan mengenai hasil penelitian dari objek
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yang diteliti dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan, sehingga para
pembaca akan menemukan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti.
BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup terdapat tiga sub bab yakni kesimpulan, kendala
penelitian serta implikasi teoritis dan praktis. Kesimpulan dari penelitian ini
akan memuat semuaisi dari beberapabab yang dijel askana secara singkat hingga
hasil penelitiannya. Kemudian kendala yang dialami selama peneliyian dan

implikasi yang bisa diterapkan.



BAB ||
LANDASAN TEORI
A.Landasan Teori

Teori merupakan sekumpulan pengembangan (gagasan), definisi dan
perluasan kemampuan untuk menilai suatu permasalahan dengan rinci dan
menyeluruh, dengan melakukansperincian kaitan antar faktor hingga bisa
digunakan untuk memahami dan meramalkan suatu kejadian. Teori digunakan
untuk menjelaskan . permasalahan penelitian sehingga para pihak yang
membutuhkan penelitian dapat dengan pasti mengenali permasal ahan yang ada
pada objek yang diteliti (Ence, 2020).

Teori legitimasi pada pemerintah merupakan sebuah pendekatan yang
dilakukan oleh lembaga untuk menjelaskan bagamana pemerintah
memeperoleh dan mempertahankan keabsahan merekan dalam masyarakat. Hal
ini dilakukan karena BPKD sendiri merupakan lembaga. pemerintah yang
mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan erat dengan keuangan sehingga
diperlukan kepercayaan masyarakat yang kuat terkait otoritasnya.

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07
PSAP No. 07 idah dasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh
lembaga pemerintahan dalam mengel ola aset tetap yang akan disgjikan pada
laporan keuangan dan digunakan oleh pihak internal maupun eksternal. Agar
perlakuan akuntansinya tetap terkontrol maka lembaga pemerintahan
diwagjibkan untu menerapkan PSAP ini, sehingga pihak eksternal maupun

internal yang membutuhkan laporan keuangan dapat memahami informasi
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dan perubahan ataupun kondisi keuangan. Permasalahan yang sering terjadi
pada saat pembuatan laporan keuangan khususnya pada perlakuan akuntansi
aktivatetap adal ah pengakuan aktiva, penentuan jumlah tercatat, pembebanan
penyusutan, dan rugi penurunan nilai aktiva atas aset tetap (Hasan, 2023).

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau
jugabiasadisebut sebagai BuletinTeknis Standar Akuntansi Pemerintah sama
halnya dengan PSAP, dimana PSAP ini merupakan isi dari SAP yang sudah
di kelompokkan sesual dengan apa yang diatur. Tujuannyauntuk menghindari
kesalahpahaman saat menggunakan PSAP dan menyelesaikan masalah
teknis. Sebelum diterbitkan rancangan IPSAP harus sudah diserahkan pada
BPK paling lambat 14 hari sebelumnya (Linggariama, 2020)

. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah praktik akuntansi non-komersial yang
berpusat._dalam_pengelolaan keuangan publik. mulai.dari. perencanaan,
pelaksanaan hingga pelaporan anggaran. Dengan demikian akuntansi
pemerintahan mengikuti prinsip-prinsip dasar akuntansi  bisnis dan
menyesuai kannyadengan praktik dan'kondisi instansi pemerintah(Herdiyana,
2021).

(Public finance) atau keuangan publik merupakan salah satu penerapan
akuntans pemerintah, dimulai dari penganggaran hingga seluruh dampak
yang terjadi baik secara permanen atau sesaat diseluruh sektor publik. Abdul
Halim menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan merupakan pelayanan

penyedia informas kuantitatif khususnya keuangan lembaga pemerintah,
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yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi tersebut
sebagai pengambilan keputusan ekonomi (Sengkey, 2022).

Dikutip dari PP No. 71 Tahun 2010 “Akuntansi Pemerintahan Daerah
adalah acuan yang digunakan oleh berbagai kalangan baik itu interna
maupun eksternal dalam melakukan identifikasi hingga pelaporan transaksi
yang terjadi pada masing-masinginstansi pemerintah.” (Ulfi, 2022).

. Aset Tetap

PSAP No. 7.menjel askan bahwa yang dimaksud dengan aset tetap ialah
harta berwujud yang difungsikan untuk menunjang kegiatan-kegiatan publik
serta berumur ekonomis lebih dari satu tahun. Tujuan penggunaan aset ini
adalah untuk membantu proses produks dalam mensuplay barang atau
pelayanan bagi para penyewa, atau sebaga Sarana mangeria yang
diupayakan pemanfaatannya melebihi satu tahun (A. Sujaya et al., 2020)

Aset tetap juga merupakan sumber ekonomi.yang.dikuasai lembaga
pemerintah yang digunakan sebagal pendukung pelaksanaan bermacam-
macam kegiatan operasiona dilembaga pemerintahan, kegiatan operasiona
jangka panjang dalam setigp kegiatan norma memiliki masa manfaat
melebihi satu tahun dimana jumiah tersebut cukup material (Lubis, 2022).

Suharli menjelaskan bahwaaktivatetap jugabiasa disebut sebagai plant
asset atau fixed asset yang merupakan aset berwujud (tangible asset) dan
mempunyai umur ekonomis melebihi satu periode serta memiliki nilai
material sebagai aktivitas operasi normal perusahaan, juga bernilai materilal

pada pengel uarannya yang besar (Kapa, 2021).
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4. Klasifikasi Aset Tetap
Seperti yang telah disebutkan pada paragraf 4 PSAP No. 07, jenis-jenis
aktivatetap terdiri atas:

a. Tanah, tanah masuk pada kategori aset tetap apabilatanah tersebut dipakai
pada aktivitas operasional pemerintah dan kondisi tanah tersebut sudah
siap pakai. Terdapat beberapatanah yang tidak dioprasikan yang dikuasai
oleh pemda Kabupaten Pekalongan yang sudah bersertifikat namun ada
beberapa diantaranya belum Dbersertifikat. Aset tanah yang
dikuasai/dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan akan dipasang plang
guna menunjukan bahwa tanah tersebut milik pemerintah.

b. Peralatan dan mesin, golongan aset ini diantaranya mesin dan kendaraan
bermotor, peralatan el ektronik, dan semua barang yang dimiliki lembaga
pemerintah selain itu peraatan lain yang bernila tinggi dengan umur
ekonomis.melebihi satu tahun dan sudah bisa digunakan.

c. Gedung dan bangunan, terdiri atas semua gedung dan bangunan yang akan
digunakan dan dioprasikean dalam keadaan bisa di paka. Gedung yang
dimiliki/dikuasal pemda Kabupaten Pekalongan selain gedung yang
digunakan untuk bangunan pemda ada pula bangunan lain seperti Gedung
Pertemuan Umum (GPU), Gedung Kesenian, dan Gedung Nusantara.
Gedung-gedung tersebut biasanya hanya disewakan dan dijadikan sebagai

tempat pertemuan atau kegiatan Pemda.
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d. Jalan, irigasi, dan jaringan. Semuajenis aset ini yang dibuat dengan dana
dari pemerintah juga dikuasai oleh lembaga pemerintah dan aset ini sudah
pada kondisi siap digunakan.

e. Aset tetap lainnya, selain yang sudah disebutkan sebelumnya aset tetap
yang dimiliki masuk pada kategori aset ini, dimanfaatkan dalam aktivitas
kerja pemerintah yang sudah bisa digunakan.

f. Konstruks dalam pengerjaan, ketikaimasih dalam proses pembuatan dan
belum sepenuhnya bisa digunakan pada saat pelaporan keuangan maka
aset tetap tersebut termasuk pada ketegori jenis.ini (Rarabong, Amadea
Kirsthe, 2023)

5. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap
Cara perusahaan dalam mencatat hingga melaporkan |aporan keuangan
mereka disebut sebagal perlakuan akuntansi. Menurut PSAP No. 07 terdapat
tujuh perlakuan akuntansi aset tetap yakni:

a. Pengakuan aset tetap, berdaraskan PSAP No. 07 suatu aset agar suatu aset
masuk kategori aset tetap, maka aset tersebut harus nyata dan memiliki
kriteria seperti, memiliki umur ekonomis melebihi satu periode atau 12
bulan, dapat diukur dengan tepat biaya perolehan asetnya, sebagal
pendukung kegiatan oprasional aset tersebut tidak ditujukan untuk dijual,
justru dimiliki dengan tujuan untuk dioprasikan. Pengakuan aset tetap
harus cermat pada saat perolehan atau perpindahan kepemilikannya
maupun kekuasaannya. Diterbitkannya sertifikat atau bukti transaksi yang

sah adalah salah satu bukti agar aset bisa diakui dan dibuktikan
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kepemilikannya bahwa secara hukum telah terjadi perpindahan
kepemilikan dan kekuasaan. Ketika perpindahan tersebut belum terbukti
secara hukum dikarenakan masih dalam proses administrasi, maka aset
tersebut bisa diakui apabila ada bukti lain seperti bukti pembayaran
maupun penguasaan sertifikat walaupun masih atas nama pemilik
sebelumnya.

. Pengukuran aset tetap, biaya perolehan dijadikan dasar dalam pengukuran
aset tetap. Ketikatidak memungkinkan penilai an aset tetap atas dasar biaya
perolehan/maka penilaian aset tetap bisa menggunakan nilai wajar pada
saat perolehan. Biaya perolehan terdiri atas seluruh biaya yang digunakan
pada saat pembuatan atau perol ehan aset tetap seperti biaya pekerja, bahan
baku, biaya perencanaan, penyewaan peralatan yang dibutuhkan hingga
penggunaan tenaga listrik.

..Penilaian awal aset tetap, apabila aset telah diakui.sebagai aset tetap maka
aset tersebut akan diukur dengan biaya perloehan sebagai dasar
perhitungannya. Apabila aset yang dimiliki merupakan aset pemebrian
atau tanpa nila” perolehan maka senilai dengan nila wajar pada masa
perolehan. Pada saat awa penyususnan neraca, nilai perolehan yang
digunakan juga sama yakni menggunakan nilai wajar.

. Pengeluaran setelah perolehan, perlakuan ini akan menambah umur
ekonomis suatu aset yang akan berdampak pada kapasitas,mutu produksi,
ataupun standar kerja yang digunakan sehingga nilai tercatat aset tersebut

juga bertambah. Seluruh entitas memiliki jumlah biaya kapitalisas



23

(capitalization thresholds) yang beragam dan tidak bisa disamakan. Hal
ini disebabkan oleh perbedaan kondisi oprasional dan keuangan dari
masing-masing entitas. Apabila jumlah tersebut sudah ditetapkan maka
harus diungkapkan pada CaLK masing-masing entitas dan dilaksanakan
secara konsisten.

. Pengukuran berikutnya, pengurangan biaya perolehan oleh akumulasi
penyusutan merupakan dasar penyajian aset tetap. Ketika aset disgjikan
dengan penyesuaiannya sesual akun masing-masing maka telah terjadi
penilaian kembali. Didalam pengukuran berikutnya penggunaan metode
penyusutan sesual dengan masa manfaat. penggunaan metode harus bisa
menjelaskan kepada pemerintah mengenal manfaat ekonomik atau jasa
yang bisaditerimaoleh pemerintah. Pengurang nilal tercatat dari aset tetap
merupakan nilai penyusutan aset tetap itu sendiri yang juga diinvestasikan
pada aset tetap. Harus dilakukan penyesuaian. antara. periode sekarang
dengan periode sebelumnya apabila terdapat perbedaan besar pada saat
perhitungan penyusutan yang seharusnya telah ditinjau secara periodik.
Dalan SAP penilaian didasarkan™ atas biaya perolehan atau harga
pertukaran sehingga seharusnya penilaian kembali atau relevaluas itu
tidak dianjurkan. Ketika terjadi suatu penyimpangan maka wajib di
jelaskan pada laporan keuangan mengenai pengaruh penyimpangan
tersebut terhadap kondisi keuangan suatu entitas. Kemudian ketika
terdapat selisih antara nilai tercatat aset tetap dengan nila pada saat

penilaian kembali maka disgjikan pada akun lain yakni investasi.
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f. Penghentian dan pelepasan (retirment and disposal), pengeliminasian
suatu aset pada neraca di lakukan ketika aset tersebut sudah benar-benar
tidak pernah dioprasikan dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan
pemerintahan secara permanen. Kemudian penjelasan mengenai aset yang
telah dieliminasi akan disgjikan pada Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK). Pelepasan aset tetap tidak hanya pada kategori aset tetap yang
sudah tidak digunakan, melainkan jenis aset yang sudah tidak dapat
dikategorikan aset tetap juga akan dieliminasi dan dikategorikan menjadi
akun lain yaitu aset lainnya sesual dengan nominal tercatatnya.

0. Pengungkapan, aset tetap yang harus diungkap dalam |aporan keuangan,
yakni:

i. Dasar penilaian digunakan sebagai penentu nilai tercatat (carrying
amount);

ii... Entitas harus melakukan rekonsilias nilai_tercatat diawa dan akhir
periode.

iii. Pengungkapan informasi penyusutan, mula dari nilai hingga metode,
dan masa manfaat yang dimiliki oleh aset tetap (Komite Standar
Akuntansi Pemerintah, 2010).

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 17
PSAP No. 17 merupakan peraturan atau pedoman yang digunakan oleh
pemerintah pusat dan daerah mengena properti investasi dalam laporan
keuangan. PSAP ini memberikan panduan akuntansi berlaku sebagaimana

satuan kerja menerapkan kebijakan akuntansinya pada aset berwujud yang
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bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset
tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk
meningkatkan nilai aset keduanya. Pada penerapan PSAP Nomor 17
diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat regulatory-based
accounting yang memberikan panduan pencatatan dan penygjian Barang
Milik Negara (BMN) yangsbersifat properti dan bisa menghasilkan
pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset
. Properti Investas

Berdasarkan PSAP No. 17 mengenai properti investasi, dijelaskan
bahwa properti investasi adalah merupakan sumber ekonomi dalam bentuk
properti yang bukan termasuk golongan aset yang digunakan untuk
mendapatkan sewa guna meningkatkan nila fungs suatu aset. Properti
investasi merupakan properti yang dimiliki oleh pemerintah namun tidak
difungsikan dalam kegiatan pemerintahan. Kemudian properti.tersebut juga
tidak digunakan oleh pihak lain sehingga properti tersebut benar-benar tidak
terpakal dan bisa disewakan (MENTERI KEUANGAN REPUBLIK

INDONESIA, 2021).



B. Telaah Pustaka

Tabel 2.1 Telaah Pustaka

No. Namg Judul Hasil Penélitian Persamaan Perbedaan
Penulis

1 | Linggariama, | Analisis Perlakuan | Kantor Kecamatan ~ Ulu | 1. Pembahasan mengenai | 1. Lokasi Penelitian

2020 Akuntansi telah menerapkan perlakuan akuntansi aset | 2. Analisi yang dilakukan
Aset Perlakuan Akuntansi Aset tetap 3. Tidak semua sumber
Tetap Berdasarkan | Tetap sebagian besar sudah | 2. Metode kualitatif datanya sama
Pernyataan Standar | sesuali dengan PSAP No. | 3. Sumber = data  yang | 4. Periode penelitian
Akuntansi 07. Ketidaksesuaian terjadi digunakan.

Pemerintah (PSAP) | pada beberapa pengadaan
No. 7 di Kantor | aset tetap gedung dan
Kecamatan  Lubai | pembangunan berupa pagar
Ulu tetapi | tidak digunakan
(Linggariama, 2020) | dalam aktivitas di Kantor
Kecamatan Lubai.

2 | Christian Analisis Penerapan | Perlakuan aset tetap pada | 1. Metode yang digunakan | 1. Lokasi Penelitian
Morgan Perlakuan Akuntansi | Dinas Perindustrian dan | 2. Analisis terhadap | 2. Waktu penelitian
Moray, Aktiva Tetap | Perdagangan.  Kabupaten perlakuan akuntansi aset | 3. Perlakuan akuntansi
Harijanto Berdasarkan Standar | Wakatobi - telah = sesuai tetap yang dianalisis
Sabijono, Akuntansi dengan PSAP No. 07 PP 3. Sumber data
Steven J. | Pemerintahan Pada | No. 71 Basis Akrual 4. Metode pengumpulan
Tangkuman, | Dinas Perindustrian data
2021 Dan  Perdagangan

Kabupaten Wakatobi
Tahun 2018-2020
(Moray, 2021)
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Agustiani, Analisis  Perlakuan | Hasil dari penelitian ini | 1. Metode yang digunakan | 1. Lokasi penelitian
2021 Akuntansi Aset | menunjukkan bahwa | 2. Menganalisis perlakuan | 2. Waktu penelitian
Tetap Berdasarkan | komponen aset PSAP No. akuntansi aset tetap 3. Variabel penelitian
PSAP Nomor 07 |07 vyaitu klasifikasi aset, | 3.s«Sumber data 4. Perlakuan akuntansi
Pada Dinas | pengakuan, . pengukuran, ['4. Metode pengumpulan yang dianalisis
Kesehatan Kota | penilaian, penyusutan, data 5. Sumber  data tidak
Bitung (Studi Kasus | penghentian dan pelepasan, semuanya sama
Di Puskesmas | serta/ pengungkapan telah 6. Penyajian hasil analisis
Sagerat) memadai prinsip PSAP No.
(Agustiani, 07 'tentang akuntansi aset
2021)(Moray, 2021) | tetap.
Baso R, | Analisis Perlakuan | Hasil penelitian | 1. Sama-sama 1. Metode yang digunakan
Selfiana Akuntansi Aset | menunjukkan bahwa aset menganalisis perlakuan | 2. Lokasi Penelitian
Bintari, & | Tetap pada Badan | tetap yang tercantum di akuntansi terhadap aset | 3. Waktu penelitian
Sumarni, Pengelolaan dalam Neraca BPKD pada tetap. 4. Pedoman analisis yang
2020 Keuangan Daerah | tahun 2015 sampai tahun | 2. Objek yang digunakan digunakan
(BPKD) 2019 sudah sesuai dengan penelitian sama-sama di | 5. Aplikasi pengelola
(R, Baso; Selfiana | PSAP.._No. 07 tentang BPKD walaupun laporan aset tetap yang
Bintari, 2020) Akuntansi Aset Tetap dan lokasinya berbeda digunakan
masing-masing aset tetap | 3./Menggunakan peraturan
diungkapkan dalam laporan pemerintah
keuangan BPKD
menggunakan aplikasi
SIMDA.
Thanwain, Analisis  Perlakuan | Hasil penelitian ini | 1. Metode penelitian yang | 1. Metode analisis
Nur Fadhila | Akuntansi Aset | menunjukkan bahwa digunakan adalah | 2. yang digunakan pada
Amri, 2022 Tetap pada | perlakuan akuntansi aset metode penelitian penelitian terdahulu
Pemerintah Daerah | tetap pada pemerintaha kualitatif mengguna-
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Kabupaten daerah kabupaten enrekang | 2. Menganalisis perlakuan |3. kan  metode  analisi
Enrekang sudah sesuai dengan PSAP aset tetap pada lembaga komparatif
(Amri, 2022) No. 07. Untuk klasifikasi pemerintah 4. Lokasi penelitian
pengakuan,  pengukuran, | 3. Standar akuntansi yang | 5. Objek penelitian
penghentian, .dan eliminasi, digunakan 6. Periode penelitian
serta penyusutan sudah | 4. Variabel yang | 7. Tujuan penelitian
sesuai .dengan kebijakan digunakan.
PSAP Nomor 07 Tahun
2010.
Citra  Indah | Penerapan PSAP. 07 | Hasil  penelitian ~ yakni | 1. Variabel 'yang dibahas |1. Lokasi penelitian dan
Merina, Tentang Akuntansi | secara keseluruhan Dinas yaitu mengenai aset waktu penelitian
\erawaty, Aset Tetap Pada | Sosial Provinsi Sumatera tetap dan penerapan 2. Pembahasan PSAPnya.
Fiska Andini | Dinas Sosial | Selatan telah sesuai dengan PSAP No. 07,
Manoppo, Propinsi  Sumatera | Peraturan Pemerintah | 2. Metode penelitian yang
2019 Selatan Republik Indonesia No. 71 digunakan
(Merina, 2019) Tahun 2010 Standar menggunakan  metode
Akuntansi Pemerintah No. kualitatif dengan
07 tentang Aset Tetap pada pendekatan deskriptif
kegiatan operasional | 3. Data yang digunakan
pemerintah. juga data_primer dan
skunder.
Eliza Analisis  Pelakuan | Hasil penelitian ini yaitu | 1. Memiliki tujuan untuk | 1. Objek penelitian dimana
Noviriani, Akuntansi Aset | analisis perlakuan aset tetap menganalisis bagaimana pada kasus ini lebih
dan Tetap/ Barang Milik | khususnya alat besar ini perlakuan akuntansi aset berfokus pada aset tetap
Aprilazuardi, | Daerah Alat Besar | mengacu kepada Peraturan tetap dengan khusunya alat berat yang
2021 Dinas Pekerjaan | Pemerintan  Nomor 71 berdasarkan PSAP 07. dimiliki oleh DPUPR
Umum dan Penataan | Tahun 2010 tentang | 2. Sumber data  yang Kabupaten Sambas.
Pernyataan Standar digunakan juga sama

8¢



Ruang
Sambas.
(Noviriani, 2021)

Kabupaten

Akuntansi Pemerintah
Nomor 07 yaitu perlakuan
aset tetap, Dinas Pekerjaan
Umum dan Pnetaan Ruang
Kabupaten Sambas untuk
perlakuan aset tetap
khususnya alat besar sudah
sepenuhnya merujuk
kepada Peraturan
Pemerintah  Nomor 71
tahun 2010 tentang PSAP
No. 07.

dari primer dan
sekunder.

3. Teknik  pengumpulan
data yang digunakan
dengan  menggunakan
wawancara, observasi,

dan dokumentasi.

2. Lokasi
penelitian
3. Metode yang digunakan

dan waktu

khususnya pada
pendekatannya

penelitian ini
menggunakan jenis

pendekatan fundamental.

Eka UlIfi
Khanifiyah,
Arif Hartono,
Nurul

Analisis
Implementasi
Perlakuan Akuntansi
Aset Tetap PSAP

Hasil penelitian
menemukan bahwa
perlakuan akuntansi aset

tetap yang diterapkan pada

[

. Tujuan peneletian

2. Metode yang digunakan
dimana penelitian ini
juga sama menggunakan

1. Objek dan lokasinya
yang berada  Dinas
PMPTSP Kabupaten
Ponorogo

Hidayah, No. 07 Berdasarkan. | dinas. PMPTSP Kabupaten metode kualitatif dengan | 2. Waktu penelitian yang
2022 PP No. 71 Tahun | Ponorogo telah  sesuai pendekatan deskriptif. dilakukan juga menjadi
2010 dengan Peraturan | 3. Teknik  pengumpulan perbedaan dalam
(UIfi, 2022) Pemerintah No. 71 Tahun data juga sama melalui penelitian ini.
2010. wawancara dan
observasi.
Regina Marta | Perlakuan Akuntansi | Hasil dari penelitian ini | Persamaan penelitian | Perbedaan penelitian
Deyu, 2022 Pada Aset | menunjukkan bahwa | terletak pada PSAP vyang | terletak pada metode yang
Bersejarah Pengelolaan Aset | diterapkan dan dianalisis, | digunakan, karena pada
Berdasarkan PSAP | Bersejarah di Kabupaten | kemudian juga sama-sama | penelitian ini menggunakan
07 Tahun 2010 Di | Tanah Datar dalam hal | membahas mengenai | metode kualitataif dengan
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Kabupaten  Tanah
Datar

(Deyu, 2022)

perlakuan aset bersejarah
dari  segi  pengakuan,
penilaian, dan
pengungkapan belum
tercapai karepa dart aturan
PSAP 07° Tahun 2010
tentang Akuntansi  Aset
Tetap bagian aset sejarah
terdapat 8 paragraf tetapi
BKD Kabupaten Datar

bagaimana perlakuan
akuntansi dilakukan.
Kemudian teknik
pengumpulan data yang
digunakan  juga sama
dengan .yang dilakukan
penulis.

pradigma interpretif. Selain
itu perbedaan objek utama
yaitu pada penelitian ini
hanya membahasa aset
bersejarah saja.

hanya  menerapkan 5
paragraf dan ada 3 paragraf
yang tidak diterapkan.
10 | Rini Nurjanah | Analisis Akuntansi | Hasil penelitian ini | Persamaan penelitian ini | Tujuan penelitian bukan
Aset Tetap Pada | menunjukkan bahwa | adalah pada sumber data | terfokus pada perlakuan
Badan Kepegawaian | perlakuan Akuntansi Aset | yaitu data primer dan | akuntansi melainkan pada
Daerah (BKD) | Tetap pada Badan | sekunder yang diperoleh | efektifitas perlakuan
Provinsi  Sumatera. | Kepegawaian Daerah | dengan dokumentasi dan | akuntansinya,  kemudian

Selatan Berdasarkan
Pernyataan Standar
Akuntansi
Pemerintah (PSAP)
No. 07

(Nurjanah, 2020)

(BKD) Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2018, sudah
sesuai dengan Permyataan
Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP) No. 07.

observasi, selain itu metode

analisisnya juga sama yaitu
menggunakan  deskriptif
kualitatif.

metode yang digunakan

juga  campuran  yaitu
kualitatif dan kuantitatif.
Setting  penelitian  dari

waktu dan tempat juga
berbeda.
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C. Tentative Theory Constract

Kerangka berfikir atau kerangka teori adalah suatu bagan yang akan
mengaitkan sebuah teori dengan variabel yang akan diamati dan diterapkan
melalui penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini menjelaskan mengenai
bagaimana perlakuan akuntansinya pada aset tetap yang dimiliki pemda
Kabupaten Pekalongan terutama pada tanah, gedung dan bangunan mulai dari
pengakuan, pengukuran, .penilaian” awal, pengeluaran setelah perolehan,
pengukuran berikutnya, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset
tetap. Kemudian nantinya akan dianalisis apakah perlakuan akuntansinya telah
sesuai dengan standar pemerintah pada PSAP No. 07 yakni PSAP yang
menjelasakan mengenal perlakuan akuntansi aset tetap. Kemudian bagaimana
pemda Kabupaten pekalongan menyajikan properti investasi pada laporan
keuangannya. Properti Investasi dapat diterapkan pada pemda Kabupaten
pekalongan.dengan melihat potens dari beberapa gedung ataupun.tempat yang
tidak dipaka oleh Pemda sehingga bisa diaihkan pemanfaatannya menjadi
properti investasi yang bisa meningkatkan ‘pendapatan pemerintah daerah
dimana pendapatan tersebut nantinya bisa digunakan dalam membiayai kegiatan

pada pemerintah daerah.
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PSAP NO.O7

PSAP NC.1T




BAB |11
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan termasuk padajenis penelitian kualitatif, alasan
menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian ini berkaitan dengan analisis
dimana analisis itu nantinya akan 'membutuhkan informasi mengenai objek
penelitian yang akan telitl. Sebagal penelitian kualitatif maka membutuhkan
banyak data dimana:salah satunya diperoleh secara langsung dari informan,
kemudian untuk memperkuat hasil wawancara tersebut peneliti menggunakan
studi pustaka sebagal |landasan maupun penyusunan teori yang akan digunakan.
B. Pendekatan Penelitian
Peneliti 'memilih menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian
yang dilakukan. Data yang akan diolah oleh peneliti berasal dari kegiatan dan
jugadata pendukung yang berkaitan dengan penelitian.sehingga pendekatan ini
sesual dengan data yang akan diolah nantinya. Oleh karenaitu, metode kualitatif
dengan pendekatan deskriptif akan membantu peneliti dalam mengumpulkan
informasi yang nantinya akan dianalisis dan dikembangkan kemudian disgjikan
secara deskriptif dan lengkap mengena objek penditian (Moray, 2021).
C. Setting Pendlitian
1. Lokas Penelitian
Lokas penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.
Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam

penelitian kualitatif karena terkait langsung dengan objek penelitian yang
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dilakukan. Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan yang menjadi objek
penelitian ini berlokas di Kecamatan Kagen daerah Alun-alun Kaen,
tepatnya J. Sindoro No.7, Tambor, Nyamok, Kecamatan Kgen, Kabupaten
pekalongan, Jawa Tengah, 51161.
2. Waktu Penelitian
Untuk mendapatkan dataterbaru penelitian ini dilakukan pada tahun
2024. Selama waktu penelitian peneliti-mengumpulkan beberapa informasi
yang berkaitan dengan apa yang diteliti.
. Subjek Pendlitian
Dengan  menggunakan metode kualitatif, untuk mendapatkan subjek
penelitian atau informan bisa melalui tiga cara. Ketiga cara yang tepat tersebut
adal ah prosedur bola salju (snowball), prosedur kuota, serta prosedur purposif.
Peneliti - menggunakan metode purposif pada penelitian ini untuk
memperoleh. informan yang tepat. Dengan menggunakan. prosedur purposif
maka cara menentukan inferman dalam penelitian ini yakni informan yang
sesual dan relevan dengan kriteria permasalahan penelitian. Oleh karena itu
peneliti akan menentukan key person yang akan diwawancarai mengenai objek
penelitian yang akan diambil.
Dalam pendlitian kualitatif, salah satu hal yang terpenting adalah ketika
menentukan key person (informan kunci) yang sesuai dengan fokus penelitian.
Pada saat pra penelitian peneliti menimbang beberapahal dan memilih beberapa

orang yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan bisa memberikan data yang
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diperlukan, karenainforman merupakan sumber data bagi peneliti. Adapun yang
menjadi informan pada penelitian mengenai aset tetap ini adal ah sebagai berikut:
1. Kepaa Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
Peneliti melakukan wawancaradengan Bapak M. Fatah Zubaid, S. Kom
selaku Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKD
Kabupaten Pekalongan dikarenakan Bapak Fatah berperan penting dalam
pengelolaan aset di BPKD Kabupaten Pekal ongan dan juga seluruh SKPD di
Kabupaten Pekalongan. Sehingga narasumber memahami bagaimana
pengelolaan dan perlakuan akuntansi pada aset tetap. Oleh karena itu Bapak
Fatah sesual sebagai informan kunci dalam pendlitian mengenal perlakuan
akuntansi pada aset tetap yang dilakukan oleh penéliti di BPKD Kabupaten
Pekal ongan.
2. Kepala Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah
Narasumber ke-dua adalah Ibu Siti Barokah . S.E. selaku. Kepala Sub
Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah di BPKD Kabupaten Pekalongan.
Beliau berperan dalam memberikan informasi pendukung dan penguat dari
informasi yang diberikan oleh Bapak Fatah selaku narasumber pertama
mengenai perlakuan akuntansi.
3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pembukuan
Narasumber ketiga adalah Bapak Sigit Soeseno, S.E selaku Kepaa
Bidang Akuntansi dan Pembukuan. Beliau memahami mengenai pencatatan
dan standar akuntans yang harus diterapkan oleh BPKD Kabupaten

pekalongan dalam pembuatan laporan keuangannya. Beliau juga menjadi
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salah satu perwakilan dari PEMDA Pekalongan pada saat pertemuan
pembahasan mengenal penerapan PSAP No. 17 tentang Properti Investasi.
4. Staff Bidang Akuntansi dan Pembukuan
Bapak Sigit Dwi Kusdyanto, S.Ak merupakan narasumber keempat dan
memberikan informasi mengenai properti investasi. Beliau jugaikut bersama
Bapak Sigit Soeseno pada saat.pertemuan pembahasan PSAP No. 17 di Solo
dan Semarang.
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas K euangan Daerah
Bapak ‘Ujianto selaku salah satu pengawas internal dari Inspektorat
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan narasumber ke
lima dan sebaga pihak eksternal yang mendukung dan melengkapi data
wawancara yang diperolen dari BPKD Kabupaten Pekalongan. Bapak
Ujianto sebelum bergabung pada inspektorat pernah menjadi Kepala Bidang
Aset dan juga Kepala Bidang Akuntansi di BPK D Kabupaten Pekalongan.
E. Sumber Data
1. Sumber Data Primer
Data primer adalah sumber datayang secaralangsung memberikan data
kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah data
utama yang peneliti dapatkan melalui proses wawancara dan pengamatan
langsung kepada para informan khususnya dari key person yang memiliki
kriteria sebagai informan dan diambil dari pegawai BPKD Kabupaten

Pekalongan.
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2. Sumber Data Sekunder
Data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer
disebut dengan data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini meliputi:
Laporan keuangan, dokumen atau arsip mengenal aset tetap, dokumentasi
dari aset, serta informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Yeni,
2020).
F. Teknik Pengumpulan Data
Terdapat beberapa cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh
data yag dibutuhkan pada saat penelitian, yakni:
1. Penelitian lapangan (Field Research), yakni cara yang dilakukan oleh peneliti
dengan langsung mendatangi lokasi penelitian. Kemudian dalam pendlitian
lapangan, bisa menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan
informasi seperti:
a..Dokumentasi yaitu suatu metode untuk memperoleh. data dengan
mel akukan pencatatan pada sumber-sumber data yang adapada penelitian.
Data ini merupakan data sekunder dan data pada umumnya sudah ada dan
dapat dianalisa. Proses pengumpulaninformasi dengan melihat pencatatan
mengenai asetl tetap secara langsung, seperti perolehan, penghentian,
penyusutan hingga penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan
serta hal lain yang berkaitan dan bisa mendukung kegiatan penelitian di
lapangan.

b. Wawancara, ialah proses menggali informasi dengan langsung bertanya

kepada para informan atau key person mengenai hal-hal yang relevan
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dengan pembahasan penelitian. Wawancara dilakukan pada waktu yang
tepat untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti.
Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang berisi garis besar
dalam proses wawancara. Pembahasan pada pedoman wawancara sudah
dipahami terlebih dahulu oleh peneliti. Kemudian wawancara dilakukan
secaramendalam untuk mendapatkan informasi secarajelas dari informan.
. Observas (pengamatan) yakni teknik yang peneliti gunakan untuk
mendapatkan gambaran atau pandangan yang |engkap dan tepat mengenai
objek yang sedang diteliti, kemudian kegiatan apa saja yang dilakukan
oleh bagian yang berkaitan dengan proses penélitian. Pengamatan secara
langsung di lokasi penelitian dilakukan guna memperoleh keterangan data
yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti terkai dengan perlakuan
akuntansl aset tetap dan penyajian akun properti investas pada pemda
Kabupaten Pekal ongan.

Peneliti dalam pengambilan: data observasi® ini menggunakan
observas parisipatif pasif, dimanapeneliti datang di lokasi penelitian yang
akan diamati namun tidak terlibat” langsung dalam kegiatan tersebut.
Sehingga peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi
pengamat yang independen. Teknik ini akan digunakan sebagai pelengkap
data yang telah didapatkan melaui teknik dokumentasi dan wawancara

(Amri, 2022).
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2. Pendlitian Kepustakaan, mempelgari kaian dari literatur terdahulu bisa
menjadi salah satu cara untuk mengumpulkan ataupun menentukan teori apa
dan bagaimana penerapan yang tepat pada objek penelitian (Nadir, 2019).

.Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan aat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan informasiwyang dibutuhkan dalam suatu penelitian
ilmiah. Instrumen penelitian'yang digunakan dalam penelitian ini adal ah:

1. Peneliti sendiri yaitu dengan mengamati kejadian atau peristiwva secara
langsung pada objek penelitian yang kemudian hasil pengamatan dicatat
dalam catatan pengamatan.

2. Pedoman wawancarayaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat ol eh peneliti
untuk ditanyakan kepada informan dengan tujuan mendapatkan berbagai
keterangan dan informasi mengenal objek yang diteliti.

3. Perangkat penunjang seperti buku catatan, alat tulis, dan aat perekam yang
digunakan untuk mencatai dan merekam informas yang diperoleh dilokasi
penelitian.

4. Catatan lapangan 'yang dibuat setelah mengadakan wawancara ataupun
pengamaian yang berisi hasil dari peneitian yang didengar, dilihat, dan
dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi datadalam penelitian
kualitatif.

. Teknik Keabsahan Data
Dalam pendlitian kualitatif juga memerlukan validasi atau biasa disebut

sebagal kredibilitas. Uji kredibilitas atau yang biasa disebut uji keabsahan dan
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reabilitas data memiliki keterikatan antara deskripsi dan eksplanasi. Uji
kredibilitas data memiliki dua fungsi, yaitu melaksanakan pemeriksaan
sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai dan
mempertunjukkan dergjat kepercayaan hasil penelitian kita dengan jalan
pembuktian terhadap objek yang sedang diteliti. Terdapat dua prosedur yang
digunakan oleh peneliti yakni:
1. Triangulasi Sumber Data
Dalam penelitian ini, pengujian terhadap keabsahan datanya dilakukan
dengan caratriangul asi sumber data. Triangul asi dalam pengujian kredibilitas
ini diartikan sebagal pengecekan data dari berbagal sumber dengan berbagai
cara, dan berbaga waktu. Membandingkan dan mengecek balik informas
yang diperoleh dalam penelitian kualitatif, diantaranya dengan cara sebagai
berikut:
a..Membandingkan data hasil pengamatan dengan.data hasil. wawancara
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang wakiu.

Pada penédlitian ini peneliti melakukan triangulasi dalam memperoleh
data untuk mengetahui data yang diperol eh tersebut konsi sten atau tidak. Oleh
karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi akan Iebih meningkatkan

kekuatan data.
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2. Menggunakan Bahan Referensi
Untuk membuktikan data yang diperoleh benar maka pendliti
memerlukan bahan pendukung atau bahan referensi. Contoh dari bahan
referens ini adalah ketika melakukan wawancara bisa didukung dengan
adanya transkip atau hasil rekaman wawancara. Kemudian ketika observas
bisa didukung dengan adanyadekumentasi dari apa yang sudah diamati
(Deyu, 2022).
I. MetodeAnalisis Data
Metode analisa data adalah sebuah tahapan penelitian ketika informasi
yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observas di ulas kembali
dengan cara memahami, membedah, dan mengkomunikasikan suatu fenomena
atau permasalahan agar bisa menghasilkan jawaban atas rumusan masalah
(Deyu, 2022). Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam pendlitian ini
adalah_menggunakan teknik analisis model Miles and. Huberman. Menururut
Miles dan Huber man aktivitas analisis data kualitatif dil akukan secarainteraktif
dan berlangsung secaraterus menerus hingga tuntas. Aktivitas analisis datayaitu
reduction (reduksi “data), data display (penygjian), dan conclusion
drawing/verivication (kesimpulan) (sugiyono, 2022).
Dalam penelitian ini tahapan yang di gunakan oleh peneliti melalui empat
prosedur, yaitu:
1. Berdasarkan data yang sudah dikumpulkan baik primer maupun skunder,
maka data tersebut akan di identifikasi mulai dari aset tanah, gedung, dan

bangunan.
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2. Mengenai perlakuan akuntansi aset tetap akan dianalisis berdasarkan PSAP
No. 07.

3. Menganalisis permasalahan mengenai penerapan PSAP No. 17 mengenai
Properti Investasi.

4. Menentukan kesimpulan sebaga proses akhir dari analisis data (Sudijilah,

2022).



BAB IV
ANALISISDATA DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum L okasi/Subjek Penedlitian

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang disingkat BPKD
merupakan lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan peraturan
pemerintah daerah, serta mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi
penunjang pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. BPKD
Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan PERDA Kabupaten Pekalongan
No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah sebelum dipegang
oleh BPKD dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di wilayah Kabupaten Pekalongan. Dengan ditetapkannya PERDA
Kabupaten Pekalongan No. 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah K abupaten Pekal ongan yang mengacu. pada PPNo. 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, BPKD Kabupaten Pekalongan berubah nama
dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan daerah atau disingkat
DPPKD, menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2016, BPKD Kabupaien Pekaongan
merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi perancangan
keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian serta
pembangunan, dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan perundang-
undangan. BPKD Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seseorang kepal a badan

serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (SEKDA).
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Adapun tugas dan fungsi dari BPKD Kabupaten Pekalongan antara lain adalah

penyusunan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan, pembinaan teknis

penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan, dan tugas serta fungsi

lain yang diberikan oleh Bupati .

Program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD

Kabupaten Pekalongan dalam rangka menunjang pencapaian visi serta misi

Bupati pekalongan adal ah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b.

C.

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana A paratur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya A paratur.
Program Peningkatan Serta Pengembangan Pengelolaan K euangan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Serta Keuangan.
Program. Peningkatan Sistem Pengawasan |nternal. Dan. Pengendalian
Pel aksanaan Kebijakan
Program Pengelolaan A set Daerah.
Lokas BPKD Kabupaten Pekalongan

Kantor BPKD Kabupaien Pekalongan terletak di sebelah utara kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL), dan disebelah
barat kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, lebih tepatnya di Jalan
Sindoro No. 7 Dukuh Tambor, Desa Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan, Jawa Tengah 51151.
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Gambar 4.1 Denah Kantor BPKD Kabupaten Pekalongan

2. Visi, Misi, dan Tujuan BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan

mempunyal Visi, Misi, dan Tujuan Instansi antara lain sebagai berikut:

a. Visi BPKD Kabupaten Pekalongan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan
mempunyai Visi “Menjadi Badan yang. Transparan dan Akuntabel
Disukung oleh Pelayanan Prima Dalam Mewujudkan Optimalisasi
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berdaya Guna”, maksud
dari Visi tersebut ialah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah BPKD
Kabupaten Pekalongan diharapkan dapat transparansi dan akuntabel
sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah untuk
menciptakan optimalisasi pendapatan dan pengelolaan aset yang berdaya

guna.
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b. Mis BPKD Kabupaten Pekal ongan
Adapun Mis dari BPKD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai
berikut:
i. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
ii. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
iii. Meningkatkan tata kerjaaparatur dalam pelayanan public.
iv. Meningkatkan budayakerjaaparatur dalam pelayanan public.
v. Meningkatkan kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana.
vi. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.
vii. Mengintensifkan serta mengekstensikan pemungutan retribusi daerah
dan pendapatan lain-lain.
viii. Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan aset daerah.
iX. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.
C...lujuan BPKD Kabupaten Pekalongan
Tujuan merupakan penjabaran visi dan mis serta apa yang akan
dicapa atau dihasilkan oleh perusahaan atau instansi. BPKD kabupaten
Pekalongan mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu “Terwujudnya
Perencanaan Keuangan yang Transparan serta Penaiausahaan dan
Pengalolaan yang Akuntabel”. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara
menekankan pada pertanggungjawaban horizontal atau
penanggungjawaban  kepada masyarakat luas, bukan hanya
pertanggungjawaban vertikal atau pertanggungjawaban atas pengelolaan

dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Seiring dilaksanakan reformasi di
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bidang ekonomi masyarakat menginginkan pemerintah agar dapat
menyel enggarakan pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKD Kabupaten Pekal ongan
Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kabupaten pekalongan
dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah K abupaten Pekal ongan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pekal ongan.
a. Kedudukan BPKD Kabupaten Pekalongan
Sesual dengan PERDA Kabupaten Pekalongan No.5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, BPKD Kabupaten

Pekalongan berkedudukan sebagal berikut:

i. BPKD Kabupaten Pekalongan merupakan unsur penunjang urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan. Pemerintahan daerah di
Bidang Keungan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.

ii. BPKD Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh seorang kepala badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok BPKD Kabupaten Pekal ongan
BPKD Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi  kewenangan
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Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dam
Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
c. Fungsi BPKD kabupaten Pekalongan
Mengacu pada PERDA Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2011,
BPKD Kabupaten Pekalongan dalam melaksanakan tugas sebagaimana
pada ayat 1 menyelenggarakanfungsi:
i. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah;
ii. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
iii. Pembinaan serta pel aksanaan tugas di Bidang Pendapatan, Pengel olaan
Keuangan, dan Aset Daerah;
iv. Pemantauan evaluas dan pelaporan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan, dan Aset Daerah; dan
v. Pelaksanaan tugaslain yang diberikan oleh Bupati ‘'sesual dengan tugas
dan fungsinya.
4. Struktur Organisas dan Deskripsi Tugas pada Struktur Organisasi BPKD
Kabupaten Pekal ongan
Struktur organisasi merupakan sebuah diagram yang menggambarkan
rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggungjawab, rentang kendali dan
pimpinan organisasi. Struktur organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja

serta pemisahan kegiatan pekerjaan. Berdasarkan PERBUP No. 43 Tahun
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2017 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi pada BPKD

Kabupaten Pekalongan sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Peka ongan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan atau hierarki hubungan

antar bagian atau posis yang ada pada suatu organisas dalam

mel aksanakan kegiatan operasional dengan tujuan mencapai cita-cita atau

tujuan yang diinginkan. Pada struktur-organisas akan terlihat dengan jelas

adanya pemisahan kegiatan pekerjaan antara karyawan yang satu dengan

karyawan'yang lainnya dan bagaimana hubungan aktivitas serta fungsi

yang dibatasi, dalam struktur organisasi setiap karyawan atau bagian divis

memiliki wewenang dan fungsi masing-masing. Dibawah ini adalah

gambar struktur organisasi dari BPKD Kabupaten Pekal ongan.
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Gambar 4.2 Struktur Organisas BPKD Kabupaten Pekalongan
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Tabel 4.1 Nama dan Jabatan dalam Struktur Organisasi

NO NAMA JABATAN
1 Casmidi. SE., M.Si Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Sekretaris Badan Pengel olaan
2 Fery lrawan, ST., MT Keuangan Daerah
3 | Christina Septi Wijaya, SE., MM Kepala Bidang Aset
. Kepala Bidang Anggaran dan
4 Hasto Aribowo, SE,MA Perbendaharaan
5 | Mohammad Damsuki, SEMM KepalaBidang Perencanaan dan
Penetapan
6 Sari Wulandari, SE.M.Si Penila Pemerintah Ahli Muda
7 Sigit Soeseno, SE Kepala Bidang.Akuntansi dan
Pembukuan
. ' Kasubbid. Perhitungan, Penetapan dan
8 | Widodo Visgeeo, SIE Penerbitan SKPD dan SKRD
9 Riyadiningsth, SH Kasubbag. Umum dan K epegawaian
10 | Moegiwinarsih, SE Kasubhid. Perbendaharaan
11 | Dwi Fuztihana, SH Kasubbag'g{ jerencanzen dan
euangan
12 | Siti Barokah, SE Kasubbid. Perencanaan Barang Milik
Daerah
13 | Rianalstatik, SE Kasubbid. Pembukuan dan Verifikasi
. Kasubbid. Penagihan Pajak Daerah
14 R dan Retribusi Daerah
- Analis Keuangan Pusat dan Daerah
15 | Mukhamad Arif Syifa, SE,Ak Ahli Muda
16 | Ronald Febrico, S.E.,M.M. Kasubbid. Pelayanan Umum
: Kasubbid. Penatausahaan Barang
17 | M. Fatah Zubaid, S.Kom Milik Daerah
18 | Bagus Adi Mantra, SH Kasubbid. Anggaran
19 | Rahman Hakim, SE Kasubbid.Akuntansi dan Pelaporan
20 | Sutikno, SE Kasubbid. Perencanaan dan Pendataan

Pgjak/Retribusi Daerah

Sumber: Sekretariat BPKD Kabupaten Pekalongan
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b. Deskripsi Tugas Pada Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Pekal ongan

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2017 tentang uraian

Tugas Struktur Organisasi, deskripsi tugas pada struktur organisasi BPKD

Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

KepalaBadan
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan yang menjadi. kewenangan Pemerintahan Daerah

di bidang .pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset dearah

berdasarkan asas otonomi dan ftugas @ pembantuan. Dalam

penyelenggaraan tugasnya, Kepalabadan mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan, dan aset dearah;

b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan,.dan.aset dearah;

c) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan, dan aset dearah;

d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan, dan aset dearah; dan

€) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan

fungsinya.

ii. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai
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tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian. Sekretariat terdiri atas dua Sub Bagian yang dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.
a) Sub bagian perencanaan dan keuangan
Sub bagian perencanaan dan keuangan mempunya tugas
melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, penerimaan
pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah, evaluas serta
pelaporan di  bidang pendapatan, pengelolaan keuangan,
perencanaan anggaran pembiayaan, pengelolaan
pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset daerah.
b) Sub bagian umum dan kepegawaian
Sub bagian umum dan kepegawaian memiliki tugas untuk
melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi,.arsip, perlengkapan
rumah tangga, perjaanan dinas, ketatal aksanaan, pengelolaan dan
pelayanan administrasi kepegawai an.
iii. Bidang Perencanaan dan Penetapan
Bidang perencanaan dan penetapan mempunyal tugas untuk
mel aksanakan perencanaan dan pendataan pajak daerah dan retribusi
daerah, pengelolaan informasi data, perhitungan dan penertiban surat
ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah. Bidang perencanaan dalam

menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub bidang yaitu:



53

a) Sub bhidang perencanaan dan pendataan pajak daerah/retribusi
daerah
Sub bidang perencanaan dan pendapatan pajak/retribusi
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pendapatan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melaui
koordinasi dan konsultas ke pemerintah pusat dan proving,
melakukan pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah,
pendistribusian formulir cal on wajib paj ak daerah dan wajib retribusi
daerah, penetapan nomor pokok ‘wajib pajak daerah, serta
pengelolaan data objek dan subjek retribusi daerah.
b) Sub bidang perhitungan, penetapan dan penertiban SKPD dan
SKRD
Sub bidang perhitungan, penetapan dan penertiban surat
ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan. retribus daerah
mempunyal tugas untuk mel aksanakan perhitungan, penetapan, dan
penetiban surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
iv. Bidang Pelayanan dan Penagihan
Bidang pelayanan dan penagihan mempunyai tugas untuk
memberikan pelayanan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,
penggjuan keberatan dan pembetulan, verivikasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah. Bidang pelayanan dan penagihan dalam

menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 sub bidang yaitu:



a) Sub bidang pelayanan umum
Sub bidang pelayanan umum mempunyai tugas untuk
memberikan pelayanan atas permohonan keberatan, keringanan,
pembetulan dan melaksanakan verivikasi penerimaan paak dan
retribus daerah serta penyusunan laporan realisasi pendapatan
daerah.
b) Sub bidang penagihan pajak/retribusi dan pendapatan asli daerah
yang sah
Sub bidang penagihan pajak/retribusi dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah mempunya tugas untuk melaksanakan
penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan asli daerah
yang sah serta membuat administrasi penagihan sesual peraturan
perundang-undangan.
V... Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Bidang anggaran dan perbendaharaan mempunyai tugas untuk
melaksanakan = koordinasi  pembinaan, penyusunan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daearh (APBD), perbendaharaan dan kas
daerah. Bidang anggaran dan perbendaharaan, dalam menjalankan
tugasnya dibantu oleh 3 sub bidang yaitu:

a) Sub bidang anggaran
Sub bidang anggaran mempunyai tugas untuk melaksanakan

koordinasi, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
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(APBD) dan nota keuangan yang akan disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
b) Sub bidang perbendaharaan
Sub bidang perbendaharaan mempunyai tugas untuk
mel aksanakan koordinasi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan ketatusahaan;.pengujian terhadap kebenaran penagihan
dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM).
Bidang Akuntansi dan Pembukuan
Bidang akuntansi dan pembukuan mempunyal tugas untuk
menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan menyajikan
informasl  keuangan dalam rangka menyusun laporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah sesual dengan standar akuntansi
pemerintahan bidang akuntansi dan pembukuan dalam menjaankan
tugasnya.di bantu oleh 2 sub bidang yaitu:
a) Sub bidang akuntansi dan pel aporan
Sub bidang akuntansi dan pelaporan mempunyal tugas untuk
melaksanakan  prosedur ‘akuntans pemerintahan daerah dan
pelaporan yang meiputi laporan realisas anggaran, laporan
perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan arus kas, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan

keuangan.
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b) Sub bidang pembukuan dan verivikasi
Sub bidang pembukuan dan verivikasi mempunyai tugas untuk
mel aksanakan prosedur pencatatan dan pembukuan serta verivikasi
atas transaks keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pel aksanaan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah (APBD).
vii. Bidang Aset
Bidang aset.mempunyal tuges untuk melaksanakan koordinas,
pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah yang
meliputi perencanaan kebutuhan dan’ penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan. Bidang aset
dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 sub bidang yaitu:
a) Sub bidang penatausahaan barang milik daerah
Sub bidang penatausahaan aset imempunyai.tugas untuk
mel aksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan
dengan perencanaan kebutuhan dan pengangguran, pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah.
b) Sub bidang perencanaan barang milik daerah
Sub bidang ini mempunya tugas untuk melaksanakn
koordinasi, pembinaan, pengendalian yang berkaitan penilaian,
penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah.

viii. Kelompok Jabatan Fungsional
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5. Nilai-nilai Organisasi BPKD Kabupaten Pekalongan
Dalam suatu organisasi pasti memiliki nilai-nilai organisasi yang
dianut, sama halnya dengan BPKD Kabupaten Pekalongan yang memiliki
nilai-nilai tersebut yaitu:
a. Integritas
Integritas memiliki _arti. bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan
mengutamakan perilakuterpuji, jujur, disiplin, dan penuh pengabdian serta
memegang teguh kode etik profesi.
b. Akuntabel
Akuntebel memiliki makna bahwa BPKD Kabupaten Pekalongan
selalu memegang pertanggungjawaban terhadap tugas yang dijalankan
mulal dari proses sampai dengan hasil terbaik.
c. Profesiona
Profesional memiliki makna bahwa BPKD. Kabupaten. Pekalongan
dapat menyelesatkan tugas dengan baik, tuntas, serta mengutamakan
kompetens (keahlian) dalam berbagal bidang.
d. Inovatif
Inovatif memiliki makna bahwa BPKD Kabupaien Pekalongan
memiliki wawasan terbukauntuk semualapisan lembagamasyarakat, serta
selau belgar untuk emningkatkan diri, maupun membuat solus

aternative didalam pekerjaan untuk mempercepat target kerja.
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B. Hasil dan Pembahasan

1. DataAset Tetap di Kabupaten Peka ongan

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pekalongan Per 31 Desember 2022 aset tetap yang dikelola Pemerintah
Daerah Kabupaten Pekal ongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Aset Tetap

NO. URAIAN JUMLAH

1 | Tanah Rp 898.094.280.310,62
2 | Peralatan dan Mesin Rp 796.024.829.667,17
3 | Gedung dan'Bangunan Rp» 1.176.475.486.929,09
4 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 1.697.722.371.923,47
5 | Aset Tetap Lainnya Rp™  150.284.419.468,00
6 | Konstruks dalam Pengerjaan Rp 4. 540. 620.167,97
7 | Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | -Rp 1.826.762.117.435,08

Jumlah Rp 2.896.379.891.031,24

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
Jika melihat data dari neraca LKPD Kabupaten Pekalongan maka

klasifikas atas aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Pada penelitian
ini, peneliti hanya akan membahas mengenai aset tetap tanah, gedung dan
bangunan. Berikut perbandingan nilai aset tanah, gedung dan bangunan yang
dimiliki oleh Pemerintah Daerah K abupaten Pekalongan pada tahun 2022 dan
2021. Aset tanah yang dimiliki “oleh “Pemerintah Daerah Kabupaten
Pekalongan mengalami  kenaikan pada tahun 2022  sebesar
Rp12.577.677.000,00 atau sebesar 1,42% dari tahun 2021. Kemudian untuk
gedung dan bangunan juga mengalami kenaikan sebesar 53.305.670.344,00

atau sebesar 4,75% dari nilai gedung dan bangunan pada tahun sebelumnya.
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Tabel 4.3 Data Tanah dan Bangunan

. Naik/
Uraian 2022 2021 Turun
Tanah Rp 898.094.280.310,62 Rp 885.516.603.310,62 Naik
Gedung dan

Rpl1.176.475.486.929,09 | Rpl.123.169.816.585,09 Naik
Banguan

Jumlah Rp2.074.569.767.239,71 | Rp2.008.686.419.895,71
Sumber: Neraca LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
Aset tanah yang dimiliki - oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pekalongan terdiri dari-berbagai jenisdilihat berdasarkan pemanfaatan tanah
tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak hanya memiliki
gedung yang digunakan untuk kegiatan oprasional dalam pelaksanaan
pekerjaan, | namun terdapat beberapa gedung dan bangunan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pengelolaan aset yang digunakan
masyarakat: umum seperti ini sangat penting agar kondisi dan pemanfaatnnya
tetap terpantau ol eh pihak pemerintah.

Aset tanah sendiri tidak mengalami- penyusutan atas nilai yang
dimiliki, berbeda hal nya dengan gedung dan bangunan yang setiap tahunnya
mengalami penyusutan. Perhitungan atas penyusutan akan terus dilakukan
selama aset tersebut masa manfaatnyamasih berjalan. Penyusutan akan terus
dihitung walaupun gedungnya sudah tidak digunakan namun umur
ekonomisnya masih ada. Nila akumulasi penyusutan nantinya akan
menentukan nilai sisa atas gedung dan bangunan apabila sebelum umur
ekonomisnya habis gedung tersebut berpindah kepemilikan atau dijual.

Akumulas penyusutan serta nila buku atas gedung dan bangunan pada
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Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan secaraterperinci dapat dilihat dari

tabel berikut:

Tabel 4.4 Data Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi -
Saldo Penyusutan Nilai Buku
Penyusutan
1.176.475.486.929,09 | 21.247.311.313,01 283.590.083.213,73 892.885.403.715,36

Sumber: CalLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
2. Perlakuan Akuntansi Aset Tetap

a. Pengakuan Aset Tetap

i. Tanah

Analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengakuan aset

tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

telah sesual dengan ketentuan yang ada pada PSAP No. 07 mengenai

Aset Tetap. Analisis atas pengakuan akuntansl tersebut disajikan pada

tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Pengakuan Aset Tetap Tanah

Inspektor at
PSAP No. 07 BPI;eDk;abupaten Kabupaten Keterangan
ongan
Pekalongan
Masa manfaat tanah | Sesuai  dengan
yang dimiliki | kebijakannya Sesuai
Mempunyai masa | Pemerintah Kabupaten | maka masa dengan
manfaal lebih dari | Pekalongan lebih dari | manfaal  tanah PSAP No. 07
12 (dua belas) | 12 bulan dan tidak | yang dimiliki Paragraf '16
bulan dikenakan pajak untuk | oleh pemda lebih Point a
mempertahankan dari 12 bulan.
kepemilikannya.
Tanah dapat diakui | Setiap transaksi
sebagal aset tetap pada | maupun bukti Sesuai
Biaya perolehan | Pemerintah Daerah | penerimaan  aset dengan
aset dapat diukur | Kabupaten Pekalongan | selalu ada berita | PSAP No. 07
secaraandal apabilabiaya perolehan | acarnya. Paragraf 16
atas tanah tersebut Point b
dapat dibuktikan
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melalui transaks jual

beli atau hibah dari

pemerintah pusat

maupun

pengambilalihan

kepemilikan.

Selaku lembaga | Penjualan  aset

pemerintahan tanah dalam

Pemerintah Daerah | pemerintah

Kabupaten Pekalongan | daerah kabupaten

tidak melakukan | pekalongan

transaski jual beli aset | belum pernah
, atas tujuan komersil.y terjadi dan tidak :
T_|dak Asets tanah ~ yang | disarankan. Sesua
dimaksudkan untu dirfilikic ti dengan
" imiliki tidak  akan
dijual dalam dii . PSAP No. 07

. jjual  kecuali  hal

operasi normal Paragraf 16
entitas e bl Point ¢

pada aktivitas

oprasional lembaga

pemerintah seperti

halnya efisiens atas

lokasi tanah yang akan

didirikan bangunan

diatasnya.

Pemrintah Daerah | Tanah yang

Kabupaten Pekalongan | didapat selain

selaku lembaga | dari aset

pemerintah tidak | terdahulu Sesual
Diperoleh atau | menggunakan aset nya | biasanya berasal dengan
dibangun ‘dengan | hanya untuk kegiatan | daric pemerintah | PSAP No. 07
maksud digunakan | operasional sgja | pusat guna | Paragraf 16

melainkan juga | pengembangan Point d

digunakan untuk | potensi daerah.

kepentingan umum

masyarakat.
Pengakuan  aset | Tanah yang dikuasai | Proses
tetap akan sangat | Pemerintah Daerah | pensertifikatan
andal bila aset | Kabupaten Pekalongan | tanah yang dimili
tetap telah | akan diakui dan dicatat | pemda terus Sesuai
diterima atau | pada data asetnya | dilakukan oleh dengan
diserahkan  hak | walaupun belum | pemerintah PSAP No. 07
kepemilikannya bersertifikat karena | daerah setigp | Paragraf 20
dan atau pada saat | kekuasaan aset tersebut | tahunnya dan hal
penguasaannya sepenuhnya telah | itu dilakukan
berpindah berpindah pada | secara bertahap.
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Pemerintah Daerah

Kabupaten Pekal ongan.
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Aset tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekalongan
terdiri atas beberapa golongan seperti tanah persil, tanah non persil, dan
tanah lapangan. Berdasarkan PSAP No. 07 pengakuan suatu aset tetap
akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak
kepemilikannya dan‘atau pada saat penguasaannya berpindah secara
hukum. Perolehan tanah di pemda Kabupaten Peka ongan yang belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih ada proses
administrass yang diharuskan, seperti ‘pemebelian tanah harus
diselesatkan proses jua beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di
instansl yang berwenang, tanah tersebut sudah dapat diakui menjadi
aset milik pemda Kabupaten Pekalongan, hal ini dikarenakan adanya
bukti pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama
pemilik sebelumnya.

Penerapan PSAP No. 07 pada pengelolaan aset tetap khususnya
aset tanah pada pemdaK abupaten Pekalongan tel ah disesuai kan dengan
kebijakan dan tupoksi pekerjaan pada pemda Kabupaten Pekal ongan.
Sehingga dengan penerapan kebijakan yang sudah disesuaikan tersebut
maka perlakuan akuntansi pada aset tanah yang dimiliki pemda
Kabupaten Pekalongan telah sesuai dengan standar yang ditentukan

pada PSAP No. 07.
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ii. Gedung dan bangunan

Peneliti melakukan proses analisis mengenai bagaimana suatu
gedung dan bangunan dapat diakui sebagai aset tetap oleh pemda
Kabupaten Peka ongan. Pemda Kabupaten Pekal ongan selaku lembaga
pemerintah harus menerapkan standar akuntansi yang harus diterapkan
pada |lembaga pemerintahidalam penyajian laporan keuangannya. Oleh
karena itu proses analis's Ini dilakukan oleh peneliti dengan
membandingkan stndar yang ditetapkan pada PSAP No. 07 mengenal
perlakuan akuntansi aset tetap dengan kebijakan yang diterapkan pada
pemda Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis yang dilakukan oleh
penelitt pada pemda Kabupaten Pekalongan disgikan pada tabel
dibawah ini:

Tabel 4.6 Pengakuan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Inspektor at
PSAP No. 07 BER D Kagiigen Kabupaten Keterangan
Pekalongan
Pekalongan
Teksiran masa | Taksiran  masa
M . manfaat atas gedung | manfaat gedung Sesuai
empunyai masa
manfact lebih dari | CElgbaIgUnan YaIgH tefitunya dengan
12 (dua belas) dimiliki pemda | melebihi 12 bulan | PSAP No. 07
bulan Kabupaten bisa mencapal 50 | Paragraf 16
Pekalongan adalah 50 | tahun. Point a
tahun.
Untuk mengakui suatu | Dengan  adanya
aset dan dapat | bukti dari kerja
disgjikan padalaporan | sama dengan Sesua
. keuangan maka harus | kontraktor
Biaya perol_ehan ada bukti  untuk | maupun dengan
aset dapat diukur - . PSAP No. 07
menentukan nilai atas | pembelian bahan
secara andal . ) . . Paragraf 16
gedung yang dikuasai | baku itu bisa Point b
tersebut. Bukti | menjadi bukti
transaksi terhadap | dalam
pihak internal maupun




Tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam
operas normal
entitas

bukti pembelian | perhitungan nilai
bahan baku bisa| perolehan.
menjadi  bukti yang

andal untuk dasar

pengukuran.

Gedung dan bangunan | Penjualan gedung
yang dijual biasanya | dilakukan hanya
ada sebab karena | ketika  gedung
russk atau memang | tersebut  sudah

sudah
digunakan.
pemaksimalan
pemanfaatan akan
tetap dilakukan dan
penjualan aset tidak di
sarankan -~ walaupun
secara  aturan  aset
tetap dapat dijual
selama tidak
mengganggu aktivitas
oprasional.

tidak
Namun

tidak dioprasikan
dan masuk pada
kategori usul
hapus.

Sesual
dengan
PSAPNo. 07
Paragraf 16
Point ¢

Diperoleh atau
dibangun * dengan
maksud digunakan

Tujuan atas
pembangunan gedung
adalah untuk
mendukung aktivitas
oprasional pemda
K abupaten

Pekalongan  maupun
untuk disewakan.
gedung dan bangunan
yang dimiliki juga ada
beberapa yang
dimanfaatkan ~ oleh
masyarakat umum
baik itu fasilitas dari
pemerintah  maupun
melalui proeses sewa.

Pembangunan
gedung  yang
dilakukan  oleh
pemda
merupakan
usulan alas
kebutuhan  dari
masing-masing
SKPD.

Sesual
dengan
PSAP No. 07
Paragraf 16
Point d

Pengakuan aset
tetap akan sangat
andal bila aset tetap
telah diterima atau
diserahkan hak
kepemilikannya
dan atau pada saat
penguasaannya
berpindah

Aset  gedung dan
bangunan akan dicatat
pada data aset apabila
perpindahan

kekuasaan telah
dilakukan dengan
dimilikinya sertifikat
atas pemilik
sebelumnya. Jka

Bukti
kepemilikan
tidak hanya
dinilai dari
sertifikat bisa
juga dari bukti
transaksi ataupun
berita acara atas
perpindahan aset.

Sesuai
dengan
PSAP No. 07
Paragraf 20
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bangunan tersebut
melalui proses
konstruksi maka akan
diakui apabila aset
tersebut sudah siap

digunakan.
Sumber: Data diolah oleh peneliti

Beberapa aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda
Kabupaten Pekalongan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis,
seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah,
menara, monumen/bangunan bersgarah, gudang, gedung museum.
Fasilitas umum yang di manfaaitkan oleh masyarakat juga menjadi
tanggung jawab pemda Kabupaten Pekalongan selaku lembaga
pemerinteh yang mengelola aset tersebut, sehingga mangemen
pengelolaan sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan
kepentingan masyarakat.

Gedung dan bangunan yang diperoleh pemda Kabupaten
Pekalongan melalui transaksi dapat diakui dan dicatat kedal am data aset
tetap sesual dengan pos asetnya apabila kekuasaan atas gedung dan
bangunan tersebut telah berpindah pada pemda K abupaten Pekal ongan,
selama ada bukti yang jelas pada saat transaks seperti bukti
pembayaran maupun penyerahan surat hak milik atas pemilik
sebelumnya atau dokumen lain yang berkedudukan sama. Pengakuan
gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah dimana gedung

dan bangunan tersebut didirikan.



66

Penjelasan mengenai pengakuan aset tetap di pemda Kabupaten
Pekalongan sendiri telah dijel askan pada saat proses wawancaradengan
Bapak Fatah selaku Kasubbid Penatausahaan Barang Milik Daerah

“Untuk suatu aset itu diakui sebagai aset dari pemda ini

tidak harus ada sertifikatnya, yang terpenting adalah

kekuasaannya sudah ada di pemda, karenakita sendiri juga

ada beberapa tanah yang belum disertifikat dan saat ini

masih dalam prosessextifikat mbak.” (Fatah, 2024)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penjelasan dari Bapak
Sigit selaku,Kabid Akuntansi,

“Pengakuan aset tanah maupun bangunan ya ga harus

nunggu sertifikat atas namapemda dulu, yang terpentingitu

kan kekuassannya. Jadi kalau sudah ada kesepakatan

mengenal  perpindahan kekuasaan dan ada bukti

pembayaran atau sertifikat sebelumnya maka tanah atau
bangunan itu ya sudah bisa diakui olen pemda” (Sigit,

2024).

Keterangan dari hasil wawancara tersebut sesua dengan
pernyataan yang ada pada PSAP No. 07 paragraf 21 bahwa apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum
dikarenakan masth adanya suatu proses administrasi yang diharuskan,
seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli
(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset
tetap tersebut harus sudah diakui pada saat terdapat bukti bahwa
penguasaan aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya.

Pernyataan dari Bapak Ujianto selaku pengawas dari Inspektorat

Kabupaten Pekalongan, bahwa:
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“Di pemerintahan itu sifatnya komplek kan apalagi di

pemerintahan kabupaten pekalongan itu dulunya kan di

kota terus tahun 2001 apa ya kesini sehingga mungkin

dalam proses perpindahannya itu meninggalkan beberapa

aset, nah di pemda itu ada perencanaan terkait dengan

Brang Milik Daerah, baik itu rencana kebutuhan maupun

rencana pemanfaatan, nah itu kalau ditarik kesitu nanti ada

lagi diatasnya yang terkait dengan rencana program jangka

menengah setiap tahunnya.” (Ujianto, 2024)

Aset tanah dan bangunan yang tidak digunakan pada dasarnya
disebabkan oleh bebrapa faktor salah satunya adalah belum adanya
rencana dekat untuk pemanfaatan aset tersebut. Selain itu perpindahan
kantor pemerintahan yang dulunya di kota menjadi di kabupaten juga
tentunya meninggal kan beberapa jgjak bangunan yang menjadi minim
pemanfaatan dan perawatannya.

b. Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tetap
I.Aset Tetap Tanah

Analisis terhadap perbandingan penilaian.dan. pengukuran aset
tanah yang dilakukan pada pemda Kabupaten Pekalongan dengan
standar yang telah ditetapkan pada PSAP No. 07 mengenal Akuntansi
Aset Tetap, dimana penilaian aset tetap tanah akan dinilai berdasarkan
biaya perolehan tanah dengan dan jika tidak memungkinkan akan

menggunakan taksiran nilai wajar atas tanah pada saat perolehan.
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Tabel 4.7 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Tanah

I nspektorat
PSAP No. 07 BPKD Kabupaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan
Pekalongan
Tanah yang | Sesuai dengan SAP
Aset tetap dapat | diperoleh dari | maka di pemda
dinilai dengan biaya | transaksi jua beli | dalam menilal aset
perolehan. Apabila| dinilai berdasarkan | tanahnya
penilaian aset tetap | harga beli ditambah | menggunakan nilai Sesuai
dengan dengan biaya. lain | perolehan dan denaan
menggunakan biaya | hingga tanah | menggunakan nilai PSAF%]NO
perolehan tidak | tersebut siap | wajar apabila nilai 07 Par ra;f
memungkinkan digunakan. aset tersebut tidak 22ag
maka nilal aset tetap | Sementara  tanah | diketahui.
didasarkan pada nilais| yang diperoleh dari
waar pada saat | hibah
perolehan. menggunakan
taksiran nilai wajar.
Barang berwujud Setelah sesual
yang memenuhi dengan
kualifikas untuk persyaratan diakui :
diakui scbagai Suatu | 10eN YaNg MasUK | o aset tetap | oo
pada kategori aset dengan
aset dan , maka tanah akan
) tetap akan diukur | . S PSAP No.
dikelompokkan . diukur nilainya.

: biaya 07 Paragraf
sevagal  aset g perolehannya. 24
pada awalnya harus
diukur.  berdasarkan
biaya perolehan.

Asat tetap tanah'| Tanah yang
Bila aset tetap | yang' didapat dari | diperoleh dari
diperoleh dengan | hibah atau | hibah atau donas Sesuai
tanpanilal, biayaaset | pemberian maka akan dinilai dengan
tersebut adalah | pemerintah  pusat | oleh tim khusus| PSAPNo.
sebesar nilai wajar | akan ditaksir oleh | untuk menentukan | 07 Paragraf
pada saat  aset | tim khsusus dengan | harga waarnya. 25
tersebut diperoleh. mel akukan
perbandingan.
Biaya perolehan | Biaya  perolehan | Pada saat
suatu aset tetap | dari tanah sendiri | perolehan awal Sesua
terdiri dari harga | terdiri dari harga | tanah apabila denaan
belinya atau | beli kemudian | melalui  transaksi 9
. . . N : PSAP No.
konstruksinya, ditambah biayalain | jual beli maka
. ) . . .| 07 Paragraf
termasuk bea impor | hingga biaya | dihitung mulai dari 29
dan setiap biayayang | pembuatan harga beli beserta
dapat diatribusikan | sertifikat. biaya tambahan
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secara langsung lainnya, sementara
dalam membawa aset jikatanah itu sudah
tersebut ke kondis berasal dari aset
yang membuat aset yang belum
tersebut dapat tercatat  ataupun
bekerja untuk donas maka akan
penggunaan  yang dinilai harga wajar
dimaksudkan. pada saat
perolehan atau
pencatatan.
Biaya perolehan dari Perolehan secara
masing-masing aset . gabungan  suatu
tetap yang diperoleh Ts:knalah T aceE aset penilaian dan
igus dengan
secara gabungan bangunan diatasnya pencatatan  akan Sesuai
ditentukan  dengan . nilginva tetap . dilakukan denaan
mengal okasikan dihi Ya | secara terpisah 9
thitung  sendiri- : PSAP No.
harga gabunSSy sendiri sesual | oA dengan 07 Paragraf
tersebut berdasarkan dengan taksiran asetnya. 42
perbandingan | nilai h a d
wajar masing- arga tan an
masing aset yang gedung tersebut.
bersangkutan.
Pertukaran aset
tetap tetap tidak
sgenis contohnya
aset tanah ditukar
dengan aset
Suatu aset tetap dapat gi‘aﬁg’ran terg;';? Pertukaran  aset
diperoleh " melalui Earus otk | S8ama tidek  Sesuai
pertukaran atau nilei Wajer masing- merugikan kedua dengan
pertukaran sebagian masing aset yang belah pihak tidak | PSAPNo.
aset tetap yang tidak di .~ | masalah, namun | 07 Paragraf
itukar. Apabila -
serupa atau  aset wlah sy aset selama ini belum 43
lainnya. oo oo | terjadi pertukaran
memiliki nila lebih aset  dikarenakan
besar maka harus spesifikes yang
diganti dgngg“ berbeda  sulit
uang ataupun benda | .. . .
lain yang bernilai S;tnegmaolehplhak
sama. — bersangkutan.
Suatu aset tetapdapat | Tanah  yang  di Sesua
diperoleh  melalui | kelola oleh dengan
pertukaran atas suatu | pemerintah PSAP No
aset yang serupa | terkadang menjadi 07 Paragréf
yang memiliki | sengketa. a4
manfaat yang serupa | Kemudian  pihak
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dan memiliki nilai | pemda  berusaha
wajar yang serupa. mengganti  tanah
tersebut dengan
tanah lain yang
memiliki lokasi
berbeda namun
secara nilai  dan
manfaat sama
dengan tanah yang
menjadi  sengketa
tersebut.

Aset tanah yang | Nila wajar
diperaleh dari [rdigunakan apabila
donasi maka akan | nilai perolehan
ditaksir  nilainya | suatu - aset tidak
oleh tim khusus | diketahui.

Aset tetap yang | melalui

diperoleh dari perbandingan nilai e
; : 7 engan
sumbangan (donasi) | wajarnya saat ini
: _ _ PSAP No.
harus dicatat sebeser | serta bisa  juga 07 Paragraf
nilai wajar padasaat | langsung bertanya 46ag
perolehan. kepadapihak yang
mendonasikan
tanah tersebut
terkait nila  atas
tanah yang
didonasikan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Tanah yang memenuhi kualifikasi- sebagal aset tetap, pada
awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Sementara untuk
tanah yang diperoleh dari hasil hibah biasanya pihak dari pemda
Kabupaten Pekalongan sendiri telah mengetahui besarnya nilai dari
tanah tersebut berdasarkan informasi dari pihak yang menghibahkan.
Apabila nilai atas tanah tersebut belum diketahui maka akan di catat
berdasarkan nilai wajar pada saat tanah tersebut diperolen melalui

perbandingan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.
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Biaya perolehan untuk tanah yang diperoleh melalui transaksi
jua beli terdiri dari harga pembelian atau biaya pembebasan tanah,
biaya yang diperoleh dalam rangka memeperoleh hak, biaya
pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang
dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi
nilai bangunan tua yangterletak pada tanah yang dibeli tersebut jika
bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Kemudian
apabila suatu aset diperoleh secara gabungan, contohnya tanah dan
gedungdi peroleh dalam satu transaski dan gedung diatasnyatidak akan
dirobohkan maka penentuan nilai atas aset tersebut dialokasikan
berdasarkan perbandingan nilai wajar antar tanah dan gedung yang ada
diatasnya Namun selama ini pemda Kabupaten Pekalongan belum
pernah memperoleh aset gabungan antara tanah dan bangunan

diatasnya.

..Gedung dan Bangunan

Nilal perolehan atas gedung dan bangunan bisa dihitung apabila
gedung tersebut diperoleh mealui transaks jual beli dan konstruksi
atau pembangunan sendiri. Namun, apabila gedung dan bangunan yang
menjadi aset tetap di pemda Kabupaten Pekalongan diperoleh melaui
hibah atau donasi maka nilla gedung tersebut ditentukan dengan
penaksiran nilai wajar pada saat perolehan. Peneliti melakukan analisis
bagaimana pemda Kabupaten Pekalongan dengan kebijakannya

melakukan penilaian dan pengukuran atas gedung dan bangunan yang
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diperoleh dengan membandingkannya dengan standar pada PSAP No,

07. Berikut hasil perbandingan anatara pengukuran dan penilaian yang

ditetapkan oleh PSAP No. 07 dengan kebijakan pada pemda kabupaten

Pekalongan.
Tabel 4.8 Pengukuran dan Penilaian Awal Aset Gedung dan Bangunan
I nspektorat
PSAP No. 07 BPKD Kabjgaten Kabupaten K eterangan
Pekalongan
Pekalongan
Aset tetap dapat
dinilai dengan biaya
perolehan. Apabila |.Gedung yang Dalgm SAP dar_1
S : . kebijakan bupati
penilaian aset tetap | diperoleh pihak : .
menjelaskan Sesual
dengan pemda Kabupaten :
X . | apabila harga dengan
menggunakan biaya | Pekalongan melalui .
. e . | perolehan  tidak | PSAPNo.
perolehan tidak | transaks jual beli | % .

: .. | diketahui  maka| 07 Paragraf
memungkinkan akan dinilai ke di - B cs LG 2o
maka nilai aset tetap | berdasarkan  biaya o
. . dengan nilai
didasarkan padanilai | perolehannya. waianva
waar pada @ saat aany
perolehan.

Barang  berwujud
yang memenuhi
kualifikasi untuk Setelah sesual .
diakui sebagal suatu il yang _masuk dengan Sesual
aset dan P, ogor eset persyaratan_diakui dengan
) tetap akan langsung - PSAP No.
dikelompokkan BT biaya sebagal aset tetap 07 Paragraf
sebagal  aset tetap, m N maka tanah akan o4
pada awanya harus P 4 diukur nilainya.
diukur berdasarkan
biaya perolehan.

Hibah gedung dan
Bila aset tetap Fj?]gu;;ngdgngim Tanah yang
diperoleh  dengan : diperoleh dari Sesuai

o . oleh pihak pemda| . :
tanpa nilai, biaya K sbuanten hibah atau donas dengan
aset tersebut adalah P maka akan dinilai | PSAPNo.

S . Pekalongan  akan :
sebesar nilai wajar | . oleh tim khusus| 07 Paragraf

dicatat berdasarkan
pada saat  aset nilai waiar pada st untuk menentukan 25
tersebut diperoleh. qarp . | hargawagjarnya.

gedung tersebut di

terima.
Biaya perolehan | Gedung dan | Pada saat Sesuai
suatu aset tetap | bangunan yang | perolehan  awadl dengan
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terdiri dari harga| diperoleh  dengan | tanah apabila| PSAP No.
belinya atau | konstruksi langsung | melalui  transaksi | 07 Paragraf
konstruksinya, atau pembangunan | jual beli maka 29
termasuk bea impor | dari awal oleh pihak | dihitung mulai dari
dan setiap biaya | eksternal yang | harga beli beserta
yang dapat | bekerja sama | biaya tambahan
diatribusikan secara | dengan pemda | lainnya, sementara
langsung dalam | Kabupaten jika tanah itu
membawa aset | Pekalongan  maka | sudah berasal dari
tersebut ke kondisi | seluruh biaya yang | aset yang belum
yang membuat aset | dikeluarkans® mulai | tercatat  ataupun
tersebut dapat | dari  bahan baku | donasi maka akan
bekerja untuk | ssmpaic biaya “lain |.dinilai harga wajar
penggunaan  yang | yang dikeluarkan | pada saat
dimaksudkan. hingga  bangunan | perolehan atau
siap digunakan | pencatatan.
termasuk pada biaya
perolehan atas
gedung tersebut.
Proses  konstruksi
suatu aset sudah
diperkirakan
. . sebelum
Jka  penyelesaian pembangunan
pengerjaan suatu : ‘ .
aset tetap melebihi Apabila Konstr_uks dalam
dan atau meewd pembangunan atas | pengerjaan
. gedung  melebihi | merupakan
saiu  periode tahun iod buk b
anggaran. maka aset periode pembukuan = pembangunan Sesudi
' tahun anggaran,| yang belum selesal
tetap yang belum i : dengan
. maka nila atas | pada saat periode
selesal tersebut PSAPNo
) gedung yang sedang | pembukuan, '
digolongkan dan dib scout | sahi ih 07 Paragraf
dilaporkan  sebagai | oangun  terseouty sehingga ~ mas 39
: dicatat dalam akun | harus  berlanjut
konstruksi dalam . : :
: . | konstruksi  dalam | hingga  periode
pengefiaan - sampa pengerjaan hingga | pembukuan
dengan aset tersebut 2 .
. ) gedung tersebut siap | berikutnya
selesai dan Siap
dinaka digunakan dan akan
paxa. dicatat pada pos
akun aset tetap
gedung dan
bangunan.
Biaya perolehan dari | Perolehan gabungan | Perolehan secara Sesuai
masing-masing aset | antara gedung | gabungan  suatu dengan
tetap yang diperoleh | dengan tanah akan | aset ddam | PSAPNo.
secara gabungan | dinilai secara | pencatatanya 07 Paragraf
ditentukan dengan | terpisash pada saat | harus tetap dinilai 42
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mengal okasikan pencatatannya. Nilai | sesual dengan
harga gabungan | atas gedung akan | masing-masing
tersebut berdasarkan | ditaksir sendiri | akunnya.
perbandingan nilai | sesuai dengan
wajar masing- | perkiraan nilai
masing aset yang | wagarnya saat itu
bersangkutan. menyesuaikan
dengan kondisi
gedung yang
diperoleh.
Gedung yang
diperolehs  melaui
pertukaran  dengan
Suatu aset tetap | aset lain  akan
dapat diperoleh |.ditaksir berdasarkan Sesuai
melalui  pertukaran | nila wajar gedung dengan
atau pertukaran | pada  saat itu. PSAP No.
sebagian aset tetap | Kemudian apabila 07 Paragraf
yang tidak serupa | nilai gedung atau 43
atau aset lainnya. aset yag ditukar | Pertukaran @ aset
memiliki selisih | selama tidak
maka akan diganti | merugikan kedua
dengan kas. belah pihak tidak
Suatu aset tetap | Pertukaran  antara | masalah, namun
dapat diperoleh | dua gedung bisa| sdama ini belum
melalui  pertukaran | dilakukan  apabila | terjadi pertukaran Sesuai
atas suaiu aset yang , keduanya memiliki | aset _dikarenakan dengan
serupa yang | spesifikas dan | spesifikasi  yang | PSAP No.
memiliki __manfaat | manfaat yang sama/| berbeda sulit | 07 Paragraf
yang serupa dan | sehingga kedua | diterima oleh 44
memiliki nilai wajar | pihak tidak adayang | pihak yang
yang serupa. merasa dirugikan. bersangkutan.
Sesuai dengan
SAP maka di
Gedung yang
Aset tetap yang | diperoleh atas pem_da_ dalam .
. 2 . . menilai aset Sesuai
diperoleh dari | donasi atau hibah
: . .| tanahnya dengan
sumbangan (donasi) | akan ditaksir nilai K PSAP N
harus dicatat sebesar | wgarnya pada saat menggunakan 0.
N . | nilai perolehandan | 07 Paragraf
nilai wajar padasaat | peroelahan sebagai
menggunakan 46

perolehan.

nila atas gedung
tersebut.

nilai wajar apabila
nilai aset tersebut
tidak diketahui.

Sumber: Data diolah oleh peneliti
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Gedung dan bangunan yang sudah memenuhi kualifikasi untuk
diakui sebagal aset tetap maka pada awalnya harus diukur berdasarkan
nilai perolehan, dan apabila gedung dan bangunan tersebut diperoleh
dengan tanpa nilai maka diukur berdasarkan nilai wajar aset tersebut.
biaya perolehan dari gedung dan bangunan terdiri dari seluruh biaya
yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap
pakai. Biaya ini .meliputi harga  pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB), notaris,
dan paak. Untuk pembangunan gedung yang pada saat proses
pengerjaannyamelebihi satu periode tahun anggaran maka tidak masuk
ke golongan pos akun gedung dan bangunan, melainkan pada pos aset
tetap konstruks dalam pengerjaan kemudian setelah prosesnya selesai
harus segera diklasifikasikan ke dalam pos aset gedung dan bangunan.
Berikut pernyataan dari Pak Fatah mengenal pengukuran aset tetap,

“lya untuk -aset tanah ;sama bangunan itu diukur

menggunakan nila perolehan, untuk nilai perolehan itu

misal tanah ya biasanya ditambah sama nila survei, nilai

pembanding misal gitu, terus nanti ditambah nilai

pembuatan sertifikatnya, jadi nanti semua beban-bebannya

itu diakumulasikan menjadi nilau perolehan.” (Fatah,
2024).

Kemudian dari hasil wawancara bersama Pak Sigit menyatakan bahwa

“Ketika gedung itu di dapat melalui pembangunan ya nilai
perolehannya dihitung dari awa mbak, dari mula
pembelian bahan baku hingga ggji paratukang, bahkan ada
juga biaya pengawasan dari pihak yang bertanggungjawab
atas pembangunan tersebut.” (Sigit, 2024).
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Bapak ujianto selaku pihak pengawas AKD menyampaikan
mengenai penentuan nilai perolehan aset tetap tanah dan bangunan
apabila tidak bisa ada nilai perolehannya maka sesuai dengan standar
akuntansinya bisa menggunakan nilai wajar,

“lya itu di SAP sudah ada, jadi menggunakan nilai
perolehan Cuma kan terkadang-kadang tidak. Jika nilai
perolehan tidak didapatkan dalam artian buktinya tidak
ada kan bisa dinilai dengan nilai wajar. Menilai barang
milik daerah sudah™ada peraturannya, jadi pedemona
penilaian’ barang juga menjadi salah satu tertib
administras karena terkadang aset yang didapatkan sgjak
dulu itu ada yang belum masuk dan belum tercatat
sehingga ada tim yang bertugas untuk melakukan
penilaian barang milik daerah sehingga nantinya bisa
dimasukkan ke dalam neraca.” (Ujianto, 2024).

c. Pengeluaran Setelah Perolehan
1. Tanah
Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan tidak
dikenakan pagak atas tanah yang dimiliki dikarenakan PBB di
manfaatkan untuk oprasional pemda Kabupaten Pekalongan. Sehingga
pengeluaran  setelah  perolehan [ untuk  meningkatkan  atau
mempertahankan aset tanah yang dimiliki tidak diperlukan.

Tabel 4.9 Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap Tanah

BPKD I nspektorat
PSAP No. 07 Kabupaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan Pekalongan
E?ggrlga;m alsas?a?ﬂ Aset tangh tidak Ezerp'“daha“ Saan
aset tetap  yang membutuhkan sebelumnya masih | Tidak Sesual
memperpanjang masa b!aya tamba.ha“ menjadi pajak dengan
manfaat atau yang diluar biaya pusat berubah | PSAP No. 07
kemungkinan  besar perolenan  untuk menjadi paak | Paragraf .50
memberi manfaat mempertahankan daerah
ekonomik dimasa asetnya. mengeluarkan
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yang akan datang

dalam bentuk
kapasitas, mutu
produksi, atau
peningkatan  standar
kinerja, harus

ditambahkan pada
nilal tercatat aset yang
bersangkutan.

suatu putusan
bahwa tanah
maupun bangunan
yang dikelola oleh
pemda tidak
dikenakan untuk
membayar PBB.

Sumber: Diolah oleh pendliti

Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah tidak

dibatas satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau kekuasaan

tanah yang dapat berbentuk hak pakal, hak pengelolaan, dan hak atas

tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Oleh karenaitu, setelah perolehan awal tanah pemerintah

tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah

tersebut. hal ini sesuai dengan pernyataann dari Pak Fatah,

“lya memang kalau untuk aset pemerintah tidak dikenakan
membayar PBB, kecuai kalau tanah itu dimanfaatkan,
misalkan ada tanah pertanian kemudian adayang menyewa,
itu yang menyewa wajib membayar PBBnya, tapi kalau
yang digunakan untuk operasional pemerintah itu enggak.”
(Fatah, 2024).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Pak sigit juga beliau

mengatakan bahwa,

“Tidak, PEMDA tidak bayar PBB tapi kalau untuk pajak
kendaraan tetep bayar. Karena PBB dikelola sendiri, kalau
bayar berarti bayar ke diri sendiri.” (Sigit, 2024).

Pak ujianto juga menyampaikan mengena pemda yang tidak

diwagjibkan untuk membayar PBB,

“lya karena itu kan PBB sudah menjadi pgjak daerah, dari
peraturannya yang terbaru itu kan yang dukunya dari pusat
ke daerah jadi dikelola sendiri sesuai dengan peraturan aset
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yang dimiliki pemerintah tidak diperkenakan PBB.”
(Ujianto, 2024).

Pernyataan mengena pemerintah tidak dikenakan PBB hal ini
disebabkan aset daerah dikecualikan sebagai objek PBB-P2. Pernyataan
mengenal pengecualian objek PBB-P2 pada Kabupaten Pekalongan
sendiri diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 ayat 3,
bahwa bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah pusat, kantor
pemerintah daerah, dan kantor penyelenggara lainnya yang dicatat
sebagal barang milik negara atau barang milik daerah. Kemudian bumi
dan.atau bangunanyang digunakan semata-mata untuk melayani
kepentingan umum, dibidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidek dimaksudkan untuk
memperoleh keuantungan. Selanjutnya bumi yang merupakan hutan
lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah
penggembalaan yang dikuasai desa. Namun apabila tanah atau
bangunan tersebut disewakan padalembaga swasta maupun perorangan
pada jangka waktu tertentu, penyewa tersebut wajib membayarkan

pajaknya.

. Gedung dan Bangunan

Pengeluaran setelah perolehan yang dilakukan pada gedung dan
bangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas
atas gedung tersebut bahkan bisa menambah masa manfaat atas gedung

tersebut.
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Tabel 4.10 Pengeluar an Setelah Perolehan Aset Gedung dan Bangunan

PSAP No. 07

BPKD
Kabupaten
Pekalongan

Inspektorat
Kabupaten
Pekalongan

K eterangan

Pengeluaran setelah
perolehan awal suatu
aset tetap yang
memperpanjang
masa manfaat atau
yang kemungkinan
besar memberi
manfaat ekonomik
dimasa yang akan
datang dalam bentuk
kapasitas, mutu
produksi, atal
peningkatan standar
kinerja, harus
ditambahkan pada
nilai tercatat = aset
yang bersangkutan.

Kondis bangunan
yang terutama
digunakan  untuk
kegiatan
oprasional
diperhatikan
kondisinya.
Renovas gedung
yang
membutuhkan
biaya besar akan
menambah  umur
ekonomis atas
bangunan tersebut
dengan catatan
nila  kapitalisas
dari gedung adalah
Rp10.000.000.

harus

Sama halnya
dengan tanah,
bangunan juga yang
digunakan  dalam
oprasional
pemerintah daerah
tidak kenakan
PBBnya.  Namun
pda gedung
bangunan  sendiri
bisa saa terjadi
perbaikan yang
apabila dilihat dari
kapitalisasinya bisa
menambah  masa
manfaat maka masa
manfaat atas
bangunan  tersebut
akan bertambah
sesual dengan nilai
kapitalisas  yang
ada pada kebijakan
akuntansinya.

Sesuai
dengan
PSAP No.
07 Paragraf

Sumber: Diolah oleh peneliti

Pengeluaran setelah perolehan ‘awal suatu aset tetap yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan

padanilai tercatat aset yang aset yang bersangkutan. Harus ada batasan

jumlah biaya (capitalization thresholds) untuk menentukan apakah

pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Pemerintah Kabupaten

Pekalongan memiliki batasan nilai kapitalisasi untuk gedung dan

bangunan yakni sebesar Rp10.000.000.
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Ketika terjadi renovas suatu gedung yang membutuhkan biaya
cukup besar dan berdampak pada kuantitas daya tampung gedung
tersebut maka dapat terjadi penambahan masa manfaat pada gedung
tersebut. Pak Fatah dalam proses wawancara mengatakan bahwa,

“Kan dikebijakan akuntansinya itu sudah ada jadi misalkan

dia di bandingkan dengan nila renovnya berapa, nila

awalnya berapa, nantisdapat berapa persen, kemudian nanti

akan mempengaruhi masa manfaatnya berapa tahun itu

sudah ada perhitungannya. WUntuk batasan biaya itu nanti

dibandingkan dengan nilai; perolehannya mbak, kalau nilai
perolehannya 500 juta misal berartikan nanti 5% nya
berapa, terus nanti dibandingkan dengan nilai renovnya.”

(Fatah, 2024).

Pak ujianto juga mendukung pernyataan yang diberikan dari pak
fatah bahwa penambahan masa manfaat itu berpedoman pada nilai
kapitalisasi yang sudah ditentukan pada kebijakan akuntansinya.

“Itu melihat ke kapitalisasi asetnya, bisadikapitalisas atau

tidak. Di bultek dan diperbup itu sudah dijel askan mengenai

batasan untuk nilai kapitalisasi.” (Ujianto, 2024).

Penambahan masa manfaat yang disebabkan. oleh perbaikan atau
renovasi pada suatu bangunan dilihat berdasarkan presentase
perbaikannya, di’ Kabupaten' Pekalongan sendiri sesuai dengan
kebijakan akuntansinya apabila renovasi dilakukan pada presentase
>0% s.d 25% maka akan menambah masa manfaat gedung selama 5
tahun. Kebijakan akuntansi di atur pada Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem

Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Pekal ongan.



d. Pengukuran Berikutnya

i. Tanah
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Tanah merupakan aset tetap yang tidak mengalami penyusutan.

Penyajian aset tanah tetap menggunakan biaya perolehan awal dan tidak

dilakukan penilaian kembali meskipun nilai tanah tersebut bertambah

tinggi. Peneliti menganalisis bahwa pengukuran berikutnya pada aset

tetap tanah yang dimiliki pemda Kabupaten Pekal ongan dengan standar

yang ada pada PSAP No. 07.

Tahel 4.11 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Tanah

BPKD I nspektorat
PSAP No. 07 Kabupaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan Pekalongan
Aset tetap disgjikan
berdasarkan biaya
perolehan aset tetap
tersebut dikurangi ﬁ‘;et tetag? t?ﬂi Tanah akan terus
akumulasi berserkon mia | dicAE | Sesua
penyusutan. Apabila ors 1 shandl Bva dengan nilai | Tidak Sesual
terjadi kondisi yang San tidak perolehannya dengan
memungkinkan dilakukan karena standar | PSAP No. 07
penilaian © kembali, o .| akuntansinya Paragraf 53
penilaian kembali
maka aset tetap akan . o menggunakan
disajikan dengan = ey historical cost
penyesuaian pada terus bertambah. '
masing-masing akun
aset tetap.
Aset tanah tidak
Sdan  tanah  dan | MENGAAM
konstruksi dalam penyusutan jusiru
pengerjaan,  seluruh aset tanah setigp | Penyusutan hanya Sesua
’ tahunnya terjadi pada aset
aset tetap  dapat , : dengan
. . | mengaami selain tanah dan
disusutkan sesual | oo obahan konstruks  dalam PSAP No. 07
dengansifat dan | P Paragraf 57

karakteristik aset
tersebut.

nilai karena harga
tanah semakin
lama semakin

tinggi.

pengerjaan.
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Penilaian kembali
atau revaluas aset
tetap pada umumnya
tidak diperkenankan
karena Standar
Akuntansi
Pemerintahan
menganut  penilaian
aset berdasarkan
biaya perolehan atau
harga pertukaran.

Nilai aset tanah
tetap
menggunakan
nila perolehan
atau nila wajar
saat perolehan
meskipun nilainya
bertambah tinggi
dan tidak
dilakukan
penilaian kembali
pada akhir
periodenya.

Penggunaan
historical
menyebabkan
tanah tetap dinilai
sesual dengan
harga  perolehan
dan tidak berubah
meskipun nilainya
bertambah karena
bukan
menggunakan
current value atau
nilai sekarang.

cost

Sesuai
dengan
PSAP No. 07
Paragraf 58

Sumber: Diolah oleh peneliti

Aset tetap disgjikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondis yang
memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disgjikan
dengan penyesuaian masing-masing akun aset tetap dan akun di
investasikan dalam aset tetap. Selain tanah dan konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusustkan sesual dengan sifat dan
karakteristik aset tersebut. Aset tanah yang dimiliki oleh pemda
Kabupaten - Pekalongan tidak mengalami penyusutan ataupun
pertambahan nilai yang disebabkan dari adanya penilaian kembali aset
tetap, hal disebabkan tanah pada pemda Kabupaten Pekalongan akan
tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan awalnya. Penilaian kembali
atau revaluas aset tanah yang dimiliki oleh pemda Kabupaten
Pekalongan tidak diperkenankan karena Standar Akuntans
Pemerintahan yang menganut penilaian aset berdasarkan biaya

perolehan atau harga pertukaran.
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Hal ini didukung oleh pernyataan dari paka Fatah, dimana beliau
men;j el asakan bahwa,

“Untuk tanah itu tidak mengalami penyusutan, namun juga

tidak mengalami pertambahan nilai jadi nilainya masih

tetap sama.” (Fatah, 2024).

Nila tercatat atas tanah pada setiap periode tidak akan
pernah berubah dikarenakan standar akuntansi yang digunakan
seperti yang dijelaskan oleh \Bapak Ujianto dari Inspektorat
Kabupaten Pekalongan,

“lya sama karena itu tadi standar akuntansinya kan masih

menggunakan historical cost ya sehingga pada saat

diperoleh itu yang menjadi dasar pencatatannya tetap nilai
awal nya. Bukan menggunakan current value, kalau itu kan

berarti nilainya disesuaikan dengan nilai sekarang.”
(Ujianto, 2024).

Sesuai dengan  kebijakan akuntansinya dan PSAP No. 07
paragraf 57 bahwa selain tanah dan konstruks dalam pengerjaan,
seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik

aset tersebut.

. Gedung dan Bangunan

Peneliti melakukan analisis mengenai pengukuran berikutnya
pada gedung dan bangunan yang dimiliki olenh pemda Kabupaten
Pekalongan berdasarkan kebijakan akuntansi yang harus diterapkan

oleh lembaga pemerintah.



Tabel 4.12 Pengukuran Berikutnya Aset Tetap Gedung dan Bangunan

PSAP No. 07

BPKD
Kabupaten
Pekalongan

Inspektorat
Kabupaten
Pekalongan

K eterangan

Aset tetap disgikan
berdasarkan  biaya
perolehan aset tetap
tersebut  dikurangi
akumulasi
penyusutan. Apabila
terjadi kondisi yang
memungkinkan
penilaian  kembali,
maka aset tetap akan
disajikan dengan
penyesuaian pada
masing-masing akun
aset tetap.

Penygiian  aset
gedung dan
bangunan  yang
mengalami
penyusutan:maka
penyajiannya
nilai perolenan
gedung dikurangi
akumulasi
penyusutan
gedung tersebut.

Nilal tercatat atas
gedung merupakan
nilai perolehan
dikurangi oleh
akumulasu
penyusutan dan
tidak dilakukan
penilaian kembali.

Sesual
dengan
PSAPNo. 07
Paragraf 53

Selain  tanah = dan
konstruksi dalam
pengerjaan, seluruh
aset tetap |dapat
disusutkan sesual
dengan sifat ““dan
karakteristik asel
tersebut.

Gedung dan
bangunan  yang
dimiliki oleh
pemda
Kabupaten
Pekalongan
perhitungan
penyusutan
menggunakan
metode garis
lurus.

Penyusutan  pada
gedung dan
bangunan akan terus
dilakukan = selama
masa  manfaatnya
masi h bexjalan.

Sesuai
dengan
PSAP No. 07
Paragraf 57

Penilaian  kembali
atau revauas aset
tetap pada umumnya
tidak diperkenankan
karena Standar
Akuntansi
Pemerintahan
menganut  penilaian
aset berdasarkan
biaya perolehan atau
harga pertukaran.

Untuk penilaian
kembali pada
gedung tidak
dilakuakan dan
tetap
menggunakan
biaya perolehan
atau nilai wajar.

Gedung dan
bangunan akan
dicatat’ berdasarkan
harga
perolehan/nilai
wajarnya
dikurangi
akumulasi
penyusutan  yang
terjadi, sementara
untuk revaluasi pada
aset gedung tidak
dilakukan dan tetap
menggunakan nilai
awalnya.

yang
oleh

Sesuai
dengan
PSAP No. 07
Paragraf 58

Sumber: Diolah oleh pendliti
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Gedung dan bangunan yang dimiliki oleh pemda Kabupaten
Pekalongan dihitung penyusutannya menggunakan metode garis lurus.
Dimana pengelolaan aset ini telah tersistem pada aplikas yang
digunakan oleh pemda Kabupaten Pekalongan yakni aplikasi Sistem
Mangjemen Aset (SIMASET). Padaaplikasi SIMASET pengelolatidak
harus melakukan pencatatan.secara manual melainkan sudah tersistem
secara kesel uruhan pada aplikasi tersebut. nilai penyusutan atas gedung
dan bangunan tiap periode akan mengurangi nilai tercatat gedung dan
bangunan pada neraca. Pemda Kabupaten Pekalongan akan tetap
menghitung penyusutan pada gedung yang tidek dioprasikan selama
masa manfaatnya itu masih terus berjalan.

Pak Fatah selaku pengelola aset BPKD Kabupaten Pekalongan
menj elaskan,

“Untuk metode penyusutannnya itu_menggunakan.metode

garis lurus. Selama masi h ada.masa manfaatnya nggih, itu

kan 50 tahun, ya selama belum 50 tahun ya masih dihitung

terus. Jadi walaupun tidak digunakan kan tetep mengal ami

penyusutan, kalau gedungnya rusak juga kan berpengaruh.”

(Fatah, 2024).

Pernyataan tersebut sesuai dengan kebijakan akuntans yang
diguanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diatur pada
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang K ebijakan
Akuntans dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Kabupaten Pekalongan. Peraturan bupatei tersebut menjelaaskan
mengenal metode penyusutan yang diguanakan pada penyusunan

laporan keuangan serta masa manfaat yang ditetapkan pada masing-
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masing aset tetap dan pada gedung dan bangunan sendiri masa
manfaatnya selama 50 tahun sementara untuk bangunan menara itu
selama 40 tahun.

Gedung tetap menggunakan biaya perolehan dan tidak menilai
kembali asetnya sesuai dengan harga pasar dikarenakan kenaikan
ataupun penurunan nilaidfaset mengakibatkan nilai aset tetap dalam
laporan keuangan: menjadi tidak wajar. Sehingga ketika terjadi
penjualan gedung tetap menggunakan- nilai tercatat pada periode
tersebut, apabila harga jua lebih tinggi dari nilai terncatatnya maka
pihak pemda akan menyajikan selisth antaranila revaluasi dengan nilai
tercatatnya sebagal keuantungan. Namun sanget kecil kemungkinan
untuk menjual gedung yang dimiliki oleh instans walaupun secara
aturan dibolehkan, sehingga pemda Kabupaten Pekalongan akan
memaksimal kan aset yang dimiliki.

e. Penghentian dan Pelepasan
i.Tanah

Penghentian dan pelepasan pada aset tanah tidak seperti aset
lainnya yang apabila sudah tidak digunakan dan tidak memiliki masa
manfaat akan dipindah ke pos aset lainnya. Aset tanah akan langsung
dihapus dari neraca apabila sudah tidak digunakan atau diserahkan
kepada pihak lain. Berikut analisis penghentian dan pelepasan aset
tanah yang dilakukan oleh pemda K abupaten Pekal ongan sesuai dengan

kebijakannya.
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Tabel 4.13 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Tanah

BPKD I nspektorat
PSAP No. 07 Kabupaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan Pekalongan
Penghapusan aset
Suatu aset tetep Tanah yang | tanah yang terjadi
dieliminasi dari | ., . . .
: dieleiminasi oleh | pada neraca
neraca ketika .
delepaskan atau bila | PEMI2 pemerintah  daerah |
et a Kabupaten dikarenakan Sesuai
e manen el Pekalongan salah | perpindahan aset dengan
(Fj)ihentikan satunya tanah antar SKPD | PSAPNo. 07
enaaunaannva dan dikarenakan ataupun penghibahan | Paragraf 76
pengg y tanah’  tersebut | tanah kepada
tideak ada manfaat | . '
. dihibahkan pada | pemerintah kota
ekonomik masa | . .
ang akan datang pihak lain. pgkalongan atau
y ' pihak 1ain.
Tanah yang
dihibahkan oleh
Aset tetap yang | pemda
secara  permanen | Kabupaten Setigp  pengurangan
dihentikan atau | Pekalongan aset tanah  yang Sesuai
dilepas harus | diungkapkan terjadi di pemerintah denaan
dieliminas dari | pada CaLK | daerah akan disgjikan g
. : .. | PSAPNo. 07
Neraca dan | mengenai berita | pada CalLK terkait Paraaraf 77
diungkapkan dalam | acara dan | penyebab tanah A
Catatan atas | keterangan atas | tersebut berkurang.
Laporan Keuangan. | tanah yang
dihibahkan
tersebut.
Aset tanah tidak
dipindah ke aset
Aset tetap yang | lain ketika Penghap_usan aset
. . : : tanah tidak seperti
dihentikan dari | mengalami :
. aset lainnya yang
penggunaan  aktif | pelepasan .
) : . dikarenakan  masa| . .
pemerintah  tidak | melainkan .| Tidak sesual
: L , manfaatnya  habis
memenuhi  definisi | langsung dihapus atau usana. sehinaoa dengan
aset tetap dan harus | pada pos aset 9 992 | bsapPNo. 07
. padaaset tanah proses
dipindahkan ke pos | tetap dan Paragraf 78
aset lainnya sesuai | mengalami penghapu;annya
dengan nilai | pengurangan tidak dipindah pada
A aset lain terlebih
tercatatnya. sesuai nila aset
dahulu.
tanah yang
dilepas tersebut.

Sumber: Data diolah oleh peneliti
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Hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti salah satu poin penting
mengenai perpindahan aset tetap ke pos aset lainnya tidak sesuai. Hal
ini dikarenakan aset tanah sendiri alasan penghapusannya tidak karena
russk atau tidak diopraskan melainkan karena perpindahan
kepemilikan atau dihibahkan sehinggatidak akan dimasukkan pada pos
aset lainnya

Aset tetap dapat dieliminasi- dari neraca ketika dilepaskan atau
bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada
manfaat ekonomik masa yang akan datang. Tanah yang dimiliki oleh
pemda Kabupaten Pekal ongan mengalami penghentian dan pelepasan
salah satu penyebabnya adal ah ketika tanah tersebut dihibahkan. Tanah
yang dimiliki oleh pemda Kabupaten Pekal ongan dan telah dihibahkan,
akan mengalami penghentian masa manfaat sehingga tanah tersebut
kemudian_dieliminasi yang menyebabkan, pengurangan. pada akun
tanah di neraca. Salah satu contoh pelepasan aset yang dilakukan oleh
pemda Kabupaten Pekalongan adalah tanah yang di serahkan untuk
lembaga pendidikan. Pernyataan Pak Fatah mengenai pelepasan aset
tanah yakni,

“Itu kalau misalnya tanahnya kita hibahkan, dulu kita

sempat menghibahkan tanah, tanah UIN itu kan hibah dari

sini, itu berarti kita keluarkan.” (Fatah, 2024).

Ibu Siti selaku Kasubbid Perencanaan Barang Milik Daerah juga

men;] el askan bahwa,

“Dijual itu tergantung untuk apa, tapi itu seharusnya tidak
sampal  seperti  itu  karena harus dimaksimalkan
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pemanfaatnnya, fungsinya, itu hanya dengan kondisi
tertentu dan kebijakan tertentu. Tapi untuk secara aturan
diperbolenkan. Tapi itu sangat-sangat kecil sekali
kemungkinannya.” (Siti, 2024).\

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Bapak Ujianto salah
satu manfaat dari pemberhentian aset sendiri adalah agar aset tersebut
bisa lebih dimanfaatkan atau dikelola oleh pihak yang lebih
membutuhkan,

“yang jelas bisa dimanfaatkan oleh pihak lain dan
dimaksimalkan dalam pengelolaannya”. (Ujianto, 2024).

ii. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan merupakan salah satu aset yang potensi
penghapusannya tinggi dikarenakan kondisinya yang sudah tidak
memungkinkan. Salah satu penyebab gedung dan bangunan tersebut
tidak dioprasikan adalah karena lokasinya Perpindahan pusat
pemerintahan dari yang sebelumnya di J. Nusantara No. 01 Kota
Pekalongan ke kompl ek alun-alun kajen membuat banyak gedung yang
ditinggalkan disana. Sehingga ada beberapa bangunan yang masih
digunakan dan ada beberap yang sudah masuk ke usul hapus
diakarenakan sudah tidak bisa dioprasikan dan kondisinya sudah tidak
memungkinkan. Berikut analisis penghapusan gedung dan bangunan

pada pemda Kabupaten Pekal ongan yang dilakukan oleh peneliti.
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Tabel 4.14 Penghapusan dan Pelepasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Inspektorat
PSAP No. 07 BPI;S(;abupaten Kabupaten Keterangan
ongan
Pekalongan
Suatu aset tetep | Gedung dan bangunan | Gedung dan
dieliminasi dari | yang sudah tidak | bangunan yang
neraca ketika | memiliki masa | sudah habis masa
delepaskan atau | manfaat atau rusak | manfaatnya akan
bila aset secara|dan sudah tidak | di  hapus dari
permanen dioprasikan sama | neraca melalui Sesuai
dihentikan sekali akan di | beberapa dengan
penggunaannya dan | eliminasi’ dari neraca | tahapan. PSAP No. 07
tidak ada manfaat | melaldi beberapa Paragraf 76
ekonomik masa | tahapan Sesuai dengan
yang akan datang. _j‘kebijakan yang
diterapkan oleh pemda
K abupaten
Pekalongan.
Aset tetap yang | Gedung dan bangunan | Penghapusan aset
secara permanen | yang telah di hapus | secara permanen
dihentikan atau | dari  neraca  akan | akan diunkap
dilepas harus | diungkap di CalLK | pada CalLK Sesua
dieliminas dari | mengenai  penyebab | terkait penyebab d
) engan
Neraca dan | penghapusan aset | dan berita acara PSAP No. 07
diungkapkan dalam | tersebut serta catatan | yang dikeluarkan Paragral '77
Catatan alas | atau keterangan | atas persetujuan
Laporan Keuangan. | mengenai gedung | penghapusan aset
yang di  eliminasi| tersebut.
tersehut.
Aset tetap yang | Salah @ satu tahapan | Pemindahan pada
dihentikan dari | ddam  penghapusan | pos aset lainnya
penggunaan  aktif | gedung dan bangunan | terjadi  apabila
pemerintah  tidak | adalah memindahkan | gedung dan
memenuhi definisi | nilai atas gedung dan | bangunan pemda
aset tetap dan harus | bangunan yang sudah | sudah habis masa
dipindahkan ke pos | tidak dioprasikan | manfaatnya Sesuai
aset lainnya sesual | tersebut ke aset lain, | sebelum dengan
dengan nilai | kemudian dari aset | kemudian PSAP No. 07
tercatatnya. lain aset tersebut akan | dimasukkan pada | Paragraf 78
dimasukkan ke aset | gedung dan
usul hapus sebelum | bangunan  usul
nantinya ada | hapus.
keputusan dari Bupati
mengenai persetujuan
atas penghapusan aset.

Sumber: Diolah oleh pendliti
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Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan
ke pos aset lainnya sesual dengan nilai tercatatnya. Pelepasan gedung
dan bangunan milik pemda Kabupaten Pekalongan pada neraca tidak
dilakukan secara langsung melainkan melalui beberapa tahap. Gedung
dan bangunan yang dimiliki el eh pemda K abupaten Pekalongan dengan
kondisi rusak tidaklayak paka dan masa manfaat gedung tersebut telah
habis sehingga tidak memungkinkan untuk di oprasikan lagi akan
dipindahkan ke pos aset lainnya. Kemudian atas aset tersebut akan
dimasukkan kedalam aset usul hapus. Apabila dari Bupati telah
menyetujui atas penghapusan aset tersebut maka bangunan akan
dirobohkan, dan dilakukan pelelangan atas runtuhan bangunan yang
masih bisa dimanfaatkan. Setelah tahapan tersebut selesai maka
penghapusan aset bisa dilakukan oleh pihak. pengelola.aset pemda
Kabupaten Pekalongan.

Tabel 4.15 Gedung dan Bangunan Usul Hapus

No JenisBarang Nama_ Alamat
Inventaris
B. Eks J
1 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Di : Nusantara
insosnakertrans Pk]
, J.
2 | Bangunan Gedung Kantor Permanen Kamar Mand Nusantara
dan Dapur Pk]
3 Rumah Negara Golongan | Tipe A Rumah Dinas Kaien
Permanen Kajari (Rehab) 9
4 Rumah Negara Golongan Il Tipe A Rumah Dinas Kaien
Permanen Kapolres (Rehab) 9
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5 MESS/'WISMA/BUNGALOW/TEMPAT | B. Rumah Dinas Nusjalﬁtara
PERISTIRAHATAN Lainnya Karyawan || o

6 MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT | B. Rumah Dinas Nuéllﬁtara
PERISTIRAHATAN Lainnya Karyawan | k|

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan

Penjelasan dari Pak Fatah mengenal penghapusan aset adalah,

“Kalau gedung itu. biasanya karena rusak, jadi kan
kemungkinan harus direbohkan. Kemudian untuk gedung
kita lelang itu bongkahannya, kan yang dijua hanya
gedungnya tidak termasuk. tanah jadi gedungnya
dirobohkan terus nanti bongkahannya kitalelang. Baru bisa
dihapus dari pos aset lainnya.”™ (Fatah, 2024).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Pak Sigit,

“Bangunan yang tidak digunakan secara data masuknyake
aset lain, jadi antara barang dengan aset itu beda.” (Sigit,
2024).

Kemudian bu Siti  menambahkan mengenai  prosedur

penghapusan suatu aset,

“Prosedur itu yang jelas harus ada keputusan dari Bupati
terkait penghapusan yang juga didasarkan di penghapusan
aset-asct yang ada di BMD. Dengan adanya SK Bupati
terkait penghapusan itu baru bisa dihapus dari aset atau
pencatatan seperti itu.” (Siti, 2024).

“Kalau untuk penjualan aset mungkin bisa dikatakan setiap tahun
ada, misalnya untuk barang-barang yang rusak berat itu kan ada
proses penghapusan dengan cara dilelang. Selain karena rusak
berat untuk penghapusan itu bisa juga karena sudah tidak update
dalam artian ketinggalan teknologi, jadi tidak harus karena rusak
tapi bisajugakarena usang”. (Ujianto, 2024)

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 1 tahun 2021 tentang kebijakan

akuntans membahas mengena pengehentian dan pelepasan aset tetap yang

terjadi pada Kabupaten Pekalongan bahwa suatu aset tetap dan akumulasi

penyusutannya dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CalLK ketika
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dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan
dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang
akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan
persetujuan DPRD. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilaistercatatnya.
f. Pengungkapan Aset Tetap
i. Tanah
Peneliti melakukan analisis terhadap pengungkapan aset tetap
tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan
dimana pengungkapan aset ini sangatlah penting pada |aporan keungan
sehinggapenggunainformasi |aporan keuangan bisa mengetahui secara
jelas bagaimana kondisi laporan keuangan dan pengelolaan aset pada

suatu.lembaga pemerintah.
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BPKD Inspektorat
No. | PSAPNo. 07 Kabupaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan Pekalongan
Pada CaLK, | Dalam
Dasar penilaian | pemda Kabupaten | pengungkapannya
yang digunakan | Pekalongan tidak | memang tidak Tidak
untuk mengungkap dasar | dijelaskan namun Sesuai
1 | menentukan penilaian yang | pada kebijakannya dengan
nilai tercatat | digunakan guntuk | sudah  dijelaskan | Paragraf 79
(carrying menentukan nilai | mengani Point a
amount); tercatat aset perhitungan nilai
tanahnya. tercatat.
Rekonsilias Pengungkapar_l_ _ Penjelasan terkait
: alas rekonsilias | perubahan  yang
jumlah tercatet | . lah i K
da. awaldidan | UM tercatat | terjadi  merupakan
gkhir diode | 25 teneh pada | salah satu bentuk
Jang R awa dan akhir | keterbukaan
menunjukkan: penode pemerintah kepada Sesuai
diungkapkan oleh | masyarakat dengan
2 | a Penambahan
pemda Kabupaten | ataupun pengguna | Paragraf 79
b. Pelepasan ;| ) :
. Pekalongan mulai | informas  laporan Point b
c. Akumulasi . -
dari penambahan | keuangan lainnya.
penyusutan hi
dan ingga_perubchin
nilai yang terjadi
p.e“?bf".‘ha” pada aset tetap
nilai, jikaada
tanah.
Batasan hak milik ‘Proses
atas aset tanah | pensertifikatan
tidak terbatas | terus  difakukan
bahkan tidak | merupakan saah
diharuskan satu upaya untuk
membayar pajak | mempertahankan
Eksistens dan | untuk hak  kepemilikan Sesual
3 batasan hak | mempertahankan | aset secara hukum dengan
milik atas aset | kepemilikannya dan tertib | Paragraf 80
tetap tersebut  selama | administrasi. Point a
bukti  kekuasaan
atas tanah tersebut
secara hukum
terbukti milik
pemda Kabupaten
Pekalongan.

Sumber: Data diolah oleh peneliti
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Berikut pengungkapan aset tetap tanah pada pemda Kabupaten

Pekalongan berdasarkan data yang diterima oleh pendliti:

a) Pada CaLK pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengungkap

mengenai dasar penilaian atas nilai tercatat aset tanah yang disgjikan
pada neraca. Pemda Kabupaten Pekalongan hanya menjelaskan

mengenai daras perhitungan atas nilai perolehannya.

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

(1) Penambahan

Penambahan aset tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
pekalongan berasal dari donasi/hibah dari Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Komite Sekolah dan pihak lain
yang telah dilengkapi berita acara serah terima pada masing-
masing SKPD, kemudian koreksi pencatatan pada SKPD, mutasi
penambahan aset tetap antar SKPD, dan.ada reklasifikas antar
aset tetap,

Tabel 4.17'Penambahan Aset Tetap Tanah

No Penambahan Tanah
1 | Donasi/Hibah Rp 14.383.555.000,00
2 | Koreksi Pencatatan Rp  3.123.684.000,00
3 | Mutas penambahan asettetap | Rp  69.715.754.882,03
4 | Reklasifikasi Antar Aset Tetap | Rp 98.978.000,00
Jumlah Rp 87.321.971.882,03

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(2)Pengurangan
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Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan melakukan
penghapusan tanah berupatanah pasar Banyuurip seluas 6.270m?
senilai Rp5.028.540.000,00 yang dihibahkan kepada Pemerintah
Kota Pekalongan. Kemudian pengurangan

juga terjadi

dikarenakan mutasi pengurangan aset tanah senilai
Rp69.715.754.882,03 akibat perpindahan aset antar SKPD.

Tabel 4.18 Pengur angan Aset Tetap Tanah

No Pengur angan Tanah
Penghapusan Aset Tetap Rp5.028.540.000,00
2 | Mutasi Pengurangan Aset Tetap | Rp69.715.754.882,03
Jumlah Rp74.744.294.882,03

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

(3) Pengungkapan Perubahan Koreksi Nilai Aset Tetap Tanah
Koreks nilai yang berasal dari tanag dapat dirinci pada tiap-tiap
SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.19 Koreks Aset Tetap Tanah Per SKPD Tahun 2022

. Koreks -
Nama SKPD Koreks Tambah o Selisih
Kurang

a | Dinas Kesehatan Rp 972.016.000,00 | Rp 0,00 | Rp 972.016.000,00
Dinas Pekerjaan

b | Umum dan Rp 287.168.000,00 | Rp 0,00 | Rp 287.168.000,00
Penataan Ruang
Kecamatan

¢ | Wiradesa Rp 1.864.500.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.864.500.000,00
Badan Pengelolaan
K etiangan Daerah Rp 0,00 | Rp5.028.540.000,00 | (Rp5.028.540.000,00)

Jumlah Rp3.123.684.000,00 | Rp5.028.540.000,00 | (Rp1.904.856.000)

Sumber: LKPD Kabupaten Pekal ongan Tahun 2022
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Koreks ekuitas yang berasal dari tanah, terdapat pada
beberapa SKPD yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Dinas Kesehatan, terdapat koreksi penambahan aset tanah
senila Rp972.016.000,00 terdiri atas tanag yang belum
tercatat pada Puskesmas Bojong 1l senilai Rp250.496.000,00
dan Puskesmas talun senilai Rp721.520.000,00.

b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdapat koreksi
penambahan aset tanah senilai Rp287.168.000,00 merupakan
tanah yang belum tercatat pada Jembatan Kali Genteng.

c) Kecamatan Wiradesa, terdapat koreksl penambahan aset tanah
senila Rp1.864.500.000,00 merupakan pensertifikatan tanah
ex bengkok yang ada di wilayah Kecamatan Wiradesa.

d) BPKD, terdapat pengurangan senila Rp5.028.540.000,00
yang merupakan hibah tanah pasar. banyuurip kepada
Pemerintah Kota Pekaongan sebagaimana tertuang dalam
Naskah Perjanjian /Hibah Daerah antara Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dan Pemerintah Kota Pekaongan
Nomor 030/04115 tentang Hibah Barang Milik Daerah
Kabupaten Pekalongan berupa Tanah Pasar Banyuurip kepada
Pemerintah K ota Pekalongan, dan Berita Acara Serah Terima
Barang Milik Daerah Kabupaten Pekalongan berupa Tanah
Pasar Banyuurip kepada Pemerintah Kota Pekalongan Nomor

030/04116.
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ii. Gedung dan Bangunan
Perlakuan akuntansi yang terakhir adalah pengungkapan, dimana
perlakuan akuntansi ini akan mengungkap mengenai bagaiman
pengel ol aan aset tetap gedung dan bangunan yang disajikan oleh pemda
Kabupaten Pekalongan apakah telah sesuai dengan standar yang ada
pada PSAP No. 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap. Perubahan yang
terjadi pada aset gedung dan hangunan akan dijelaskan pada CalLK agar

para pengguna informasi dapat memahami dan mengetahuinya secara

jelas.

Tabel 4.20 Pengungkapan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

I nspektorat
PSAP No. 07 BRI < ahgibaten Kabupaten Keterangan
Pekalongan
Pekalongan
Dasar penilaian | Perhitungan nila
Dasar penilaian | yang digunakan | tercata pada
yang digunakan | untuk menentukan | kebijakan @akuntansi | Tidak Sesual
untuk nila tercatat tidak | sudah dijelaskan dengan
menentukan nila | diungkap oleh | meskipun padaCaLK | Paragraf 79
tercatat (carrying | pemda - kabupaten | tidak dijelaskan. Point a
amount); Pekalongan  pada
CalLKnya.
Rekonsiliasi Pengungkapan
jumlah  tercatat | Perbandingan antara | perubahan yang
pada awa dan | saldo awal periode | terjadi bisa menjadi
akhir periode | hingga akhir periode | salah satu
yang aset gedung dan | pertimbangan  bagi Sesuai
menunj ukkan: bangunan diungkap | pengguna  laporan dengan
a. Penambahan | mengenai penyebab | keuangan dalam | Paragraf 79
b. Pelepasan perubahan tersebut | mengambil Point b
c. Akumulas mul ai dari | keputusan.
penyusutan penambahan hingga
dan perubahan | penyusutannya.
nilai, jika ada
Informasi Informasi Terkait dengan .
Sesuai
penyusutan, penyusutan gedung | penyusutan maka dengan
meliputi: dan bangunan juga | pada pemda sendiri




99

a. Nila sudah disgjikan pada | sudah ditentukan | Paragraf 79
penyusutan CaLK sehingga | pada kebijaknnyadan Point ¢
b. Metode pengguna informas | hal itu terus
penyusutan bisa memahami | diperbaharui  sesual
perubahan yang | dengan SAP yang
terjadi. digunakan.
Pemda Kabupaten | Adanya
Pekalongan  tidak | pensertifikatan
diwgjibkan  untuk | berkala yang
membayar PBB atas | dilakukan oleh
bangunan yang | pemda menjadi salah Sesuai
Eksistenss  dan | dimiliki serta [ysatu  bukti  bahwa denaan
batasan hak milik | kepemilikén  akan | pemda akan | o f’ %0
atas aset tetap terus bertahan | “'mentertibkan P?J?nt a
selama bukti | administrasi serta
kekuasaan atas | mempertahankan aset
gedung dan | yang dimiliki. secara
bangunan yang di | hukum.
kuasai ada.
. . | Kapitalisas  secara
r‘fggigf‘ akuntansi | ;- hisa dilihat pada
K ebijakan Kapitalisast  atas | <EDUSKan &untans .
: . - | untuk  mengetahui Sesuai
akuntansi  untuk | perhitungan kembali
kapitalisas yang | juga dijel askan pada | 22250 dan /| dengan
i presentase atas aset | Paragraf 80
berkaitan dengan | pengukuran aset . -
tersebut bisa Point b
aset tetap tetap yang telah
— bertambah masa
disajikan pada i
CalK manfaatnya atau
' tidak.

Sumber: Data diolah oleh peneliti

Berikut pengungkapan aset tetap tanah pada pemda Kabupaten

Pekalongan berdasarkan data yang diterima oleh peneliti:

a) Pada CaLK pemda Kabupaten Pekalongan tidak mengungkap

mengenai dasar penilaian atas nilai tercatat aset gedung dan

bangunan yang disgikan pada neraca. Namun dari kegiatan

wawancara nilai tercatat didasarkan pada nilai perolehan aset

tersebut yang kemudian dikurangi oleh akumulasi penyusutan.
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b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunj ukkan:
(1) Penambahan
Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022
digolongkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No
108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang
Milik Daerah. Penambahan Aset Tetap berasal dari Belanja
Modal, Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa, Aset Tetap yang
berasal dari Donasi/Hibah, Koreksi Pencatatan Penambahan,
Reklasifikasi dari aset lain,Mutas Penambahan Aset Tetap
Reklasifikass Penambahan Antar Aset Tetap, Saldo Awal
Extracomptable, Saldo Awa Aset Tak Berwujud, Saldo Awal
Usulan Penghapusan dan Aset Kerjasama. Rincian masing-
masing komponen penambahan aset tetap gedung.dan bangunan
dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.21 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No Penambahan Gedung dan Bangunan
1 | BelanjaModa Rp  46.231.132.678,00
2 | Reklasifikasi penambahan belanjamodal | Rp 2.715.561.286,00
3 | Reklasifikasi belanjabarang dan jasa Rp 189.479.970,00
4 | Donasi/hibah Rp 2.637.762.696,00
5 | Koreks pencatatan penambahan Rp 7.031.850.685,00
6 | Reklasifikas dari aset lain-lain Rp 60.000.000,00
7 | Mutasi penambahan aset tetap antar OPD | Rp 221.073.334.825,60
8 | Reklasifikasi penambahan antar aset tetap | Rp 213.942.723,99

Jumlah Rp 280.153.064.864,59

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
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Pengurangan Aset Tetap berasal dari Reklasifikas ke

Persediaan, Penghapusan Aset Tetap (inventaris), Koreks

Pencatatan Pengurangan, Mutasi Pengurangan Aset Tetap,

Reklasifikasi Pengurangan antar Aset Tetap, Extracomptabel dan

Pengurangan Usulshapus dan Kerjasama dalam Pemanfaatan.

Rincian pengurangan pada aset gedung dan bangunan yang

dimiliki Pemerintah daerah Kabupaten Pekal ongan yaitu:

Tabel 4.22 Pengurangan Aset Tetap

No Pengurangan Gedung dan Bangunan
1 | Reklasifikasi ke persediaan Rp 40.913.449,00
2 | Reklasifikas pengurangan belanjamodal | Rp 996.957.790,01
3 | Penghapusan aset tetap Rp  1.298.099.500,00
4 | Usulan penghapusan Rp  1.847.484.943,00
5 | Extracomtable Rp 155.132.000,00
6 | Koreks pencatatan penguranagn Rp 27.541.451,00
7 | Mutasi_pengurangan aset tetap antar SKPD | Rp.221:073.334.825,60
8 | Reklasifikas pengurangan antar asettetap | Rp 1.407.930.562,00

Jumlah

-Rp 226.847.394.520,61

Sumber: LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022
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(3)Pengungkapan Perubahan Koreks Nilai Aset Tetap Gedung dan
Bangunan
Koreks nilai ekuitas yang berasal dari gedung dan
bangunan dapat dirinci tiap-tiap SKPD sebagal berikut:

Tabel 4.23 Koreksi Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per SK PD

Tahun 2022
Nama SKPD Koreksi Tambah Koreks Kurang Selisih
Dinas Pendidikan Rp
2| 4an Kebu dayaan Rp 494.000.000,02 | Rp 140.032.000,00 353.968.000,02
b | Dinas Kesehatan Rp 0,00 | Rp1.313.199.500,00 | (Rp1.313.199.500,00)
Dinas Pekerjaan Rp
¢ | Umumdan Penataan | Rp  75.196.485,00 | Rp  25.151.351,00 50.045.134,00
Ruang
g | DinasKelautaridan | o, 000 | Rp  2390100,00 | (Rp  2.390.100,00)
Perikanan
Rp
e | BPKD Rp6.462.654.200,00 | Rp 0,00 6.462.654.200,00
Jumlah Rp7.031.850.685,02 | Rp1.480.772.951,00 | Rp5.551.077.734,02

Sumber: CaLK LKPD Kabupaten Pekalongan Tahuni2022

¢) Informasi Penyusutan
(DNilai penyusutan
Nilal penyusutan untuk masing-masing periode pada pemda
Kabupaten Pekalongan diakui sebagai pengurang nilai tercatat
atas aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan

operasional.
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(2)Metode Penyusutan yang digunakan
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis
lurus (strainght line method) dihitung masing-masing sesuai
realisasi belanja tahun pengeluaran berjalan. Pemda Kabupaten
Pekalongan sendiri telah mengel ola seluruh asetnya pada aplikasi
SIMASET. Hal ini.sesuai dengan penjelasan Pak Fatah mengenai
pengel ol aan, aset tetap,
“Itu'pakainya metode garis lurus.” (Fatah, 2024).
d) Kehijakan akuntans untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset
tetap
Pengungkapan mengenai nila satuan minimum kapitalisasi
aset tetap menjelaskan mengenai pengeluaran pengadaan baru dan
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi,
renovasi, perbaikan atau resortasi. Nilal satuan minimum kapitalisasi
aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum
suatu aset yang harus dikapitalisasi.
3. Permasalahan Penerapan PSAP No. 17
Pemda K abupaien Pekalongan hingga tahun anggaran 2023 belum bisa
menerapkan PSAP No. 17 mengenal Properti Investasi. BPK salah satu pihak
yang menekankan agar pemda Kabupaten Pekalongan segera menerapkan
PSAP No. 17 agar laporan keuangan lembaga pemerintahan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Namun dari pihak pemda

Kabupaten Pekal ongan menjel askan bahwa apabila PSAP tersebut diterapkan
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tanpa adanya kodefikasi akun yang jelas maka akan menimbulkan cacat pada
laporan keuangan, karena peletakan akun properti investas yang tidak
seragam pada masing-masing Pemerintah Daerah. Dengan adanya
ketidakseragaman tersebut maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak
sesual standar karena tidak bisa dibandingkan. Berdasarkan wawancara
bersama Bapak Sigit,

“BPK juga sudah mendesak untuksmenerapkan, tapi tak balikkan

lagi akunnya yang mana, mau tiruyang manatiru kendal atau tiru
brebes, beda=beda jadi tidak standar.” (Sigit, 2024)

Pemda Kabupaten Pekalongan memiliki'potensi untuk menjadikan aset
yang tidak dioperasikan secara maksimal sebagal properti investasi yang bisa
disewakan kepada pihak |uar. Bahkan menyewakan aset yang pemanfaatnnya
tidak maksimal dan masih ideal untuk digunakan sangat disarankan oleh
pihak pusat. Hal ini dapat membantu lembaga pemerintah dalam
memaksimalkan aset yang dimiliki serta seningkatkan nilai dari aset tersebut.
Properti Investasi sendiri tidak semata-mata memanfaatkan aset yang tidak
diopraskan. Pemda Kabupaten Pekalongan akan menyewakan asetnya
selama ada kesepakatan dan tidak mengganggu aktivitas opras lembaga
pemerintah. Pemda Kabupaten Pekalongan sendiri telah menyewakan salah
satu asetnya yakni Gedung Pertemuan Umum yang beradadi depan alun-alun
kaen tepatnya di Jdan Mandurorgo, Nyamok, Kagen, Kabupaten
Pekal ongan, Jawa Tengah, 51161.

Gedung tersebut memang dibangun untuk disewakan kepada pihak luar
baik itu dari lembaga pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak swasta.

Bidang Aset selaku pengelola Barang Milik Daerah bertanggungjawab atas
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mekanisme penyewaan gedung tersebut. Hasil dari penyewaan gedung akan
menjadi pendapatan oprasional yang dimiliki oleh pemda Kabupaten
Pekalongan. Pihak pemda Kabupaten Pekalongan selaku penyedia gedung
juga menanggung atas biaya kebersihan gedung tersebut. Kemudian untuk
pencatatan pendapatan oprasional yang didapat masih secara bruto, untuk
membayar jasa kebersthan maupun biaya lain yang dikeluarkan atas
penyewaan gedung tersebut pihak pemda akan mengeluarkan SP2D dan tidak
memotong langsung dari uang sewa yang diterima. Penjelasan dari Bapak
Sigit mengenal pencatatan pendapatn atas sewa,

“Pendapatannya dicatat secara bruto. Misal dapat Rp1.000.000

(Satu Juta Rupiah), dapat satu juta nanti pengelolanya itu dapat

katakanlah 5% berarti kan Rp50.000 (limapulihribu rupiah), satu

jutamasuk nanti limapuluhribu itu keluarnyalewat SP2D, bukan
langsung satu juta dipotong untuk pengelola.” (Sigit 2024).

Selain tanah dan gedung yang memiliki potensi dikelola sebagai
properti_investasi, pemda Kabupaten Pekalongan juga bisa menyewakan
kendaraan yang dimiliki. apabila kendaraan tersebut dalam keadaan baik,
namun dalam pertimbangannya pihak luar tidak akan mau menyewa
kendaraan dengan plat merah. Pengendara dengan kendaraan berplat merah
tidak dinakan mengis BBM menggunakan BBM yang bersubsidi, sehingga
hal tersebut akan memberatkan dan menyulitkan penyewa. Sementara dari
pihak penyewa lain akan menggunakan plat hitam sehingga bebas dalam
pengisian bahan bakarnya. Oleh karena itu menyewakan kendaraan yang
dimiliki oleh lembaga pemerintah tidak disarankan oleh pemda Kabupaten

Pekalongan.
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“Bukan hanya itu sebenarnya bisa saja kendaraan atau alat

lainnya, yang kelihatan aja kan mobil adabanyak kalau dipelihara

dengan baik disewakan boleh tapi yang nyewa itu yang agak
takut, karena kan platnya merah, terus ngisinya harus pertamax,

laku ga kalau kaya gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan lain

menyawakan platnyahitam, platnyahitam bisa pakai subsisi, bisa

pakai pertalit.” (Sigit, 2024).

Pemda Kabupaten Pekal ongan melakukan pengambilalihan aset yang
sebelumnya tidak jelas kepemilikannya, hal ini dilakukan sebagai
penanganan dan pengamanan aset negara agar tidak terjadi permasalahan
ataupun sengketa bagi pthak yang mendirikan bangunan diatasnya. Diatas
tanah tersebut berdiri beberapa bangunan, diantaranya terdapat masjid, kantor
kecamatan, koramil, dan kantor BPR BKK. Diantara bangunan-bangunan
tersebut masing-masing pihaknya tidak bisa membuktikan kepemilikan atas
tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan diatasnya. Selain kantor
BPR BKK oleh pihak pemda tidak mempermasalahkan dikarenakan tanah
pemerintah bisa digunakan untuk kepentingan umum salah satunya
mendirikan tempat ibadah. Kemudian untuk koramil dan kecamatan juga
termasuk dalam lembaga pemerintah untuk kepentingan umum. Kantor BPR
BKK sebagai lembaga swasta dikenakan biaya sewa atas pemanfaatan tanah
tersebut, sehingga setiap tahunnya pihak BPR BKK membayar kepada pihak
pemda K abupaten Pekal ongan atas tanah tersebut.

“Di Kecamatan Karanganyar dekat tugu duren disana ada kantor

kecamatan, dan ada komplek kantor kecamatan, koramil, BKK,

terus ada magjid disitu, itu tidak ada sertifikatnya. Ditanya yang

punya siapa, katanya provinsi. Padahal disitu berdiri sebuah BPR

tapi ditanya tidak ada databasenya, terus diambil sama pemda,

pada akhirnyakantor BKK nyewa sama Pemda dan tiap tahunnya
bayar.” (Sigit, 2024).
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Dengan adanya penyewaan aset milik pemda Kabupaten Peka ongan,
secara aturan pemda Kabupaten Pekalongan seharusnya sudah harus
menyagjikan akun properti investasi pada laporan keuangannya. Namun,
sampai saat ini pemda Kabupaten Pekalongan belum menyagjikan akun
tersebut pada laporan keuangan. Sehingga aset yang dimanfaatkan tersebut
sampai saat ini masih tergolong pada akun aset tetap. Apabila PSAP No. 17
diterapkan oleh pemda Kabupaten Pekalongan akan memudahkan pihak
pengelola dalam memetakan aset yang beroprasi untuk menunjang kinerja
lembaga dan beroprasi dalam pemaksimalan manfaat ataupun investasi
properti.

“Banyak si sebenarnya, Mungkin ranahanya sana itu untuk

memanage ya untuk menata terkait dari segi pengelolaannya,

pendapatnnya, minimal memaping |ah potensi-potensi manayang

bisa digali, jadi mungkin tujuannya itu penataan untuk lebih ke

pencatatan yang lebih baik juga, jadi tidak hanya masuk ke aset

lain saja.” (Dwi, 2024).

Pemda Kabupaten Pekal ongan memilih untuk tidak menerapkan PSAP
No. 17 pada laporan keungannya atas pertimbangan yang telah dilakukan.
Permasalahan dalam penereapan PSAP No. 17 oleh pemda Kabupaten
Pekalongan pada laporan keuangan ini disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya yakni:

a. Kodefikasi akun yang tidak jelas
Kodefikasi akun yang belum jelas mengenai akun properti investasi
sehingga sulit dalam penygjiannya. Pemda Kabupaten Pekalongan tidak
bisamenyajikan akun properti investasi padalaporan keuangannyaapabila

kodefikasi akun tersebut belum jelas dan belum sesuai dengan standar. Hal
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ini telah dijelaskan oleh Bapak Sigit selaku Kepala Bidang Akuntansi dan
Pembukuan apabila PSAP tersebut tetap diterapkan dan kodefikasi akun
belum jelas maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai standar.
Hal ini disebabkan karena ketidakseragaman penyajian akun properti
investasi, sehingga nantinya pada saat rekonsiliasi di pemerintah pusat
akan mengalami perbedaan.

“Belum jelas untuk kodefikasinya sasmpal sekarang itu yang
jadi kendalas'sehingga properti investas peletakannya tidak
seragam .di pemda-pemda yang sudah mencoba. Jadi tidak
sesual.dengan standar yang sudah diterapkan. Posisi sekarang
untuk properti investass belum ada, dan posisinya sekarang
masih di Aset Tetap. Ada perbedaan, terutama akun, akunnya
gaadadi laporan keuangan, kalau ada mau dil etakkan dimana
itu juga belum jelas untuk kodefikasinya sampal sekarang itu
yang jadi kendala. Jenengan bisa melihat di kabupaten lain
sebaga referensi untuk perbandingan, kenapa di kabupaten
pekalongan belum menerapkan. Jadi bisadi searching neraca
laporan keuangan bagi pemda yang sudah menerapkan itu
pasti aneh, karena umumnya habis aset itu dana cadangan terus
aset lain, antara aset tetap dengan yang cadangan itu ada kode
akun_1.3A itu dijadikan sebaga kodefikasi. akun. properti
investasi. Adayang seperti itu. Adayang dibawahnyaaset |ain,
1 5 A ada yang seperti itu. Adajuga yang masuk ke investasi.”
(Sigit, 2024).

Pemerintah Daerah sudah pernah melakukan pertemuan yang
dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing pemda di Provins Jawa
Tengah yang dilaksanakan di Semarang dan Solo guna membahas
mengenai penerapan PSAP tersebut. Dalam pertemuan yang dilakukan di
Solo dan Semarang belum bisa memutuskan mengenai jalan keluar atas
PSAP ini, bahkan untuk menyatukan pendapat dari masing-masing pihak
tidaklah mudah. Terdapat beberapa pemda yang mencoba menerapkan

PSAP tersebut pada laporan keuangannya, namun dari masing-masing
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pemda yang menerapakan PSAP tersebut justru berbeda-beda dalam
peletakan akunnya di neraca. Oleh karena itu, pihak pemda Kabupaten
Pekalongan memilih untuk menunggu kodefikasi akun yang jelas baru bisa
menyajikan akun properti investasi pada laporan keuangannya.

“Kalau rakor itu ada tapi kalau kita hanya sebatas sosialisasi

karena kalau mencari satu titik temu untuk mencari solusi atau

satu perseps itu belum ada, karena cakupan yang luas dan

karakter tiap daeralitu berbeda-beda.” (Dwi, 2024).
. Kurangnya SDM yang memahami propesti investas

PSAP.No. 17 mengenal Properti Investasi merupakan PSAP terbaru
dalam Peraturan Pemerintan Nomor 71 tahun2010. PSAP ini di terbitkan
pada tahun 2021, namun sampa saat ini masing jarang lembaga
pemerintah yang menerapkan hal tersebut. SDM dari pemda Kabupaten
Pekalongan sendiri khsusnya pihak yang berkaitan dengan pengelolaan
properti imasih banyak yang belum faham akan konsep properti investasi.
Oleh karena itu sulit untuk menerapkanPSAP ini apabila pihak pengelola
belum memahami akan standar yang diterapkan. Oelh karena itu masih
harus diberikan pemahaman atas PSAP No, 17 sebelum penerapannya
pada |aporan keuangan.

“Kalau dari BPKD sendiri kan belum implementasi kan ya,

ada banyak faktor salah satunya itu mulai dari perencanaan

dulu kemudian pemahaman terkait psap tersebut sudah siap

atau belum, kemudian merembet lagi ke SDM kemudian juga

alatnya sudah siap atau belum, jadi banyak faktor. Karenatidak

bisa sendiri atau satu bidang dari rencana sampai tingkat
kebijakan.” (Dwi, 2024).
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c. Pandangan masyarakat

Lembaga pemerintah yang seharusnya bergerak dibidang nirlaba,
namun melakukan kegiatan transaksi penyewaan suatu barang tentunya
membuat pandangan masyarakat berubah. Masyarakat akan menganggap
bahwa lembaga pemerintah juga mencari keuntungan atas aset yang
dimiliki oleh lembaga pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap
lembaga pemerintah: yang seharusnya membantu dalam pelayanan
masyarakat dan menjaga aset daerah justiu akan beranggapan bahwa
lembaga pemerintah tidak jauh berbeda dengan lembaga swasta yang
selalu memasang tarif atas pelayanan yang diberikan.

BPKD Kabupaten Pekalongan selaku pengelolalaporan keuangan dari
seluruh SKIPD di Kabupaten Pekalongan masih mengusahakan agar PSAP
No. 17 tentang Properti Investas secepatnya bisa diterapkan di Pemerintah
Daerah Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan. memiliki potens
yang besar dalam pengelolaan properti investasi nantinya, sehingga sangat
penting untuk segeramenerapkan disetiap SKPD agar pengel olaannya sesuai
dengan standar yang sudah ditetapkan. Apabila semuanya sudah sesuai
dengan standar maka pihak BPKD Kabupaten Pekalongan akan melakukan
sosidlisasi kepada selurun SKPD di Kabupaten Pekalongan mengenai
kebijakan tersebut.

Bapak Ujianto dari Inspektorat Kabupaten Pekalongan berpendapat
mengenai permasalahan terkait belum diterapkannya PSAP No.17 pada

pemyusunan laporan keuangan pemda K abupaten Pekal ongan,
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“Jadi penerapan dari pada SAP itu kalau dilihat dari
perjalanannya sebelum dari PP No. 71 itu ada PP No. 24 Tahun
2005 dulu masih cash basic kemudian dengan dikeluarkannya PP
no. 71 masuk ke accrual basic. Kemudian dalam
implementasinya sendiri dalam pemerintah daerah ini memang
mengikuti regulasi jadi artinya ketika itu muncul di SAP yang
sifatnya umum, itu mungkin dari pemda masih mempelgjari
ataupun menggali lagi terkait dengan turunan dari aturan-aturan,
biasanya kalau sudah ada aturannya apalagi itu menjadi
rekomendasi dari pemeriksaan itu akan dibuat atau disesuaikan.”
(Ujianto, 2024).

Kebijakan akuntansi‘'yang di terapkan telah dijelaskan pada Peraturan
Bupati Pekalongan.Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Kabupaten Pekal ongan. Sehingga dalam hal ini pemerintah tidak serta merta
tanpa alasan tidak menerapkan standar yang seharusnya sudah diterapkan
pada penyusunan laporan keuangannya. Bahkan salah satu indikator dalam
pemeriksaan BPK adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tidak mungkin apa yang
sudah di buat tidak dilaksanakan, namun semua itu membutuhkan proses dan
tahapan yang tidak mudah karena harus butuh pengkajian dan pendalaman
pemahaman mengenal peraturan ataupun kebijakan yang akan diterapkan.
Sehingga dalam prakteknya penyusunan laporan keuangan di pemda
Kabupaten Pekal ongan bisa terkoordinir dengan baik.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori legitimasi yang menjelaskan
bahwa pengungkapan tanggungjawab yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mendapatkan legitimas (pengakuan) dari masyarakat sangatlah penting.
Legitimas ini menyebabkan pemerintah terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan dan dapat meningkatkan nilai dari lembaga pemerintahan tersebut.
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Teori legitimasi menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan
hak-hak pimpinan namun tetap memperhatikan hak-hak masyarakat atau
publik. Kelangsungan aktivitas oprasional pemerintah juga bergantung pada
hubungan pemerintah dengan masyarakat, dimana pemerintah terus mencoba
untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka menyelenggarakan kegiatan
pemerintahan sesuai dengan .batasan dan norma-norma yang ada pada
masyarakat. Teori legitimasl menjelaskan apabila tanggungjawab pemerintah
kepada masyarakat lemah maka akan menjadikan ancaman bagi pemerintah
dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Oleh karenaitu pemerintah dalam penyajian laporan keuangan harus benar-

benar sesual dengan standar serta kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan.



BABYV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dangan judul “Analisis

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Pada BPKD

Kabupaten Pekalongan” dapat ditarik.kesimpulan bahwa:

1. Perlakuan akuntansi aset tetap khususnya pada aset tanah, gedung dan
bangunan pada BPKD Kabupaten Pekal ongan secara keseluruhan mulai dari
pengakuan hingga penghapusan pada laporan keuangannya sudah sesuai
dengan PSAP No. 07. Terdapat beberapa perlakuan akuntansi yang tidak
sesuai dengan PSAP No. 07 yang disebabkan oleh karakteristik dari aset itu
sendiri. Berikut hasil dari analisis perlakuan akuntans terhadapa aset tetap
tanah, gedung dan bangunan.
a..Pengakuan_akuntansi pada aset tanah, gedung.dan. bangunan secara

keseluruhan telah sesual dengan kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset
tetap.

b. Pengukuran dan penifaian awa aset tersebut juga sudah dinila
berdasarkan biaya perolehan dan jika tidak bisa menggunakan biaya
perolehan aset tersebut akan dinilai dengan nilai wajar aset pada saat
perolehan.

c. Pengeluaran setel ah perol ehan pada aset tanah tidak sesuai dengan standar

yang diterapkan pada PSAP No. 07 dikarenakan aset tanah sendiri tidak

113
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membutuhkan biaya tambahan diluar biaya perolehan yang digunakan
untuk mempertahankan aset tanah yang dimiliki.

d. Kemudian pada pengukuran berikutnya aset tanah salah satunyajugatidak
sesual karena aset tanah tidak dinilai kembali berdasarkan harga wajar
tanah pada saat periode pembukuan dan tetap menggunakan biaya
perolehan awalnya.

e. Penghentian dan pelepasan aset tetep tanah terdapat satu point yang
mengalami  ketidaksesuaian yakni “ketika aset tersebut mengalami
penghapusan prosedur yang dilakukan tidak dipindah terlebih dahulu ke
aset lain melainkan langsung dihapus dari neraca sesuai dengan nominal
aset yang dikel uarkan.

f. Pengungkapan kedua aset pada CalLK secara garis besar sudah sesuai
dengan standar yang diterapkan pada PSAP No 07, hanya sgja pada
pengungkapannya, BPKD Kabupaten pekalongan. tidak..mengungkap
mengenai dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatainya.

2. BPKD Kabupaten Pekalongan belun bisa menyajikan akun properti investas
sesuai dengan PSAP No. 17 dikarenakan terdapal beberapa permasalahan
yang mengakibatkan akun tersebut tidak bisa disgjikan, diantaranya yakni:

a. Kodefikasi akun yang tidak jelas

b. Kurangnya SDM yang memahami properti investasi

c. Pandangan masyarakat
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Penyajian akun properti investasi yang belum jelas standarnya akan
menyebabkan cacatnya laporan keuangan yang disgikan. Namun apabila
akun tersebut tidak diterapkan BPKD Kabupaten Pekalongan juga
menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAP yang sudah
ditetapkan dan hal ini sudah diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 71
Tahun 2010, dimana PSAP Noai 17 seharusnya telah diterapkan sejak tahun
2021 padapenyajian |aporan keuangan setiap |embaga pemerintah. Penygjian
laporan keuangan pemerintah kabupaten pekalongan secara keseluruhan
sudah sesuai’dengan kebijakan dan peraturan terkait dengan standar yang
harus ditergpkan. Hal ini dibuktikan dari hasil opini BPK yakni bahwa
Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk Laporan Keuangan Tahun 2023
masih pada posisi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dimana salah satu
indikator penilaian BPK adalah bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan
lgporan keuangan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

B. Keterbatasan Pendlitian
K eterbatasan dalam penelitian yang dialami peneliti diantaranya yakni:

1. Narasumber dalam penditian ini memiliki kesibukan yang cukup padat pada
saat peneliti mulai pengambilan data melalui proses wawancara. Hal ini
menyebabkan pendliti kesulitan dalam menyesuaikan waktu dengan para
narasumber dikarenakan jadwal luang para narasumber yang berbeda-beda.

2. Waktu pendlitian yang bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan

tahunan pada BPKD Kabupaten Pekalongan. Bulan januari-mei merupakan
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jadwal cukup padat bagi BPKD Kabupaten Pekalongan. Selain itu penelitian
ini juga bersamaan dengan bulan puasa dan lebaran, sehingga waktu
penelitian dirasa kurang efisian. Kemudian ditambah dengan adanya cuti
lebaran yang cukup panjang juga menghambat waktu penelitian dan juga
bimbingan. Hal ini berdampak pada perolehan data yang membutuhkan
waktu cukup lama sampai pada akhirnya setelah lebaram para narasumber
baru dapat meluangkan jadwalnya dimana pada saat itu juga bersamaan
dengan pemeriksaan dart BPK.

. Pendliti harus memastikan aset yang masuk pada kategori usul hapus benar-
benar sudah tidak bisa digunakan atau dimaksimalkan pemanfaatannya. Aset
yang memiliki kondis masih baik namun dimasukkan pada kategori usul
hapus bisa sgja dijadikan sebagai properti investasi. Sehingga peneliti harus
melakukan' beberapa survel ke lokas aset tersebut untuk memastikan
kebenarannya.

. Data CaLK yang diminta dari BPKD Kabupaten Pekalongan hanya ada
sedikit keterangan atas penyebab dari perubahan yang terjadi selama periode
tahun 2022. Oleh Kkarena itu peneliti menggunakan CalLK dari LKPD
Kabupaien Pekalongan yang lebih lengkap namun penditi  harus
menganalisis dan membedakan sendiri atas perubahan-perubahan yang hanya

dimiliki oleh BPKD Kabupaten Peka ongan.
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C.Implikas Teoritisdan Praktis
1. Implikasi Teoritis

PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap merupakan salah satu
standar yang harus diterapkan oleh setigp lembaga pemerintah, baik
pemerintah daerah maupun pusat. Perlakuan akuntansi pada aset tetap sendiri
diterapkan agar lembaga gpemerintah dalam pengelolaan asetnya
berlandasakan pada kebijakan yang sudah ditetapkan. Pengelolaan aset yang
bijak juga sebagai’ tanggungjawab atas kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah. Oleh karena itu laporan keuangan yang disgjikan juga harus
mengungkap mengenai penyebab atas perubahan-perubahan yang terjadi di
bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah literature dan bukti
empiris bahwatidak semua PSAP bisa diterapkan pada |embaga pemerintah.
Penerapan PSAP tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan dan dampak-
dampak lain yang disebabkan atas penerapan PSAP tersebut. Apabila dalam
penerapannya justru berdampak negatif yang justru meneyababkan laporan
keuangan yang disgjikan menjadi tidak sesuar dengan standar dan tidak bisa
dibandingnkan, maka pertimbangan atas penerapan kebijakan tersebut bisa
sgjadilakukan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis terhadap hasil penelitian ini bisa diterapkan oleh

SKPD lain di Kabupaten Pekalongan maupun diluar Kabupaten Pekalongan

yang memiliki karakteristik dan budaya kerja yang sama. Untuk menerapkan
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kebijakan akuntansi yang sesuai dengan PSAP No. 07 tentunya juga harus
menyesuaikan dengan kebijakan yang sudah diterapkan di lembaga
pemerintah. Pengelolaan aset tetap tidak hanya menjadi tanggung jawab
BPKD melainkan seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pekalongan. Oleh
karena itu masing-masing SKPD juga harus sudah memahami bagaimana
penerapan PSAP No. 07 yang tepat. Peerencanaan dan pengel olaan aset juga
berpengaruh terhadap pemaksimalan aset yang dimiliki oleh masing-masing
SKPD. Sehingga dengan perencanaan dan pengel olaan yang maksimal tidak
kan menimbulkan aset yang dimiliki terabaikan bahkan tidak di oprasikan.
Properti investas tidak hanya berasal dai aset yang tidak dioprasikan, bisa
juga menggunakan aset yang masih beroprasi selama hal tersebut tidak

mengganggu aktivitas pekerjaan.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Panduan Wawancara
1. Panduan wawancara untuk narasumber terkait aset tetap

a. BPKD Kabupaten Pekal ongan melakukan perhitungan ataupun pengeloaan
aset tetap melalui sitem aplikas atau manual ?

b. Apabila menggunakan aplikasi. apakah semua perhitungan hingga
penjurnalan sudah tersistem secaraotomeatis pada aplikasi tersebut?

c. Dalam pengelolaan aset tetap standar peraturan atau dasar hukum apa yang
dijadikan sebagal landasan dalam penyusunan maupun penyajiannya?

d. Apayang menjadi Kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset
tetap pada BPKD Kabupaten Peka ongan?

e. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten
Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?

f. Apa.yang.membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan
nilai perolehan ataupun nilai wajar?

g. Dalam penilaian awa aset tetap apa yang menjadi kualifikas bahwa aset
barang berwujud tersebut bisa dikel ompokkan sebagal aset tetap?

h. Tanah yang dimaksudkan sebagai aset tetap dalam PSAP 07 adalah tanah
yang digunkan untuk oprasional pemerintah, kemudian bagaimana dengan
status tanha yang tidak dioprasikan sama sekali?

i. Apayang menyababkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?

j. Apakah barang hasil hibah ataupun donasi bisadinilai sebagai aset tetap?



. Biayaapa sgjayang bisadiatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan

gedung?

. Bangunan yang belum sepenuhnya jadi diakui sebagai aset tetap Gedung dan
Bangunan atau Konstruksi dalam pengerjaan?

.Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan
bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?

. Tanah ataupun bangunan yang diperoleh atas donass maka dicatat

berdasarkan nilai wajar atau nilai perolehan?

. Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya seudah memiliki bukti

kepemilikan secara sah seperti sertifikat?

. Dalam perlakuan mengena pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD
Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan

nilai atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah

untuk.tanah__atau gedung juga bisa mengaami. . peningkatan yang

mempengaruhi  masa manfaatnya?  Seoperti perbaikan gedung apa

berpengaruh dalam hal ini?

. Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset tersebut

dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?

. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan

manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?

Bagaimana cara menentukan masa manfaat aset tetap yang dimiliki BPKD

Kabupaten Peka ongan?



bb.

CC.

dd.

Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung
penyusutan tiap tahunnya?

Apakah bangunan yang tidak dioprasikan masih mendapatkan pemeliharaan
atau perwatan atas bangunan tersebut?

Apakah BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan penilaian kembali pada
asetnya, terutama pada tanah yang bisa sgja mengalami pertambahan nilai
sementara pada SAP dijelaskan bahwa penilaian tanah berdasarkan biaya

perolehan bukan nilal tanah pada tahun pembukuan?

. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk

mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus
membayar pajak atas tanah yang dimiliki?

Apayang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?

Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan
diadakan pelepasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?

Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?

Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?

Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki
oleh BPKD?

Apakah BPKD pekal ongan telah mengungkap masing-masing aset tetap pada
CaLK?

Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada bagian pengelola aset dan
akuntasi nominalnya berbeda?

Solusi untuk menangani masalah perbedaan penyajian tersebut?



ff. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita
ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli
waris?

gg. Bagaimana pengambil alihan aset yang ditinggalkan oleh pemiliknya?

2. Panduan wawancara untuk .narasumber terkait penyajian properti

investas

a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Peka ongan ada yang
disewakan atau bahkan dijual?

b. Apakah adaaset tenah dan bangunan milik BPK D yang tidak dioperasikan?

c. Apakah boleh tanah ynag dimiliki oleh BPKD dan tidak dioprasikan disewa
oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?

d. Bagaimanatanggapan saudaraterkait PSA Pterbaru yang mengatur mengenai
Properti Investasi ?

e. Apakah pada |laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan
telah menyajikan akun properti investasi?

f. Apadampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?

g. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai properti

investasi?



Lampiran 2: Transkrip Wawancara

1. Transkrip wawancar a ber sama Bapak Fatah

a. BPKD Kabupaten Pekalongan melakukan perhitungan ataupun pengeloaan
aset tetap melalui sitem aplikas atau manual ?

“Kalau di Kabupaten Pekalongan itu sudah ada yang namanya SIMASET jadi
sudah menggunakan sistem nggih, ada aplikasinya tersendiri.”

b. Apabila menggunakan aplikasi apakah semua perhitungan hingga
penjurnalan sudah tersistem secara otomatis pada aplikasi tersebut?

“lya untuk penjurnalan dan penyusutan sudah ada dan sudah otomatis di
sistem.”

c. Apayang menjadi Kriteria suatu tanah dan bangunan dapat diakui sebagai aset
tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan?

“Tidak harus ada sertifikatnya, yang terpenting adalah kekuasaannya sudah
ada di PEMDA, kita juga ada beberpa tanah yang belum disertifikat dan
masih dalam proses disertifikat.”

d. Bagaimana pengukuran pada aset tetap yang dimiliki BPKD Kabupaten
Pekalongan agar suatu aset tersebut dapat dilaporkan pada neraca?
“Menggunakan nilai perolehan.”

e. Apa yang membedakan tanah atau bangunan tersebut diukur berdasarkan
nilai perolehan ataupun nilai wajar?

“Kalau hibah kan biasanya kita minta ada nilainya dari pihak yang
memberikan, kalau misal nya ada yang belum adanilainyakitaitu adanilainya

itu sendiri, nilai perkiraan itu ada. Jadi nanti kita ada tim tersendiri untuk



menilai tanah dengan membandingkan nilai sekitar dan NJOP nya berapa
nanti ketemu nilai perolehan atau nilai wajarnya berapa.”

. Apa yang menyababkan bangunan milik BPKD tidak digunakan?

“Salah satunya itu belum ada rencana kedepannya, kemudian kalau mau
disewakan itu juga ada tahapannya, misalkan kita mau sewakan juga kita
harus bandingkan dengan rencanakita ada nggak, takutnya kita mau sewakan
ternyata kita setelah itu-ada rencana apa gitu. Ada beberapa tanah itu kan
ememang kita sewakan tapi juga kadang nggak ada yang nyewa, karena satu
nilainya terlalu tinggi, kemudian tidak produktif itu juga ada. Kaya di
sapugarut itu dulunya tanah pertanian yang biasa disewakan tapi karena
sekarang airnya sudah tidak ada maka sudah tidak ada yag berminat untuk
menyewa, hal itu disebabkan oleh pembangunan yang terjadi ditanah sebel ah-
sebelahnya sehingg jaan irigasinya ga ada, mati, dan disewakan juga ga ada
yang.nyewa karena ditanami juga sudah tidak bisa”

. Biayaapasaja yang hisadiatribusikan sebagai biaya perolehan atas tanah dan
gedung?

“Ya kaya Nilai survei, nilai pembanding misal gitu, terus nanti nilai
pembuatan sertifikatnya, nilai untuk kita mendapaikan sertifikat itu juga
masuk kedalam nilai itu, jadi nanti semua bebanbenanya di akumulasikan.”

. Bagaimana cara menentukan perolehan gabungan misalnya tanah dan
bangunan yang dimiliki oleh BPKD diperoleh dalam satu transaksi?

“Untuk saat ini sepertinya belum pernah ada.”
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Apakah tanah dan bangunan milik BPKD seluruhnya seudah memiliki bukti
kepemilikan secara sah seperti sertifikat?

“Untuk itu iya belum semuanya, masih dalam proses.”

. Dalam perlakuan mengenai pengeluaran setelah perolehan, Apakah BPKD

Kabupaten Pekalongan memiliki aset tetap yang mengalami penambahan
nila atas kapitalisasi atau peningkatan yang dilakukan? Kemudian apakah
untuk tanah atau gedung juga bisa mengalami peningkatan yang
mempengaruhi  masa manfaatnya? Seoperti perbaikan gedung apa
berpengaruh.dalam hal ini?

“Kalau tanah ga ada penyusutan, namun juga tidak ada penambahan nilai jadi
untu nilainya masih tetap sama. Ee ada kan dikebijakan akuntansinya itu
sudah adajadi misalkan diadi bandingkan dengan nilai renovnyaberapa, nilai
awanya berapa, nanti dapat berapa persen, kemudian nanti akan
mempengaruhi,._masa manfaatnya berapa__tahun.itu._sudah ada
perhitungannya.”

Apakah ada batasan nominal atau jumlah biaya sehingga aset bangunan
tersebut dinyatakan memiliki penambahan masa manfaat?

“ltu nanti dibandingkan dengan nilai perolehannya mbak, kalau nilai
perolehannya 500 juta misal berartikan nanti 5% nya berapa, terus nanti

dibandingkan dengan nilai renovnya.”

. Pada pengukuran berikutnya pada bangunan yang mengalami penurunan

manfaat metode penyusutan apa yang digunakan?

“Itu pakainya metode garis lurus.”
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m. Bagaimana perlakuan terhadap gedung yang tidak terpakai apakah dihitung
penyusutan tiap tahunnya?
“Selama masih ada masa manfaatnya nggih, itu kan 50 tahun, ya selama
belum 50 tahun ya masih dihitung terus. Jadi walaupun tidak digunakan kan
tetep mengalami penyusutan, kalau gedungnya rusak juga kan berpengaruh.”

n. Apakah bangunan yang tidak dioprasikan masih mendapatkan pemeliharaan
atau perwatan atas bangunan tersebut?
“Untuk pemeliharaan sendiri kita harus melihat anggaran ya, untuk
anggaranyya itu ada nggak, terus gedung itu masih mau dimanfaatkan ga,
kalau belum ya kadang dibiarkan gitu si

0. Apa yang dimaksud dari bahwa pemerintah tidak memerlukan biaya untuk
mempertahankan hak atas tanah, apakah lembaga pemerintah tidak harus
membayar pajak atas tanah yang dimiliki?
“lya.memeng.tidak membayar PBB, kecuali kalau.tanah_itu.dimanfaatkan
oleh misalkan ada tanah pertanian kemudian ada yang menyewa itu yang
menyewa wajib membayar PBBnya, tapi kalau yang digunakan untuk
oprasional pemerintah tu enggak.”

p. Apayang menyebabkan suatu aset dihapuskan dari neraca?
“Itu kalau misalnya tanahnya kita hibahkan, dulu kita sempat menghibahkan
tanah, tamah UIN itu kan hibah dari sini, itu berarti kita keluarkan. Kalau
gedung itu biasanya karena rusak, jadikan kemungkinan harus dirobohkan.”

g. Apakah ketika bangunan sudah benar-benar rusak dan tidak layak pakai akan

diadakan pel epasan atau penghentian pada aset tetap tersebut?
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“Untuk gedung kita lelang itu bongkahannya, kan yang dijual hanya
gedungnya tidak termasuk tanah jadi gedungnya dirobohkan terus nanti
bongkahannya kita lelang.”

. Apakah tanah bisa mengalami penghentian pemanfaatan?

“Hibah.”

. Bagaimana penghapusan aset gedung pada laporan keuangan?

“Dirobohkan kemudian kita jual bongkahannya.”

. Apakah pernah terjadi kasus pelelangan atau pemusnahan aset yang dimiliki
oleh BPKD?

“lya kan misalkan gedung yang sudah usul hapus nanti istilahnya masuk ek
aset lainnya, kan ada aset tetap terus ada aset lain nah yang sudah rusak itu
masuk aset lainnya. Kemudian kalau dari aset lainnya itu gedungnya
dirobohkan maka bongkahannya dijual. Baru dihapuskan.”

. Bagaimana jika perhitungan atau penyajian pada.bagian pengelola aset dan
akuntasi_ nominal nyaberbeda?

“Pernah tapi 1tu biasanya diawal, tapi ketika sudah fiks laporan kan sudah
direkon, kita biasanya ada rekon nah disitu disamakan misalnya diakuntnsi
masi h tercatat sebagai aset lain ternyatadi aset itu sudah ada penghapusannya
jadi nanti kita samakan.”

. Apakah pemerintah bisa mengambil alih kepemilikan atas tanah yang disita
ataupun tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang tidak memiliki ahli

waris?



“Kalau ada tanda-tanda itu punya PEMDA kita bisa, tapi kalau ga ada
sgjarahnyayakita gaberani. Misalnyaitu sekolah biasanyaitu nanti ada yang
bilang itu dulu tanahnya Pemda, nah disitu kita bisa bergerak tapi kalau ga
ada tanda-tanda apapun kita ga bisa sembarangan mengambil alih tanah

tersebut tanah pemda.”

2. Transkrip wawancar a bersama  bu Siti

a. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap?
“Pengelolaan tetep di mas fatah. Prosdur itu yang jelas harus ada keputusan
dari bupati terkait penghapusan yang juga didasarkan di penghapusan aset-
aset yang ada di BMD. Dengan adanya SK bupati terkait penghapusan itu
baru bisa dihapus dari aset atau pencatatan seperti itu. *

b. Apakah boleh aset tetap dijua ?
“Dijual.itu.tergantung untuk apa, tapi itu seharusnya tidak sampai seperti itu
karena harus dimaksimalkan pemanfaatnnya, fungsinya, itu hanya dengan
kondis tertentu dan " kebijakan tertentu. Tapi untuk secara aturan
diperbolehkan. Tapt itu sangat2 kecil sekalt kemungkinannya. *

C. Bagaimana pendapat ibu untu aset tetap yang disewakan?
“Disewakan ya memang yang ideal secara aturan itu disarankan untuk
disewakan barang2 yang ideal. Kemudian nantinya masuk ke pendapatan
daerah, justru memang dari kementrian pun, aset kita yang ideal disarankan
untuk disewakan, baik dalam bentuk sewa ataupun menunjang fungsi-fungsi

dari masing-masing bidang.”



3. Transkrip wawancar a ber sama Bapak Sigit

a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Peka ongan ada yang
disewakan atau bahkan dijual?

“Ada yang disewakan atau bahkan dijual, oke, ada. Disewakan ada dijual juga
ada.”

b. Apakah ada aset tanah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
Aset tanah dan bangunan yang tidak dioperasikan?

“Ada, Cuma lokasinya nanti mumpung mas opik disini.”

c. Adadatanyanggih pak?

“lya ada. Bangunan yang tidak digunakan secara data masuknya ke aset lain,
jadi antarabarang dengan aset itu beda. Namun untuk tanah sendiri digunakan
atau tidak tetap masuk kedalam aset tanah.”

d. Apakah boleh tanah ynag dimiliki oleh BPKD dan tidak dioprasikan disewa
oleh pihak swasta dalam kurun waktu yang panjang.misalnya 25 tahun?
“saya belum tau kalau ini, setahu saya meskipun panjangitu kontraknyatetep
setahun-setahun.”

e. Berarti harus diperpanjang-diperpanjang?

“iya contohnya itu, rumah makan yang didepan rumah sakit hermina itu 3
tahun, disitu entah mau pindah atau apa sekarang sepi dan sekarang
kontraknya sudah habis. Dulu kontraknya tiga tahun tapi sistemnya setahun
bayar setahun bayar jadi diperpanjang. Kalau tidak bayar maka kontraknya

putus atau dibatalkan, modelnya kaya gitu. Itu berarti kaya kos ya, tigatahun
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atau empat tahun disini tapi bayarnya setahun sekali, kalau tidak bayar tiap
tahunnya maka kontrak putus.”

f. Untuk pendapatan dari hasil sewa itu masuknya ke pendapatan operasional
atau kemana pak?
“iya pendapatan operasional”

g. Soanya untuk membantu kegiatan.operasional pemerintah ya pak?
“ ee endak secara langsung ya, jadi kan ketika dapat pendapatan diseplit
kesini itu enggak, ‘enggak secara langsung. Karena pendapatannya dicatat
secara bruto, Misa dapat satu juta, dapat satu juta nanti pengelolanya itu
dapat katakanlah 5% berarti kan 100 ribu, satu juta masuk nanti 100 ribu itu
keluarnya lewat SP2D. bukan langsung satu juta dipotong untuk pengelola,
modelnya ga kaya gitu kalau disini ya, kalau yang daerah lain ada juga yang
dipotong langsung. Seperti dipajak itu masuk dari desa yang menarik pajak
itu.ada jatahnya, untuk ongkos seperti saat nariki. itukan. pakai.sepeda motor.
Iltu semua direkap, biaya nagihnya berartikan emm yang bawahnya
depkel oktor nya pemda itu, dan didesa-desaitu kan depkolektornya pemdaya
itu saya nagih, misalnya saya nagih jenengan dapat 100 ribu ini ini nanti
totalnya 100ribu itu saya dapat seribu, itu direkap les nanti itu ke bendahara,
bendahara langsung ke pegawai. Modelnya seperti itu.”

h. berarti masuknya bruto terus pemotongannyaitu melalui SP2D?
“lya,*

i. Kaau pemerintah juga bayar pgjak gas pak?
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“tidak, pemerintah tidak. Pemda tidak bayar PBB tapi kalau kendaraan tetep
bayar.”

j. berarti untu tanah bangunan engga ya pak?
“lya enggak, karena PBB di kelola sendiri kalau bayar kan berarti bayar ke
diri sendiri. Kalau tanah istilahnyatidak diketahui dipakai atau enggak, yang
tau masing-masing OPD. Kaausgedung bisa ditarikkan yang gedungnya
diusulkan hapus, biasanya karena kondisinya rusak. Tapi kalau penggunaan
di aplikas masih sederhana, contohnya ini digunakan untu apaitu terkadang
tergantung inputannya kdang juga ga diisi jd kita ga bisa mengetahui itu
digunakan atau engga, memang harus ke lapangan disensus idea nya aset ya
mubeng. Tapi kalau jenengan ga mubeng ya paling tidak jennegan pada
umumnya gedung itu digunakan semua, tapi kal au tidak digunakan masuknya
ke usl hapus, aset lain. untuk tanah ini ga ada karena kalau mau ditarik ke
pemda lagi jadi aset lagi, kalau bangunan yang usul_hapus tapi kalau yang
real yang nyata itu lthatnya dilapangan.”

k. Itu nanti ada alamt lokasinya ga pak?
“lya ada, berarti gedung ini alamatnya dimana itu bisa. Tinggal gambar tabel
untuk yang usul hapus aamai terus aasannya biasnya disitu ada aasannya.
Alasannya hampir roboh itu biasanya ada.”

I hal ini untuk membandingkan apabilaternyata gedungnya dipakai oleh pihak
lain.

m. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan

telah menyajikan akun properti investasi?
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“Posisi sekarang untuk properti investasi belum ada, dan posisinya sekarang
masih di Aset Tetap. Ada perbedaan, terutama akun, akunnya ga ada di
laporan keuangan, kalau ada mau diletakkan dimana itu juga belum jelas
untuk kodefikasinya sampai sekarang itu yang jadi kendala. Jenengan bisa
melihat dikabupaten lain sebagai referensi untuk perbandingan, kenapa di
kabupaten pekalongan belumsmenerapkan. Jadi bisa di searching neraca
laporan keuangan bagi pemdayang sudah menerapkan itu pasti aneh, karena
umumnya habis aset itu dana cadangan terus aset lain, antara aset tetap
dengan yang cadangan itu ada kode akun®1.3A itu dijadikan sebagai
kodefikas | akun properti investas. Ada yang seperti itu. Ada yang
dibawahnya aset lain, 1 5 A ada yang seperti itu. Ada juga yang masuk ke
investasi.”

. Digabung kedalam investasi berarti ya pak?

“lya.investasi,.itu kan dineraca yang pertama ada.l. 1 Aset Lancar, kemudian
1 2 itu Investas, 1 3itu aset tetap, 1 4:itu cadangan, kemudian 1 5 itu Aset
Lain.

. Apadampak dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?
“Kalau tidak menerapkan itu berartikan Kabupaten Pekalongan tidak patuh
kepada undang-undang karena ada aturannya, terus kalau tidak menerepkan
itu. Tapi kalau menerapkan pemerintah dari kemendagri harusnya sudah ada
standar, sementaraitu tidak ada, jenengan lihat laporan keuangan yang sudah
menerapkan properti investas itu nanti beda. Properti investasi pel etakannya

tidak seragam. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah
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diterapkan. Intinya seperti itu, jadi kesimpulannya menerapkan salah tidak
menerapkan juga salah.”

. Ttapi kan untuk jaga-jaga nggih pak?

“Betul”

. Manfaat penerapan properti investasi?

“manfaaatnya banyak kalau tarif untuk bisnis kan, tujuannya bisnis.

. Berarti pemerintah boleh/malakukan bisnis atas aset

“bukan hanya itu:sebenarnya bisa saja kendaraan atau alat lainnya, yang
keliatan aja kan mobil ada banyak kalau dipelihara dengan baik disewakan
boleh tapi yang nyewa itu yang agak takut, karena kan platnya merah, terus
ngisinya harus pertamax, laku ga kalau kaya gitu. Jadi kalau misalkan
perusahaan disewakan platnya hitam, platnya hitam bisa paka subsisi, bisa
pakal pertalit. Jadi perbedaannya disitu. Tapi untuk alat kesehatan itu tidak
hisa. ltu ada tarifnya minim, tarifnya paling minim. Kalau.gedung tanah
masih bisa ngikutl harga pasar, masih bisamengikuti harga pasar.”

. Kalau misalkan tanah ditinggal sama pemiliknya dan ga ada pemiliknya apa
boleh diambil alih Sama pemerintah?

“kasus seperti itu pernah, untuk terutama pengamanan aset negara, kalau
jenengan ngikuti berita yang berkaitan dengan kabupaten pekalongan itu ada
RS Kraton, mengalami sengketaitu, dengan sebelahnya.

. perorangan pak?

“bukan itu milik suster atau yayasan pendidikan, itu dulu tanahnya kraton itu

ya miliknya yayasan, jadi gambarnnya gini saya punya tanah kemudian ga
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dipakai dan lingkungan desa saya ga ada sekolah, saya pengen ada sekolah
kemudian yang mendirikan dari pihak pemerintah sehingga tanah milik
yayasan dan bangunan milik pemda, tapi itu sudah lama sekali dan tidak ada
kepastian apakah tanah tersebut dibeli atau anda hibahkan. Puskesmas
kemudian yang SD Sd itu juga banyak yang kaya gitu. Terus dibikin sensus
kaya gitu ada yang ga mau dibeli tapi kalau untuk ganti atau pindah kan
prosesnya panjang karenakan jual beli, atau ganti tanahnya dengan tanah lain
yang sama luasnya namun beda lokasi nya tapi-kadang-kadangkan walaupun
sama luasnyatapi beda lokasinya itu nilainya beda jadi ga mau. Kalau tukar
menukar itu susah macem-macem. Kal au dikraton itu tadi itu, rs yang tadinya
milik provinsi, kemudian diserahkan ke Kkota, agak bangkrut
diserahkankepada kabupaten, kemudian kamubaten mengelola bagus
semakin mgju dan ditambah ramai itu tanahnyakami catat dulu ke pemdaatas
hak.pakai.. Pemindahan dari kota ke kabupaten..itu.pemindahan atas
pengelolaan. Pusing itu karena kenyataanya ada tanhanya makanya dicatat.
Dari kota ke kabupaten itu saya belum /lahir. Pihak dari yayasan dari
persidangan kalah namun keputusan pengadilan sepakat bahwa akan
dilakukan pemindahan ke Wiradesa, terkait tanah bisa diserahkan namun
untuk gedung ditawarkan tidak mau jadi dari pihak pemda memilih untuk
merobohkan bangunan nantinya. Tapi sampai sekarang asetnya masih diakui
sebaga tanahnya pemda belum masuk ke usul hapus meskipun sudah ada
ketetapan pengadilan, karena dikasih waktu 2 -3 tahun. Harusnya secara

akuntansi sudah keluar tapi sampai saat ini belum. Misalnya gedung kan
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gedungnya sudah ditambal-tambal karena gedung lama tapi sekarang sudah
lumayan bagus secara perhitungan klau mau pas pihak yayasan harus
mengganti gedungnya, kalau ga mau ganti gedung ya gedungnyaa
dirobohkann, biar tidak dimanfaatkan sama yayasan. Nanti kalau yayasan
bisa buat rumah sakit lagi karena bangunan udah bagus udh jadi tinggal
ngelola, atau bisajadi hotel danhalitu akan merugikan pemerintah, tidak mau
bayar ya roboh. Sidangnya itu terakhir tahun 2021 kayanya kalau ga 20 pas
covid itu sidang. Tapi penyerahan tanah waktu.itu tahun 80 kalau ga 75 lah.
Dikecamatan karanganyar dekat tugu duren disana ada kantor kecamatan,
dana ada komplek kantor kecamatan, koramil, BKK, terus ada magjid disitu,
itu tidak ada sertifikatnya. Ditanya yang punya Slapa, katanya provinsi.
Padahal disitu berdiri sebuah BPR tapi ditanya tidak ada databasenya, terus
diambil sama pemda, pada akhirnyakantor BKK nyewa sama Pemdadan tiap
tahunnyabayar, namun di SIMASET tidak ada keterangan bahwa diatastanah
itu didirikan apa, jadi harus dilakukan survei, yang ada hanya alangkapnya.
Namun ada yang lengkap ada yang tidak, ada yang menyebutkan jalan raya
secara jelas, ada yang menyebutkan hanya kecamatannya saja ada yang kaya
gitu. Ada yang lengkap ada yang tidak, terus ada yang disitu caiaianya satu
bidang tap sertifikatnya 15, harusnyakoreksi itu, harus dieksekusi, kenapa 15
karena luas banget dan melewati kali, atau apa sehingga harus diukur
sebagian-sebagian.”

u. Bagiamanatanggapan bapak terkait PSAP 177?
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“Yang harusnya ada akun properti investasi, namun sampai saat ini belum
jelas mengenai peletakan kodefikasi akun tersebut, sehingga tidak bisa
diterapkan PSAP nya pada laporan keuangan. Kalau kita mau ambil alih
akunnya mau ditaruh dimana itu nanti akunnya tidak sama sama pemda
lainnya. ada yang dikasih ada yang engga, tapi dijawa tengah sudah ada yang
menerapkan salah satunya brebes;keduanya kendal.”

. Kapan pak rencananya mau menerapkan.PSAP itu?

“ya nunggu kebijakannya pemerintah pusat, BPK juga sudah mendesak untuk
menerapkan, tapi tak balikkan lagi akunnya yang mana, mau tiru yang mna
tiru kendal atau tiru brebes, beda-beda jadi tidak standar. Laporan keuangan
itu harus standar, ini PSAP 17, sementara laporan keuangan itu PSAP 0O1.
Syaratnya salah satunya dapat diperbandingkan antara tahun lalu dengan
tahun sekarang atau pemda yang satu dengan pemdayang lain. Itu PSAP 17
dengan PSAP.01 sudah bentrokan. Itu baru satu PSAP. Sementara dari pihak
BPK selalu mendesak agar sesuai dengan PSAP. Hal ini berpengaruh ke
laporan keuangan yang rancau, kalau ada yang berani menerapkan gpp, tapi
kalau disini belum, karena alasannya di PSAP No 01 itu harus bisa
diperbandingkan. Bisa dibaca secara umum, ada 4 ya tujuannya dapat
digunakan bagi pengguna, pemeriksa, masyarakat umum, atau penelitian ya.
Dapat diperbandingkan ya, kalau ga bisa diperbandingkan ya ga bisa jadi
tidak standar. Sementara menganut PSAP itu kan tujuannya biar standar tapi
kalau ini malah jadi beda-beda. Kalau mau standar PSAP 17nyadi standarkan

dan dijelaskan untuk peletakannya itu dimana supaya seragam. *
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w. Kenapa waktu pengeluaran PSAP tidak sekalian sama kodefikasinya pak?
“kan yang membentuk PSAP itu komite, dari pemerintah diambil, dari
lembaga pendidikan diambil, kemudian dari akamedisi diambi, itu jadi
buatannya komite.”

x. Jadi akun yang seharusnya sudah masuk ke akun properti investasi sekarang
masuknya kemana pak?

“saat ini, kalau di PEMDA masih di Asetlain. Ya harusnya kan sudah dipisah.
Idealnya investasi.kan diatas 1 2 itu investasi.:l 1 itu masih aset lancar, 1 3

itu cadangany”

4. Transkrip wawancara ber sama Bapak Dwi

a. Apakah penggunaan aset tetap milik BPKD Kabupaten Pekal ongan ada yang
disewakan atau bahkan dijual?
“Disewakan.ada kalau untuk dijual kita juga ada mekanismelelang, misal ada
peralatan mesin utama biasnya yang sering kejadian itu ketika mungkin
barang atau peralatan mesin rusak berat dan masa manfaatnya sudah tidak
optimal yang jika dipeltharalagi itu'’kan menjadi beban, jadi ada mekanisme
lelang, mungkin itu yang lebih dikonotasikan ke dijua ya. ltu nanti saya
kembalikan lagi ke bidang aset terakit teknisnya.”

b. Apakah ada aset tenah dan bangunan milik BPKD yang tidak dioperasikan?
“Itu Kita juga ada dimanfaatkan untuk sewa pertemuan, misal ada acara atau
apa itu bisa datang kekantor kami terutama di bidang aset untuk melakukan

mekanisme penyewaan. Bukan digunakan untuk perkantoran karena untuk
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kantor kita sudah ada gedung sendiri jadi itu memang digunakan untuk
pertemuan atau orang yang sedang melakukan hgjatan itu juga bisa. Gedeung
serbaguna bisa digunakan untuk acara hgjatan dan pertemuan apa, dan untuk
pengelolaan bisa lebih langsung ke bidang aset terakit jadwal ataupun lain
halnya terkait penyewaan gedung. “

. Apakah boleh tanah ynag dimiliki.oleh BPKD dan tidak dioprasikan disewa
oleh pihak swasta dalamkurun waktu yang panjang misalnya 25 tahun?
“Boleh dan tidaknya itu karena saya hanya sebatas informasi, itu bisa juga
tanah sewa dalam jangka panjang itu ada. Kalau bener-bener ga dipakai itu
boleh kayanya saya kurang tau, karena tidak semerta merta tanah itu tidak
digunakan sgja, jika ada kerja sama atau komunikasi terkait penyewaan yang
sudah ada kesepakatan itu malah bisa jadi potens kerja sama juga, jadi
digunakanpun mungkin bisa disewakan jika ada komunikasi, dan bisa
menjadi pendapatan daerah.”

. Bagaimanatanggapan saudaraterkait PSAPterbaru yang mengatur mengenai
Properti Investasi?

“Kalau dari bpkd sendiri kan belum implemntasi kan ya, ada banyak faktor
salah satunya itu mula dari perencanaan dulu kemudian pemahaman terkait
psap tsb sudah siap atau belum, kemudian merembet lagi ke SDM kemudian
juga aatnya sudah siap atau belum, jadi banyak faktor. Karena tidak bisa
sendiri atau satu bidang dari rencana sampai tingkat kebijakan.”

. Itu jadi salah satu masalahnya karenatidak ada kodefikasi akun yang jelasya

pak, kenapatidak ada pertemuan untuk pembahasan mengenai hal tersebut?
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“kalau rakor itu ada tapi kalau kita hanya sebatas sosialisasi karena kalau
mencari satu titik temu untuk mencari solusi atau satu persepsi itu belum ada,
karena cakupan yang luas dan karakter tiap daerah itu berbeda-beda.”

. Apakah pada laporan keuangan tahun 2023 BPKD Kabupaten Pekalongan
telah menyajikan akun properti investasi?

“Untuk dampaknya secara signifikan atau khusus itu ga ada atau belum ada
saya memang kurang tau, kita disitu Cuma menyampaikan informasi, dan
kami berharapnya.dari pthak BPK juga tidak mempermasalahkan.”

. Apa dampak.dari tidak menyajikan akun properti investasi pada neraca?
“Untuk dampaknya sendiri, seharusnya psap ini kan sudah harus diterapkan
dari tahun lalu kan ya, tapi ya karena tadi belum ada titik temu maka dari
kami sendiri belum bisa menerapkan apa yang belum jelas standarnya
bagaimana.”

. Tanah dan bangunan yang memiliki potensi untuk.dijadikan sebagai properti
investasi?

“Untuk yang menjadi potensi itu yang bisa menganalisis itu ranahnya bidang
aset. Kalau kami hanya informas sgja kalau detailnya langsung bidang aset.
Dari pihak kita juga melakukan koordinasi dengan memaksimalkan data
sumber yang ada, di simaset ketika kita bisa melihat dan mencermati data di
simaset kita menyimpulkan dari informas yang ada dan tetap melakukan
koordinasi dengan pihak aset, jadi kita ada umpan balik tidak semerta-merta
langsung menyimpulkan, harus ada konfirmas dulu. Bukan data langsung

disgikan tapi ada koordinas ulang, untuk teknik keasetan kita kembalikan
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lagi ke bidang aset karena itu ranahnya bidang aset. Kita hanya informasi
penyajian angka saja.”
i. Manfaat penerapan properti investasi?

“Banyak si sebenarnya, Mungkin ranahanya sana itu untuk memanage ya
untuk menata terkait dari segi pengelolaannya, pendapatnnya, minimal
memaping | ah potensi-potensi mana yang bisadigali, jadi mungkin tujuannya
itu penataan untuk |ebih ke pencatatan yang lebih baik juga, jadi tidak hanya
masuk ke aset lain sgja. Mungkin itu gambaran. secara umum ya, untuk yang
lebih spesifik bisalangsung koordinasi dengan pihak yang |ebih memahami

hal tersebut.”

5. Transkrip wawancara ber sama Bapak Ujiyanto

a. Apakah kategori aset tetap pada BPKD Kabupaten Pekalongan sudah sesuai
dengan persyaratan yang ada pada PSAP No. 07 mengenai.aset tetap?
“Menurut kami perlu diketahui wilayah pengelolaan dan wilayah pengawasan,
nah pengawasan kan melihat apakahpengelolaan yang telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan ataupun peraturan yang ada, pengawasan kan kaya
gitu antara pelaksanaan dengan yang seharusnya seperti apa sesuai dengan
yang adadi peraturan kalau di pengelolaannsendiri itu kan disitu adainstrumen
selain dari PSAP No. 07 dari PP No. 71 mengenai pengelolaan aset ada
permendagri nomor 07 tahun 2021misalnya, kemudian kaitan dengan
pengawasan laporan keuangan itu didalamnya ada aset tetap itu jenengan bisa

lihat di PP No. 12 Tahun 2019 itu disebutkan bahwa laporan keuangan
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pemerintah daerah itu harus diperiksa oleh BPK di pasal 191 itu sebelum
diperiksa oleh BPK direview dulu oleh APIP dalam hal ini adalah inspektorat,
jadi dalam hal ini inspektorat sebaga pengawas internal, jadi pengawas
internalnya pemda inspektorat, pengawas eksternalnya BPK. Itu sebelum
diperiksa oleh pemeriksa eksternal direview dulu oleh inspektorat. Kemudian
terkait dengan pedoman pengawasannya ataupun pedoman reviewnya
jenengan bisalihat di Permendagri no.4 th.2018, sedangkan untuk pengawasan
secara umum ada di' PP Nomor 12 tahun"2017. Disini karena regulasi yang
berkaitan dengan aset tetap itu kan jenengan bisa lihat di PSAP No. 07 tapi
selain itu juga bisa diliat di Bultek KSAP, jadi kalau di PSAP itu kan
menjelaskan definis pengukuran, penilaian, pengakuan. Nah, di bultek itu
menj el askan secara teknis jadi terinci, secaradetail dijelaskan di buletin teknis
terkait aset tetap yaitu pada Bultek KSAP No. 15, kemudian kalau terkait
dengan.penyusutan itu Bultek No. 18. Kemudian,. ditingkat.daerahnya tau
pemda sebagal mana amanat yang diperintahkan dari atasan itu dikenakan harus
menyusun kebijakan akuntansi, kebijakan akuntans sendiri juga berpedoman
pada PSAP tadi juga beberapa peraturan yang ada di Permendagri. Ketika kita
melakukan review di BPKD, karena BPKD ini kan punya dua kedudukan
sebagai OPD atau SKPD tetapi BPKD juga mempunyai fungsi sebagai PPKD
atau SKPKD pejabatnya namanya PPKD, itu dia mengkoordinir seluruh
keuangan yang ada di Pemda. Kemudian terkait pengawasan kitaakan cocokan
apakah laporan keuangan yang sudah disusun itu ada kesesuaian dengan Sap

atau tidak, karenakesesuain dengan SAPitu jugasalah satu indikator penilaian
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BPK dalam memberikan opini. Kemudian yang kedua dilihat dari SPI nya, nah
sampai dengan tahun 2023 opini dari Laporan Keuangan Pemda Kabupaten
Pekalongan ini bertahan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya dari opini
ini bisa kita ssmpulkan karena ada beberapa indikator tadi yang menjadi
penilaian opini BPK salah satunya kesuaian dengan SAP.”

. Apakah semua aset yang dimiliki‘oleh pemdaitu digunakan/beroprasi?

“Di pemerintahan itu sifatnyakomplek kan apalagi di pemerintahan kabupaten
pekalongan itu dulunya kan di kota terus tahun.2001 apa ya kesini sehingga
mungkin dal am proses perpindahannya itu meninggalkan beberapa aset, nah di
pemda itu ada perencanaan terkait dengan Brang Milik Daerah, baik itu
rencana kebutuhan maupun rencana pemanfaatan, nah itu kalau ditarik kesitu
nanti adalagi diatasnyayang terkait dengan rencanaprogram jangka menengah
setiap tahunnya. Ada juga rencana kebutuhan seperti pemeliharaan juga
termasuk.rencana pemanfaatan dan penghapusan.”

. Bagaimana jika aset yang dimiliki pemda tidak memiliki sertifikat/bukti
kepemilikan?

“Sgjauh ini kayaknya belum ya, dan itu ada seribu berapa dan memang itu
setigp tahunnya dilakukan proses pengsertifikatan tanah dimana memang
prosesnya dan penganggarannya di lakukan oleh pihak pemda. Contohnya
pemda punya tanah berapa bidang yang belum bersertifikat kemudian dengan
alokas anggaran yang tersedia itu perencananya sudah ada di tahun

sebelumnya.”
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d. Dalam pengukuran aset tetap apakah pemda selalu menggunakan nilai
perolehan?
“lya itu di SAP sudah ada, jadi menggunakan nilai perolehan Cuma kan
terkadang-kadang tidak. Jika nilai perolehan tideak didapatkan dalam artian
buktinya tidak ada kan bisa dinilai dengan nilai wajar. Menilai barang milik
daerah sudah ada peraturannya, jadi. pedemona penilaian barang juga menjadi
salah satu tertib administrasl karenaterkadang aset yang didapatkan sejak dulu
itu ada yang belum.masuk dan belum tercatat sehingga ada tim yang bertugas
untuk melakukan penilaian barang milik daerah sehingga nantinya bisa
dimasukkan ke dalam neraca.”

e. Bagaimana pemda menilai aset yang diperolen secara tanpa adanya nilai
perolehan seperti pemberian/hibah?
“Terkadang pemberi hibah tidak serta mertamelengkapi data asetnya sehingga
harus dinilai.mandiri oleh tim tadi, tim yang bertugas dalam.menentukan nilai
wajar dari aset tersebut.”

f. Apakah di pemda peka ongan pernah terjadi pertukaran aset?
“Selamasayadi pemda sepertinyabelum pernah terjadi untuk pertukaran aset.”

0. Bagaimana jika aset tanah/bangunan yang dimiliki oleh pemda dijua padahal
masih layak pakai?
“Kalau untuk penjualan aset mungkin bisadikatakan setiap tahun ada, misalnya
untuk barang-barang yang rusak berat itu kan ada proses penghapusan dengan

caradilelang. Selain karenarusak berat untuk penghapusan itu bisajugakarena
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sudah tidak update dalam artian ketinggalan teknologi, jadi tidak harus karena
rusak tapi bisajuga karena usang.”
Apakah aset tanah memerlukan penegeluaran setelah perolehan guna
meningkatkan manfaat ataupun mempertahankan kepemilikan tanah tersebut?
“lya karena itu kan PBB sudah menjadi pagjak daerah, dari peraturannya yang
terbaru itu kan yang dukunya dari pusat ke daerah jadi dikelola sendiri sesuai
dengan peraturan aset yang dimiliki"pemerintah tidak diperkenakan PBB.”
Apakah gedung sering mengalami penambahan. masa manfaat ketika terjadi
renovasi yang,cukup besar?
“Itu melihat kekapitalisasi asetnya, bisa dikapitalisasi atau tidak. Di bultek dan
diperbup itu sudah dijelaskan mengenai batasan untuk nilai kapitalisasi.”
Bagaimana cara menentukan nilai tercatat dari aset tanah yang tidak
mengalami penyusutan, apakah nilainya akan samaterus setiap periodenya?
“lya.sama. karena itu tadi standar akuntansinya. kan.masih.menggunakan
historical cost ya sehingga pada saat diperoleh itu yang menjadi dasar
pencatatannya tetap nilai awalnya. Bukan menggunakan current value, kalau
itu kan berarti nilainya disesuaikan dengan nilai sekarang.”
Manfaal yang didapat oleh pemda dari pemberhentian aset?
“Yang jelas yang pertamakan kalau itu dijual aj el as bisamemberikan tambahan
untuk pendapatan daerah, kemudian yang kedua itu bisa dimanfaatkan oleh
pihak lain sementaradisini sudah tidak bermanfaat, kalau disimpan untuk apa.”
Dalam penerapan kebijakan akuntansi yang sudah diatur oleh peraturan bupati,

apa dampak dari tidak menerapkan kebijakan tersebut?
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“Pemerintah kan selau berpedoman pada aturan sehingga jika belum
diterapkan mungkin dari BPKD juga masih mencari referens terkait aturan
baru dan sayayakin kalau sudah jel as biasanya dil aksanakan seperti yang lain.”
. Mengapa PSAP No. 17 belum diterapkan pada laporan keunagnnya?

“Jadi penerapan dari pada SAP itu kalau dilihat dari perjalanannya sebelum
dari PP No. 71 itu ada PP No. 24 Tahun 2005 dulu masih cash acruad acrual
kemudian dengan dikeluarkannya PP no. 71 masuk ke accrual. Kemudian
dalam implementasinya sendiri dalam pemerintah daerah ini memang
mengikuti regulasi jadi artinya ketikaitu muncul di SAP yang sifatnya umum,
itu mungkin dari pemda masih mempelgjari ataupun menggali lagi terkait
dengan turunan dari aturan-aturan, biasanya kalau sudah ada aturannya apal agi
itu menjadi rekomendasi dari pemeriksaan itu akan dibuat atau disesuaikan.”
Apatanggapak pihak inspektorat mengenal penyewaan aset yang dimiliki oleh
pemda?

“Kaau menurut saya tidak apa-apa kan sudah ada aturannya selama tidak
mengganggu operasional dan sudah ada aturan tentang tarif dan perjanjian

sewanya.”
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